Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2)
huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan

Mengingat

WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: 43 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KOTA BAUBAU TAHUN 2024- 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA,

WALI KOTA BAUBAU,

Minimal di Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Kota Baubau Tahun 2024-2026.

1. Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001

Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Indonesia

Tambahan  Lembaran  Negara = Republik
Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);



Menetapkan

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419};

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2013
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Baubau (Lembaran
Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016
Nomor 3J), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun
2021 Nomor 2);

Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kota Baubau Tahun
2024-2026 (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2023
Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA BAUBAU
TAHUN 2024 - 2026.



BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kota Baubau;

Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dan sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah
orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang
disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM
adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar
yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak
diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari
tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan
pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan
pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan
dasar.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk mernenugi
kebutuhan dasar warga Negara.

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka
penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang
berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal.

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas
barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhan
secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar
teknis agar hidup secara layak.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan
keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.



13. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang
selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen
perencanaan  sebagai pedoman dan langkah-langkah
operasional dalam pencapaian target pemenuhan penerima
Jjenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak
diperoleh setiap warga negeri secara minimal.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

15. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD
adalah dokumen perencanaan daerah Kota Baubau untuk
periode tahun 2024 -2026.

16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode tahun 2024-2026.

17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan

Rakyat.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah
daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II
TIM PENERAPAN, PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN
DAN SINKRONISASI DATA

Pasal 2

(1) Wali Kota menetapkan Tim Penerapan SPM dengan Keputusan
Wali Kota.

(2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari :

Ketua;

Wakil Ketua;

Sekretaris;dan

Anggota.

aao oop



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

(3)

Pasal 3

Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pendataan,
pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan
SPM secara periodik.

Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan
oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah selaku sekretaris
tim penerapan SPM dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang
membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.

Pendataan sebagaimanzdimaksud pada ayat {2), bersumber dari
perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib
terkait pelayanan dasar yang terdiri dari :

a. jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak
memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga
negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar
dan mutu pelayanan dasar;

b. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia
dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia;

c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.

Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan
dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan
pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi
Penerapan SPM.

Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari perangkat daerah
yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil selaku
anggota tim penerapan SPM bersama dengan perangkat daerah
yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan
dasar.

BAB III
INTEGRASI SPM

Pasal 4

Tim penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan
SPM kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib
terkait pelayanan dasar memprioritaskan program, kegiatan dan
sub kegiatan Pemenuhan Pelayanan Dasar kedalam dokumen
RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

Bappeda selaku Wakil Ketua Tim Penerapan SPM memastikan
program, kegiatan dan sub kegiatan Pemenuhan Pelayanan Dasar
terintegrasi kedalam dokumen RKPD dan Renja PD

\



Pasal 5

(1} Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan
SPM kedalam dokumen APBD.

{2) Bappeda selaku Wakil Ketua Tim Penerapan SPM dan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku anggota Tim
Penerapan SPM memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan
Pemenuhan Pelayanan Dasar dalam Dokumen RKPD dan Renja
PD terintegrasi kedalam APBD dan memastikan tercatat sampai
kedalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang
membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.

BAB IV
STRATEGI PENERAPAN SPM

Pasal 6

(1) Tim penerapan SPM mengkordinasikan perumusan strategi
penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan
penerapan SPM.

(2) Bagian Pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM
mengkoordinasikan perumusan strategi penerapan SPM dengan
perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib
terkait pelayanan dasar.

(3) Inspektorat selaku anggota tim penerapan SPM
mengkoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(4) Perumusan strategi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun,

(5) Tim penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan
penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melatui -

a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap
triwulan;

b. bimbingan teknis penerapan SPM;
c. pendidikan dan pelatihan;dan
d. konsultasi penerapan SPM.

(6) Langkah operasional dan strategi penerapan SPM sebagimane
dimaksud pada ayat (1) memuat :

a. BABI : Pendahuluan;

b. BAB Il : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan
SPM;

c. BABIIl : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;

d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
SPM;

BAB V : Kesimpulan dan Saran.



(7)

(8

(1)

{2

{3)

2)

(3)

Strategi dan pemenuhan penerapan SPM pada ayat (6) dituangkan
dalam matriks renaksi penerapan SPM yang berupa :

a. program, kegiatan dan sub kegiatan;

indikator kinerja jenis pelayanan dasar terhadap penerima
layanan dasar dan mutu layanan dasar yang terpenuhi;

c. tahun dasar pelaksanaan;
d. pencapaian SPM;

e. inisiasi;

f. sumber pendanaan; dan
g. instansi pelaksana.

Langkah operasional dan strategi penerapan SPM memuat
sebagimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wal
Kota ini.

Pasal 7

Tim penerapan SPM melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada
masyarakat sebagai penerima manfaat.

Sosialisasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana program
kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan
tahun berikutnya.

Sosialisasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh Bagian Pemerintahan selaku sekretariat tim
penerapan SPM dan perangkat daerah yang membidangi urusan
komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal
yang mudah  diakses masyarakat dan  forum-forum
kemasyarakatan.

BABV
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Tim penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi
sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah.

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan pada APBD.

Sekretaris Daerah selaku ketua tim penerapan SPM
memprioritaskan pembiayaan penerapan SPM sebagimana
dimaksud pada ayat (2).

Dalam hal APBD tidak mencukupi pembiayaan penerapan SPM,

tim penerapan SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya
yang sah dan tidak mengikat.



(5)

(2)

(3)

(1)

{2)

(1}

(3)

(1)

Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim penerapan SPM dapat
mengupayakan sumber pendanaan sebagiman dimaksud pada
ayat (1) melalui kerja sama dengan daerah lain, kerja sama
dengan pihak ketiga, kerja sama dengan badan usaha,
mengusulkan pembiayaan dari APBN dan upaya lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

Tim penerapan SPM mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi
penerapan SPM Daerah.

Pemantauan dan evaluasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan
penyusunan kebijakan penerapan SPM tahun berikutnya.

Pasal 10

Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan
masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah
Daerah yang terintegrasi.

PengaduanmMasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan selalku Sekretaris Tim
Penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh perangkat daerah yang
membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan
organisasi kemasyarakatan.

Pasal 11

Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian
berdasarkan laporan penerapan SPM.

Bagian Pemerintahan selaku Sekretariat Tim Penerapan SPM
melakukan analisis Laporan Penerapan SPM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat.

Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan
perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 12

Bagian Pemerintahan selaku sekretariat tim penerapan SPM
melaporkan penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat
pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi
htips://spm.bangda.kemendagri. go.id

Laporan penerapan SPM sebagimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara triwulan.




BAB VII
PENUTUP

Pasal 13
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota
Baubau,

Ditetapkan di Baubau

pada tan , 19 cerravper. 2024
Pj. WALI BAUBAU,

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 19 SeprempeRr. 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAUY Tﬁ-;;ﬁ;??édﬁﬁiﬂgéﬁt
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LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 43 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BAUBAU TAHUN 2024-2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas
segala berkat dan karunia-Nya, dalam proses penyusunan Peraturan Wali Kota
tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Baubau Tahun 2024-2026, dapat diselesaikan sesuai

dengan ketentuan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan
mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak
diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah
SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan
dasar yeng harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang
ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal,
Pemerintah Kota Baubau melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana
Jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan
persoalan dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah Kota Baubau untuk membuat
desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Rencana Aksi
Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM ini
terutama sthakholder yang terlibat langsung dalam penyusunan. Kami berharap
Renaksi Penerapan SPM ini mampu memberikan perubahan dalam mendukung

perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan
kualitas dalam pemenuhan layanan dasar bagi Masyarakat
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
pada Pasal 11 ayat (3) yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang
sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada Pasal 18
mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan
pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan
SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang
merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara
secara minimal. Pelayanan dasar dimaksudadalah pelayanan publik untuk
memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi

1) Pendidikan

2) Kesehatan

3) Pekerjaan Umum

4) Perumahan Rakyat

J) Ketentraman, Ketertibann Umum dan Pelindungan Masyarakat, dan
6) Sosial.
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Keenam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang
diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah
Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketetapan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban
untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan
berpedoman pada standar tekmis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing
kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara
umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar
jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa standar jumlah dan kualitas sumber daya

manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis ataun tata cara pemenuhan
standar.,

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatar belakangi karena
penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan. dan pencapaian SPM masih
banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah
Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana
pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka perwujudan percepatan dan pencapaian SPM di daerah,
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada Pasal 21 ayat (2)
menyebutkan Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas

diantaranya mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk
Peraturan Bupati/Wali Kota.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran
Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah
untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan
program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar

dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara
minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah
sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang

sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan
Kota Baubau.

2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan
pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran,
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3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan
pencapaian SPM. ,

4, Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang
disertai pendanaan dalam menyusun targetpencapaian SPM.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota
Baubau dalam mencapai sasaran yaitu meningkatnya aksesibilitas masyarakat
terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan serta
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan program

penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

1.3 Kondisi Umum Daerah
1.3.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah
Secara astronomis, Kota Baubau terletak di bagian selatan garis

khatulistiwa diantara 5.21° - 5.33° Lintang Selatan dan diantara
22.30° — 122.47° Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis, Kota Baubau
memiliki batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Buton;
Sebelah Timur  : berbatasan dengan Kabupaten Buton;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Buton Selatarn.;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Selat Buton.

Luas Kota Baubau memiliki luas wilayah 294,98 Km? dengan luas
masing-masing kecamatan sebagai berikut :

No Kecamatan Luas Wilayah ( Km< )

1 | Walio 33,89

2 | Betoambari 32,85

3 | Sorawolio 111,76

4 | Bungi 28,89

5 | Kokalukuna 16,81

6 | Murhum 6,13

7 | Batupoaro 1,68

8 | Lea-Lea 32,96

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, 2023.
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1.3.2 Topografi

Wilayah Kota Baubau pada umumnya memiliki permukaan yang
bergunung, bergelombang dan berbukit-bukit. Diantara gunung dan
bukit-bukit terbentang dataran yang merupakan daerah potensial untuk
mengembangkan sektor pertanian.

1.3.3 Hidrologi

Kota Baubau terdapat sebuah sungai yang besar yaitu sungai Baubau. Sungai
tersebut melewati Kecamatan Wolio, Kecamatan Murhum dan Kecamatan
Batupoaro dan memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber tenaga
listrik, pertanian, perikanan, kebutuhan industri, kebututhan rumah tangga dan
pariwisata.

Penjelasan tentang kondisi air tanah Kota Baubau dibagi atas dua macam,

yaitu :

e Air Tanah Dangkal
Air Tanah dangkal adalah air tanah yang diambil dari kedalaman
dibawah 40 m dengan kondisi demikian maka kualitas air rentan
terhadap pengaruh lingkungan sekitamya yaitu disaat musim
penghujan kuantitas relative banyak tetapi sebaliknya disaat musim
kemarau air menjadi berkurang bahkan sampai kering. Dari sisi
kualitas, air tanah dangkal banyak mengandung unsure kesadahan
yang tinggi diakibatkan oleh adanya unsure-unsur seperti Mg, Mn*2,
Ca*2 dan Fe*2. Untuk pengambilan air baku ini memerlukan. pengolahan
penurunan kadar unsure-unsur tersebut diatas melalui proses kapus
soda atau dengan pemanasan.

e Air Tanah Dalam
Air tanah dalam adalah air tanah yang diambil dari kedalaman diatas 40
m. Air tanah dalam memiliki kualitas yang relative bagus bahkan untuk
daerah tertentu memiliki kualitas yang tidak memerlukan pengolahan
terlebih dahulu untuk dipergunakan. Dari sisi kualitas air tanah dalam
sudah sangat berkurang.

¢ Air Permukaan
Air Permukaan adalah air yang ada dipermukaan tanah seperti air
sungan dan danau. Diwilayah perencanaan terdapat beberapa sumber
air permukaan yaitu air sungai (irigasi). Dari factor kontuinitas, sumber
tersebut sangat memungkinkan akan dapat memiliki kualitas yang
berbeda sehingga memerlukan proses pengolahan yang berbeda. Dari
uraian tersebut diatas, pemilihan sumber air baku air bersih adalah :



- Untuk sistem komunal diambil dari air sungai-sungai yang melewati
sekitar daerah perencanaan.

- Untuk system individu diambil sumber air tanah dangkal atau dalam
yang digabungkan dengan air hujan dengan proses pengolahan
sederhana atau SIPAS (Sistemn Pengolahan Air Sederhana).

Sumber mata air yang dikelola oleh PDAM Kota Baubau sebanyak 11
(Sebelas) mata air dan S (lima) diantaranya menggunakan air permukaan.

1.3.4 Demografi
Demografi mendeskripsikan tentang jumlah, struktur dan distribusi

penduduk. Analisis mengenai kependudukan merupakan bagian penting yang
harus menjadi rujukan pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah.
Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau
Tahun 2023 Jumlah Penduduk Kota Baubau berjumlah 161.280 jiwa, penduduk
laki-laki berjumlah 80.012 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 81.268
jiwa. Jumlah Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Wolio sebanyak 43.488
Jiwa dan Jumilah Penduduk terendah berada di Kecamatan Bungi sebanyak
8.791 Jiwa. Adapun rincian jumlah Penduduk Kota Baubau Tahun 2023
per Kecamatan dan berdasarkan Jenis Kelamin di sajikan dalam tabel berikut :

Jumlah penduduk Kota Baubau pada tahun 2023 Per kecamatan

NO Kecamatan Jumiah
(1) @) (3)
1 | Betoambari 21.806
2 | Wolio 43.484
3 | Murhum 20.860
4 | Batupoaro 27.150
S | Bungi 8.791
6 | Lea-lea 9.118
7 | Kokalukuna 20.913
8 | Sorawolio 6.158

TOTAL 161.280

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, 2023.
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Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah
(3] @ (3 (4) (5)
1 | Betoambari 10.816 10.990 21.806
2 | Wolio 21.498 21.986 43.484
3 | Murhum 10.289 10.571 20.860
4 | Batupoaro 13.374 13.776 27.150
S | Bungi 4,431 4.360 8.791
6 | Lea-Lea 4.607 4.511 9.118
7 | Kokalukuna 10.390 10.523 20913
8 | Sorawolio 4.607 4.551 9.158
TOTAL 80.012 81.268 161.280

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, 2023,

1.3.5 Kawasan Rawan Bencana
1. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan bencana banjir di Kota Baubau berada Kecamatan
Batupoaro Kelurahan Wameo, Kecamatan Bungi Kelurahan Liabuku,
Kelurahan Waliabuku dan Kelurahan Ngkaring-karing, Kecamatan Wolio
Kelurahan Kadolokatapi dan Kecamatan Sorawolio Kelurahan Kaisabu Baru.

2. Kawasan Rawan Angin Kencang
Kawasan rawan angin kencang di Kota Baubau berada di Kecamatan
Betoambari Kelurahan Sulaa, Kecamatan Batupoaro Kelurahan Wameo dan

Kecamatan Wolio Kelurahan Wale, Kehurahan Tomba dan Kelurahan
Kadolokatapi.

3. Kawasan Rawan Tanah Longsor

Kawasan rawan tanah longsor di Kota Baubau berada di Kecamatan
Betoamnbari Kelurahan Lipu, Kecamatan Batupoaro Kelurahan Wameo dan
Kelurahan Tarafu, Kecamatan Wolio Kelurahan Bataraguru dan Kelurahan

Tomba, Kecamatan Lea-Lea Kelurahan Kolese dan Kecamatan Kokalukuna
Kelurahan Liwuto.

4. Kawasan Rawan Gelombang Tinggi

Kawasan rawan gelombang tinggi di Kota Baubau berada di Kecamatan
Batupoaro Kelurahan Wameo, Kelurahan Tarafu dan Kehirahan Bone-Bone,
Kecamatan Betocambari Kelurahan Sulaa.
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Gambar 1.1
Peta Multi Resiko Rawan Bencana Kota Baubau
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Sumber : Dokumen Review Kajian Risiko Bencana Kota Baubau Tahun 2018



1.3.6 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Elkonomi
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil- hasil
pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan kinerja perekonomian
suatu daerah. Menurut definisi, PDRB adalah nilai produk barang dan jasa yang
diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa
melihat faktor kepemilikan. Dari data PDRB dapat dilihat Tingkat pertumbuhan
dan struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi suatu wilayah biasanya
disajikan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan
pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga
konstan. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan
menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga Xkonstan
penilaiannya didasarkan pada harga satu tahun dasar tertentu.

Kategori yang memiliki kontribusi terbesar pada perekonomian Kota
Baubau yaitu sektor konstruksi dan ketegori perdagangan besar dan eceran,
reparasi motor dan mobil masing-masing tumbuh sebesar 1,61 persen dan 5,17
persen pada tahun 2023. Meskipun pertumbuhan pada kategori ini relative kecil
dibandingkan kategori jasa lainnya, tetapi kontribusi keduanya mencapai 42,45
persen atau hamper separuh perekonomian Kota Baubau.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur keberhasilan sebuah
Pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Pertumbuhan ekonomi terwujud atas berbagai proses kenaikan
kapasitas produksi yang diwujudkan ke dalam kenaikan pendapatan wilayah.
Kondisi pertumbuhan ekonomi dalam satu wilayah dipengaruhi beberapa faktor
yang menyebabkan kondisinya bisa naik, stagnan atau bahkan menurun.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain kondisi
sumberdaya manusia, sumberdaya alam, ketersedian modal, perkembangan
teknologi dan kondisi sosial politik.

Aktivitas perekonomian masyarakat Kota Baubau dapat dilihat dari
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB dihitung menggunakan
dua pendekatan, yaitu: (1) atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun
dasar 2010, dan (2) atas dasar harga berlaku (ADHB). Nilai PDRB ADHK
digunakan untuk mengukur pertumbuhan PDRB yang menggambarkan laju
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pertumbuhan ekonomi (LPE) dari tahun dasar, sedangkan nilai PDRB ADHB
digiinakan untuk melihat struktur perekonomian wilayah setiap tahunnya.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Baubau pada tahun 2023 adalah
sebesar 3,38 persen. Meskipun angka pertumbuhan ekonomi Kota Baubau
tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang mampu tumbuh diatas 6 persen,
namun hal tersebut meminjukkan adanya perbaikan kondisi perekonomian di
Kota Baubau setelah mengalami kontraksi pertumbulian pada tahun 2020
sebesar -0,81 persen. Hampir semua lapangan usaha di Kota Baubau
terkontraksi sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 pada tahun 2020.

1.4 7Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM dalam pelaksanaan Rencana Aksi
Penerapan SPM Daerah adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang
ditentukan oleh tim penerapan SPM untuk diakukan dan/atau diselesaikan,
sehingga pelayanan dasar minimal dapat dirasakan oleh masyarakat.

Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah berdasarkan pemantauan dan
evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1)
dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses
perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis
dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang dihadapi selama
pelaksanaan penerapan SPM.

Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Rencana Aksi SPM Daerah
adalah memperhatikan faltor internal dan eksternal yang berada di pada perangkat
daerah yang melaksanakan urusan pemerintzhan wajib pelayanan dasar yang
mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang
digunakan oleh tim penerapan SPM dalam merumuskan Rencana Aksi Penerapan
SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang
dapat diterapkan oleh tim penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM,
sehingga rumusan strategi Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah yang disusun
merupakan suatu rangkaian hubungan yang saling mempengaruhi.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik
dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya
tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan

pemerintahan wajib pelayanan dasar dan Tim Penerapan SPM Daerah untuk
memastikan dan mengawal bahwa ;
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. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan
Dokumen Anggaran;

. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk
pembinaan umum dan teknisnya;

. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Baubau.
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BAB II
KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kota Baubau 2024-2026 terdapat
beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut :

2.2.1 Bidang Pendidikan

Tabel 2.1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kota Baubau Tahun 2023

SPM Bidaong Pendidikan
Pendiclilean Anal Usia Dini Pendidilan Dasar Pendidilcan Kesetaraan
Usia 5 (Lima) Tahun sampai dengean 6 (Enam) Tahun Usia 7 (Tujuh) Talun sampai dengan 15 (Lima Belas) Usia 7 (Tujuh) Tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) | Pagu Anggaran Realisasi
Kota untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini Tahununtuk jenis pelayanan Dasar Pendidikan Dasar Tahun untrik jenis pelayanan Dasar Perdidikan SPM Anggaran SPM
Kesetaraan (Rp) (Rp)
Jurmilah Totel Jurnlah Orang Capaian Jumlah Total Jumlah Orang Capaian Jumiah Total Jumiah Orang Capaian
Yang Harus Terlayani @4 Yang Harus Terlayani 2] YangHarus Terlayani 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BAUBAU 6.220 Orang 5.360 Orang 86,17 % 28,637 Orang 26.817 Crang 93,64% 38.383 Orang 456 Crang 1,19% 2.920.059.355 2.887.470635

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Baubau Tahun 2023




2.2.2 Bidang Kesehatan

Tabel 2.2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kota Baubau Tahun 2023

SPM Bidang Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Ibu Pelayanan Keschatan Ibu Pelsyanan Kesehatan Bayi Pelayanan Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Pada
Harmnil Bersaln Baru Lahir Usia Pendidilcan Dasar Usia Produktif Usia Lanjut
Kota Jumlah | Jumilsh Capaian Jumlzh Jumlah Capaian | Jumlah Jumiah Capaian Jumlah Jumlzh Capaian | Jumilsh Jurnizh Capaian Jumlah Jumlah Capaisn | Jumlzh Jumish | Capaian
Total | CQrang Z] Total Orang e4 Totel Orang &4 Total Orang ©4 Total Orang &4 Total Orang (%] Total Oreng ©
Yang | Tedayari Yang | Terlayani Yang | Teflayani Yarig | Terlayari Yang | Terayani Yang | Terayani Yang | Tetlayani
Harus Harus Harus Harus Harus Harus Harus
1 2 3 4 ) 6 7 8 g9 10 11 12 13 14 15 i6 17 18 19 20 21 22
BAUBAU | 3254 2671 82% 3.106 2689 B7 % 2958 2725 92%% 14.843 6314 43% 28.637 10.321 36% 103832 | 45.884 A% 13.048 12217 94%
Orang Orang Orang Orang Orang | Orang Orang | Orang Crang Orang Orang Orang Orang Omang
SPM Bidanpg Keschatan
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Realisasi
Pagu Anggaran | Anggaran SPM
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Pelayanan Kesehatan Orang Resiko Terinfeksi Virus yang (Rp) (Rp)
Miletus Gangguan Jiwa Berat Terduga Tuberkolosis Melemahkan Daya Tahan Tubuh
Manusia/ Human Immunode ficiency.
Virus Yang Bersifat Peningkatan /
Prometif dan Pencegahan / Preventif
Jumilah Total Jumlah Capaian Jumtah Total Jumlah Capaian Jumilah Total Jumlsh Capaian Jumlah Totsl | Jumlsh | Capaian | Jumlsh Total | Jumlah Cepajan
Yeng Harus Orang 4 YangHarus Orang Yang Harus Oreng, &9 Yang Harus Orang, c4 Yang Harus Orang ¢ ]
Dilayani Texlayani Dilayari Terlayani Dilayani Teslayari Dilayemi Terlayari Dilayani Teriayemi
23 24 25 260 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
27.734 14.194 51% 2.659 2.659 100% 280 280 100% 4.442 4,442 100% 5.139 4,375 85% 4.020.382.108 | 3.747.077.080
Orang Orang Crang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Baubau Tahun 2023




2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Baubau Tahun 2023

SPM Bidang Pekerjaan Umum Pagun Anggaran SPM | Realisasi Anggaran
Kota Pemenuhan Kebutizhan Air Minum Sehari-Hari Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik (Rp) SPM
Jumiah Total Yang Jumigh Orang Capaian (%) Jumtah Total Yang Jumlah Orang Capaian (%) (Rp)
Harus Dilayani Terlayani Harus Dilayani Terlayani
1 2 3 4 5 6 7 8 g
BAUBAU 187.448 Orang 8.256 Orang 44% 187.448 Orang 6.506 Crang 35% 10.196.498.900 10.192.487.000

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Baubau Tahun 2023

2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kota Baubau Tahun 2023

SPM Bidang Perumahan Rakyat
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Fasilitasi Penyedizan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Pagu Anggaran SPM | Realisasi Anggaran
Kota Bencana Daerah Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Rp) SPM
Jumlzah Total Yang Jumlah Orang Capaian Jumlah Total Yang Jumlah Orang Capaian (Rp)
Harus Dilayani Terlayani (%4) Harus Dilayani Terlayani (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BAUBAU 172 Orang 172 Orang 100% 0 Orang O Orang 100% 52.016.480 52.016.480

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Baubau Tahun 2023




2.2.5 Bidang Ketentrarman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.5 Kondisi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

di Kota Baubau Tahun 2023
SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Pelayanan Ketentraman dan Pelayanan Informasi Rawan Pelayanan Pencegahan dan Pelayanan Penyelamatan dan Pelayanan Penyelamatan dan | Pagu Anggaran Realisasi
Ketertiban Umum Bencana Kesiapsiagaan Terhadap Evakuasi Korban Bencana Evakuasi Korban Kebakaran SPM Anggaran SPM
Kota Bencana (Kebencanaan) (Damkar) (Rp) (Rp)
Jumlah Jumlah Capaian | Jumlah Jumlah Capaian | Jumlah Jumlah Capaian | Jumlah Jumlah | Capaian | Jumlah Jumlah | Capai
Total Orang (2%) Total Orang (%) Total Orang (%) Total Orang (%) Total Orang an
Yang Terlayani Yang Terlayani Yang Terlayani Yang Terlayani Yang Terlayani | (%)
Harus Harus Harus Harus Harus
Dilayani Dilayani Dilayani Dilayani Dilayani
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 1z 13 14 15 16 17 18
BAUBAU 1.842 1.382 75,77% 10.882 10.882 100% 321 321 100% 0 Orang | O Orang 100% 15.893 14746 | 92,78 | 1.922.889.311 | 1.751.995.050
Orang Orang QOrang Orang Orang Orang Orang Orang %

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Baubau Tahurn 2023




2.2.6 Bidang Sosial

Tabel 2.6 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Kota Baubau Tahun 2023

SPM Bidang Sosial

Rehabilitasi Sosial Dasar Rehabilitasi Svaial Dasar Anak Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut | Rehabilitasj Sosial Dasar Tuna Perlindungan dan Jaminan Pagu Realisasi
Penyandang Disabilitas Terlantar Terlantar Diluar Panti Usia Terlantar Diluar Panti Sosial Khususnya Gelandangan Sosial Pada Saat Tanggap dan Anggaran Anggaran
Kota Diluar Panti dan Pengemis Dihiar Panti Paska Bencana Bagi Kerban SPM SPM
Bencana Daerah (Rp) {Rp)
Jumlah Jumlah Capaian Jumlah Jumlah Capaian Jumlah Jumlah | Capaian | Jumiah [ Jumlah | Capaian | Jumlah Jumlah | Capaian
Total Orang (%0) Total Orang (%) Total Orang (%) Total Orang (%) Total Orang (%)
Yang Terlayani Yang Terlayani Yang Terlayani Yang Terlayani Yang Terlayani
Harus Harus Harus Harus Harus
Dilayani Dilayani Dilayani Dilayani Dilayani
1 2 3 4 5 6 7 &8 g 10 11 1z 13 14 15 16 i7 18
BAUBAU 287 287 100% 275 275 100% 269 269 100% 207 207 100% 410 602 100% 542.562.999 | 498.589.579
Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Baubau Talun 2023




2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam rangka pemenuhan pencapaian penerapan SPM di Kota Baubau
ditemukan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

2.2.1 Bidang Pendidikan
Bidang Pendidikan secara wmum cukup baik. Akan tetapi dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan

dasar yang telah dilaksanakan masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi

dalam penerapan dan pencapaian SPM, yaitu sebagai berikut:

1) Belum optimalnya ketersediaan basis data sebagai dasar penghitungan dalam
penerapan dan pemenuhan SPM urusan Pendidikan terlebih untuk data
eksternal yang bersifat lintas sektoral;

2) Masihrendahnya capaian partisipasi sekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD);

3) Tenaga pendidik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) belum 10%
berkualifikasi Pendidikan S1/D4;

4) Belum optimalnya hasil assessment nasional, masih banyak indicator rendah
pada raport Pendidikan daerah.

2.2.2 Bidang Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib
pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat
berbagal permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai
berikut:

1) Keterlambatan Puskesmas dalam pengiriman laporan data ke Dinas Kesehatan;

2) Masih ada Puskesmas yang tidak melakukan penjaringan/pemeriksaan berkala;

3) pelayanan Kesehatan Balita belum optimal karena masih banyak Ibu yang tidak
membawa balitanya ke Posyandu karena kurangnya pengetahuan dan
keterbatasan waktu bagi ibu yang bekerja;

4) pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar hanya dilakukan pada saat
penjaringan yaitu pada awal tahun ajaran baru dan hanya dilakukan pada anak
kelas 1 dan kelas 6 SD ;

S) Kurangnya tenaga (SDM) di puskesmas sebagai tenaga operator dan petugas
pendataan di lapangan;

6) Belum semua programmer Penyakit Tidak Menular (PTM) Puskesmas mendapat
pelatihan PTM.



2,2,3 Bidang Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum secara umum mengalami
perkembangan ke arah yang lebih baik, mamun masih terdapat berbagai
permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1) Pelayanan Air Minum di Kota Baubau masih bergilir;
2) Minimnya pembiayaan operasional pengelolaan, pemeliharaan dan termasuk
SDM pengelola dan anggaran pelaksanaan penerapan SPM;

3) Belum terlaksananya secara maksimal proses pengumpulan pendataan, proses
evaluasi dan pembinaan dalam penerapan SPM dan sulithya menentukan
kriteria penerima layanan dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan
data yang dibutuhkan;

4) Kurangnya sumberdaya aparatur dan tenaga pengelola teknis kegiatan yang
berkompeten dan berkompetensi;

5) Minimnya sarana prasarana pada saat pengumpulan data dan minimnya sarana
dan prasarana pendukung pelaksanaan teknis baik perencanaan maupun

pengawasarn;

6) Penetapan sasaran belum berdasarkan data rill (by name by address) tetapi
masih menggunakan estimasi schingga sulit untuk melakukan perhitungan
kebutuhan;

7) Teridentifikasi jumlah jamban yang belum layak, belum memiliki tangka septik
dan berpotensi mencemari air tanah;

8) IPLT yang telah dibangun di tahun 2019 belum beroperasi optimal dalam
melakukan penyedotan;

9) Rendahnya pengetahuan warga mengenai pengelolaan air limbah domestik
sesuai standar teknis dan standar Kesehatan.

2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat secara umum mengalami
perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai
permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;

2) Belum terlaksananya proses pengumpulan dan pendataan secara maksimal;

3) Sulitnya menentukan kriteria penerima layanan dan berkoordinasi dengan pihak
yang terkait dengan data yang dibutuhkan;

4) Kurangnya sumber daya aparatur dan sarana prasarana pada saat



pengumpulan data;

5) Masih dalam tahapan pendataan guna memperoleh data BNBA dan masih
kesulitan cara perhitungan penerapan SPM dikaitkan dengan anggaran;

6) Minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan teknis baik
perencanaan maupun pengawasar.

7) Pemenuhan SPM dalam pelayanan dasar penyediaan rumah tidak layak huni
bagi Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah belum dapat
dilakukan sebab belum adanya penetapan Masyarakat yang akan dilakukan

relokasi.

2.2.5 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas secara umum mengalami

perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai

permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

¢ Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM dalam menunjang kegiatan
khususnya dibidang tanggap darurat dan penanggulangan;

2) Kurangnya SDM dilapangan dalam melaksanakan penanganan bencana dan
kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempengaruhi
terhadap kinerja PD;

3) Kurangnya kendaraan operasional patrol ketentraman dan ketertiban umum;

4) Belum optimalnya penerapan dan penegakan Perda yang telah ditetapkan;

5) Belum adanya data tentang daerah rawan bencana yang memadai; dan

6) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

¢ Kebencanaan

1) Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) perlu untuk di revisi mengingat dokumen
terakhir dibuat di tahun 2018;

2) Belum adanya kebijakan tentang penanggulangan bencana di daerah dalam
bentuk Perda dan Perkada;

3) Kurangnya fungsi koordinasi dan sinergi antara dinas/instansi terkait;
4)  Keterbatasan anggaran operasional penanggulangan bencana;

S) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

e Kebakaran

1) Sosialisasi tentang penerapan SPM bidang kebakaran masih kurang sehingga



penyusunan rencana kerja tidak mengacu pada pencapaian SPM;

Pencapaian respon time perlu ditingkatkan lagi dengan membangun posko-posko
premadam kebakaran disetiap kecamatan atau kelurahan;

Belum adanya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kebakaran;
Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait dalam penanggulangan kebakaran;

Kurangnya alokasi anggaran yang dialokasikan untuk pencegahan kebakaran,
sosialisasi, penyuluhan, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemadam
kebakaran.

2.2,6 Bidang Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial berkembang seiring waktu ke arah yang lebih

baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah
sebagai berikut:

1)
2)

3)
4)

S)
6)
7)

Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;

Belum optimalnya pengumpulan data terhadap rehabilitas sosial terutama data
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

Belum berjalannya program rehabilitasi sosial secara minimal;

Belum tersedianya peta kerawanan dan mitigasi bencana secara lengkap dan
menyeluruh;

Keterbatasan dan minimnya sumber daya manusia dalam penerapan SPM:
Minimnya sarana dan prasarana pendukung penerapan SPM; dan
Kurangnya pelaksanaan diklat dan bimtek terhadap SDM.
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NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 3 4 5
Usia Dini (PAUD) Guru PAUD
Pembangunan Sarana, Sarana Prasarana
Prasarana dan Utilitas PAUD | dan Utilitas
Penyelenggaraan Proses Peserta Didik
Belajar PAUD
Penyiapan dan tindak lanjut PAUD yang di
Evaluasi Satuan PAUD Evaluasi
Pengembangan Karir Pendidilc | Pendidik dan
dan Tenaga Kependidikan Tenaga
pada Satuan Pendidikan Kependidikan
PAUD
Pembinaan Kelembagaan dan | PAUD yang
Manajemen PAUD dilaksanakan
Pembinaan
Pengelolaan Dana BOP PAUD | PAUD yang
Mengelola BOP
Pengelolaan Penambahan Ruang Kelas Ruang Kelas
Pendidikan Baru
Dasar (SD) Pembangunan Ruang Ruang
Guru/Kepala Sekolah/TU Guru/Kepala
Sekolah/ TU
Pembangunan Ruang Unit Ruang Unit

Kesehatan Sekolah

Kesehatan Sekolah

Pembangunan Sarana,

Sarana Prasarana

Prasarana dan Utilitas dan Utilitas
Sekolah Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/

Ruang Guru/ Kepala
Sekolah/ TU

Kepala Sekolah/
TU

Rehabilitasi Sedang/Berat
Ruang Unit Kesehatan
Sekolah

Ruang Unit
Kesehatan Sekolah

Rehahilitasi Sedang/Berat
Perpustakaan Sekolah

Ruang
Perpustakaan
Sekolah
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NO PROGRAM KBEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 3 4 5
8 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana
Sarana Prasarana dan dan Utilitas
Utilitas Sekolah Sekolah
9 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
Sekolah
10 | Penyiapan dan Tindak Satuan Pendidikan
Lanjut Evaluasi Satuan Dasar
Pendidikan Dasar
11 | Pembinaan Minat, Bakat Peserta Didik
dan Kreativitas Siswa
12 | Pengembangan Karir Pendidik dan
Pendidik dan Tenaga Tenaga
Kependidikan pada Satuan ! Kependidikan
Pendidikan Sekolah
13 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Sekolah Dasar
14 | Pembangunan Laboratorium
Laboratorium Sekolah Sekolah Dasar
Dasar
Pengelolaan 1 Penambahan Ruang Kelas Ruang Kelas
Pendidikan Baru
Dasar (SMP) 2 Pembangunan Ruang Ruang
Guru/Kepala Sekolah /TU Guru/Kepala
Sekolah/ TU
3 Pembangunan Ruang Unit Ruang Unit
Kesehatan Sekolah Kesehatan Sekolah
4 Pembangunan Ruang
Laboratorium Laboratorium
5 Pembangunan Sarana, Saran Prasarana
Prasarana dan Utilitas dan Utilitas
Sekolah Sekolah
6 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
Ruang Kelas Sekolah
7 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
Laboratorium Laboratorium
8 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana
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NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 3 4 5
Sarana, Prasarana dan dan Utilitas
Utilitas Sekolah Sekolah
9 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
Sekolah
10 | Penyelenggaraan Proses Peserta Didik
Belajar dan Ujian bagi
Peserta Didik
11 | Pembinaan Minat, Bakat Peserta Didik
dan Kreativitas Siswa
12 | Pengembangan Karir Pendidik dan
Pendidik dan Tenaga Tenaga
Kependidikan pada Satuan | Kependidikan
Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama
13 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
Sekolah Menengah Pertama | Pertama
14 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU
Ruang TU
15 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala
Ruang Kepala Sekolah Sekolah
Pengelolaan 1 Pemeliharaan Rutin Sarana Sarana Prasarana
Pendidikan Non Prasarana dan Utilitas dan Utilitas Sekolah
Formal / Sekolah Non Non
Kesetaraan Formal/Kesetaraan Formal/Kesetarasn
2 Penyelengparaan Proses Peserta Didik
Belajar
Nonformal/Kesetaraan
3 Penyiapan dan Tindak Lanjut | Satuan Pendidikan
Evaluasi Satuan Pendidikan Non
di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
Formal/Kesetaraan
4 Pengembangan Karir Pendidik | Pendidik dan
dan Tenaga Kependidikan Tenaga
pada Satuan Pendidilan Nonn | Kependidikan
Formal/Kesetaraan
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NO PROGRAM KBEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 5
5 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non
Sekolah Non formal / Formal /
Kesetaraan Kesetaraan
2 Program Pengembangan Penetapan 1 Penyusunan Silabus Muatan | Dokumen
Kurikulum Kurikuhim Lokal Pendidikan Dasar
Muatan Lokal 2 Penyediaan Buku Teks Buku
Pendidikan Pelajaran Muatan Lokal
Dasar Pendidikan Dasar
3.1.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 5
1 Program Pemenuhan Penyediaan Pengelolaan Pelayanan Orang
Upaya Kesehatan Layanan Kesehatan Ibu Hamil
Perorangan dan Upaya Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Orang
Kesehatan Masyarakat untukUKM dan Kesehatan Ibu Bersalin
UKP Rujukan Pengelolaan Pelayanan Qrang
Tingkat Daerah Kesehatan Bayi Baru Lahir
Kabupaten /Kota Pengelolaan Pelayanan QOrang
Kesehatan Balita
Pengelolaan Pelayanan Orang
Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Orang
Kesehatan pada Usia
Produlktif
Pengelolaan Pelayanan Orang
Kesehatan pada Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Orang
Kesehatan Penderita
Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Orang
Kesehatan Penderita
Diabetes Miletus
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10 | Pengelolaan Pelayanan Orang
Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat
11 | Pengelolaan Pelayanan Orang
Kesehatan Orang terduga
Tuberkulosis
12 | Pengelolaan Pelayanan Orang
Kesehatan Orang dengan
Resiko Terinveksi HIV
3.1.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum
NO PROGRANM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 5
1 Program Pengelolaan dan Pengelolaan dan | 1 Peningkatan SPAM Jaringan | Liter/Detik
Pengembangan Sistem Pengembangan Perpipaan di Kawasan
Penyediaan Air Minum sistem Perkotaan
penyediaan Air 2 Perluasan SPAM Jaringan SR
Minum (SPAM] Perpipaan di Kawasan
di daerah Perkotaan
Kabupaten/Kota
2 Program Pengelclaan dan Pengelolaan dan | 1 Pembangunan /Penyediaan Rumah Tangga
Pengembangan Sistem Air | Pengembangan Sub Sistemn Pengolahan
Limbah Sistem Air Setempat
Limbah
Domestik dalam
daerah
Kabupaten/Kota
3. 1.4 SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KBEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 5
1 Program Pengembangan Pendataan 1 | Pendataan dan Verifikasi Dokumen
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Perumahan

Penyediaan dan
Rehabilitasi
Rumah Korban
Bencana atau
Relokasi
Program
Kabupaten/Kota

Penerima Rumah hagi
Korban Bencana Alam atau
Terkena Relokasi Program
Kabupaten/Kota

Pembangunan 1
dan Rehabilitasi
Rumah Korban
Bencana atau
Relokasi
Program
Kabupaten/Kota

Rehabilitasi Rumah Bagi
Korban Bencana

Rumah

3.1.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan
Pelindungan Masyarakat

NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 5
Satuan Polisi Pamong Praja
1 Program Peningkatan Penegakan Peraturan Sosialisasi Penegakan Laporan
Ketentraman dan Daerah Kab./Kota dan Peraturan Daerzh dan
Ketertiban Umum Peraturan Bupati/ Peraturan walikota
Wali Kota Pengawasan atas Laporan
Kepatuhan terhadap
pelaksanaan Peraturan
Daerah dan Peraturan
Bupati/Wali Kota
Penanganan atas Laporan
Pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan
Bupati/Wali Kota
Penanganan Gangguan Pencegahan Gangguan Kasus
Ketentraman dan Ketentraman dan
Ketertiban Umum Ketertiban Umum melalui
dalam 1 (Satu) Daerah Deteksi Dini dan Cegah
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NO

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

SATUAN

4

Dini, Pembinaan dan
Penyuluhan, Pelaksanaan
Patroli, Pengamanan, dan

Pengawalan

Penindakan atas Gangguan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Berdasarkan Perda dan
Perkada melalui Penertiban
dan Penanganan Unjuk
Rasa dan Kerusuhan
Massa

Kasus

Koordinasi
Penyelenggaraan
Ketentraman dan
Ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat
Tingkat Kabupaten /Kota

Dokumen

Pemberdayaan
Perlindungan Masyarakat
dalam rangka Ketentraman

dan Ketertiban Umum

Dokumen

Peningkatan Kapasitas
SDM Satuan Polisi
Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat
termasuk dalam
Pelaksanaan Tugas yang
Bernuansa Hak Asasi

Manusia

Orang

Kerjasama antar Lembaga
dan Kemitraan dalam
Teknik Pencegahan dan
Penanganan Gangguan
Trantibum

Dokumen

Pengadaan dan

Unit
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NO

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

SATUAN

4

Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Ketentraman
dan Ketertiban Umum
(Pengadaan dan
Rehabilitasi Pos
Jaga/Ronda dan Mobilisasi
Perlindungan Masyarakat)

Penyusunan SOP
Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat

Dokumen

Penyediaan Layanan dalam
rangka Dampak Penegakan
PERDA dan PERKADA

Laporan

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

1

Program Pencegahan
Penanggulangan,
Penyelamatan
Kebakaran &
Penyelamatan Non
Kebakaran

Pencegahan dan
Pengendalian
kebakaran dalam
Daerah
Kabupaten/Kota

Pemadaman dan
Pengendalian Kebakaran
dalam Daerah kabupaten/
kota

Laporan

Penyelamatan dan evakuasi
korban kebakaran dan non
kebakaran

Laporan

Pengadaan Sarana dan
prasarana pencegahan,
penanggulangan kebakaran
dan alat pelindung diri

Unit

Pembinaan Aparatur
Pemadam Kebakaran

Orang

Inspeksi Peralatan
Proteksi Kebakaran

Pendataan Sarana
Prasarana Proteksi
Kebakaran

Dokumen

Pemberdayaan
Masyarakat dalam
Pencegahan
Kebakaran

Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran
Melalui Sosialisasi dan
Edukasi Masyarakat

Orang

Pembentukan dan

Kelurahan
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NO

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

SATUAN

4

Pembinaan Relawan
Pemadam Kebakaran

Penyelenggaraan
Operasi Pencarian dan
Pertolongan Terhadap
Kondisi
Membahayakan

Manusia

Pembinaan Aparatur
Pencarian dan Pertolongan
Terhadap Kondisi
Membahayakan

Manusia /Penyelamatan
dan Evekuasi

Laporan

Penanggulangan Bencana Daerah

1

Program
Penanggulangan

Bencana

Pelayanan Informasi
Rawan Bencana
Kabupaten/Kota

Penyusunan Kajian Risiko
Bencana Kabupaten/Kota

Dolkumen

Sosialisasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi
(KIE) Rawan Bencana,
Kabupaten/Kota [Per Jenis
Bencana)

Orang

Pelayanan Pencegahan
dan Kesiapsiagaan

Terhadap Bencana

Penyusunan Rencana
Penanggulangan Bencana
Kabupaten [ Kota

Dokumen

Pelatihan Pencegahan dan
Mitigasi Bencana
Kabupaten / Kota

Orang

Pengendalian Operasi dan
Penyediaan Sarana
Prasarana Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana
Kabupaten/Kota

Dokumen

Penyediaan Peralatan
Perlindungan dan
Kesiapsiagaan Terhadap

Bencana

Unit

Penanganan Pasca

Bencana Kabupaten / Kota

Dokumen

Pengembangan Kapasitas
Tim Reaksi Cepat (TRC)

Orang
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NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 5
Bencana Kabupaten / Kota
Pentaan Sistem Dasar Penguatan Kelembagaan Dokumen
Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota
Bencana
3.1.6 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 5
1 Program Pemberdayaan Pengembangan Peningkatan Kemampuan Orang
Sosial Potensi Sumber Potensi Sumber Tenaga
Kesejahteraan Kesgjahteraan Sosial
Sosial Daerah Kecamatan Kewengangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Orang
Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial
Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
Peningkatan  Kemampuan | Orang
Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial
kelembagaan masyarakat
Kewenangan Kota
2 Program Rehabilitasi Rehabilitasi Penyediaan Permakanan Orang
Sosial Sosial Dasar Penyediaan Alat Bantu Crang
Penyandang Pemberian Bimbingan Sosial | Orang
Disabilitas Kepada Keluarga
Terlantar, Anak Penyandang Disabilitas
Terlantar, Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Lanjut Usia Terlantar Serta
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan
Gelandangan Masyarakat
Pengemis di Pemberian Layanan Rujukan | Orang
Luar Panti Penyediaan Permakanan Orang

40




NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
I 2 3 4 5
Sosial Pemberian Pelayanan Orang
Rehabilitasi Penelusuran Keluarga
Sosial Pemberian Bimbingan Sosial | Kali
Penyandang Kepada Keluarga
Masalah Penyandang Masalah
Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban
Lainnya Bukan HIV/AIDS dan NAPZA
Korban
HIV/AIDS dan
NAPZA di Luar
Panti Sosial
3 Program Perlindungan dan | Pengelolaan Pendataan Fakir Miskin Orang
Jaminan Sosial Data Fakir Eﬁﬁiﬂte fjalg;at:
Miskin Cakupan Pengelolaan Data Fakir Qrang
Daerah Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Fasilitasi Bantuan Sosial Orang
Kesejahteraan Keluarga
Fasilitasi Bantuan Qrang
Pengembangan Ekonomi
Masyarakat
4 Program Penanganan Perlindungan Penyediaan Makanan Orang
Bencana Sosial Korban Penyediaan Sandang Orang
Bencana Alam
dan Sosial
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Koordinasi, Sosialisasi dan Orang
Pemberdayaan Pelaksanaan Taruna Siaga
Masyarakat Bencana
terhadap
Kesiapsiagaan
Bencana
Kabupaten /Kota
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3.2 Rencana Aksi Penérapan SPM

Tabel 3.1
‘Renaksi Penerapan SPM Urusan Pendidikan Kota Baubau Tahun 2024-2026
Penerima Pencapaian SPM [2024)
Layanan
Indikator Kinerja / Jenls D Sumber Instansi
No Layanan SPM Satuan Tah Penerima Realisasi Mutu Realizasi Anggaran Inisiasi Pendanaan Pelaksana
20 ;;‘ Layanan Dasar Layanan Dasar
Pendidikmn Anak Usla DINAS
1 | oo orang 5360 APBD & APEN PENDIDIKAN
1 | Angka partisipasi sekolah % 5360 5414 5414 6,160,284,500 APED & APBN PEI'?!I)TI;\II‘S(AN
2 | Angka partisipasi murni % APBD & APBN PEND[I)?[J;\IEAN
Peningkatan proporsi DINAS
jumlah satuan PAUD yang
3 | Tendapatkan minimal % 72 7272 72.72 448,655,000 APED & APBN PENDIDIKAN
akreditasi B
Proporsi guru PAUD DINAS
4 | dengan kualifikasi Sagjana % 72,98 7371 737 1,144,272,000 APBD & APBN PENDIDIKAN
{51)/ Diploma empat (B-1V)
Rasio pengawas sckolah DINAS
5 | yatuk PAUD % 5 5,05 5.05 APBD & APBN PENDIDIKAN
Kecukupan formasi guru DINAS
6 | Xeo % 67,05 67.72 67.72 APBD & APEN PENDIDIKAN
. DINAS
7 Indeks distribusi guru % 100 101.00 101.00 APBD & APBN PENDIDIKAN
8 | Proporsi PTK bersertifikat 38,97 39.36 39.36 APBD & APBN PE,?,;,’]DM ,‘KAS N
9 | Proporsi PTK penggerak® 4 4.04 4.04 APBD & APBN PENDEIJI;I[‘;\IEAN
2 | Pendidikan Dasar 26817 APBD & APBN DINAS
en orang e PENDIDIKAN
sD orang 18622 ] APEDSAPEN | peNpipikan
1 | Angka partisipasi kasar % 97,02 97.99 11,378,210,000 APBED & APBN PENDS';:?'&AN
2 | Angka partisipasi sekolah % 97,26 98.23 14,378,210,000 APBD & APBN PENIRAN
—— - DINAS
3 | Kemampuan literasi Nilai 56,24 56.80 654,410,800 APBD & APBN PENDIDIKAN
X ) DINAS
4 | Kemampuan numerasi Nilai 40,17 40.57 654,410,800 APBD & APBN PENDIDIKAN
o . DINAS
5 | Perbedaan skor literasi Nili 8,26 8.34 APBD & APBN PENDIDIKAN
DINAS
6 | Perbedaan skor numerasi Nilai 16,56 16.73 APED & APBN PENDIDIKAN
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Penerima, Pencapaian SPM (2024
o | Todimtor Kiowef donls | guan | Dusat | poncrima st o , it | b | e
1;(:]"2“; Layanen Dasar Realisasi Layanan Dasar

7 | Indeks iklim keamanan Nilai 66,45 67.11 67.11 5,459,426,333 APBDEAPBN | pamias
8 | Indeks iklim kebhinekaan % 88,79 69,48 59.48 5,459,428,333 APBDEAPBN | LS
q Indeks iklim inklusivitas % 55,01 55.56 55.56 5,459,426,333 APBD & APBN PENDDI?‘DlAlﬁAN
10 | Keculeipan formasi gueu % 2.5 - 273 APBDEAPBN | e RAN
11 | Indeks distribusi guru % 0,41 0.41 0.41 APBD & APBN psﬁéﬁﬁm
12 | Proporsi PTK bersertifikat 39,84 40.24 40.24 APBD & APBN PEh?I:lllquﬁAN
13 | Proporsi PTK penggerak* : 9 9.00 92.00 APBD & APBN PENDgqu;ﬁAN
sSMP 8195 8277 8360 APBD & APBN PEND[IJT[‘;}EAN
1 | Angka partisipasi kasar % 101,18 : 102.19 102.19 20,580,349,972 APBD & APBN PENDI;II\’E‘)AIﬁAN
2 | Angka partisipasi sekolah % 86,34 87.20 87.20 20,580,349,972 APBDBAPBN | pENDIIRAN
3 | Kemampuan literasi Wilai 52,18 52.70 52.70 1,130,493,800 APBDEAPBN | meNDIRAN
4 | Kemampuan numerasi Nilai 31,84 32.16 32.16 1,130,493,800 APBDGAPEN | peiiis
5 | Perbedaan skor literasi Nilai 10,08 10.18 10.18 APBD & APBN PE[?&?IDﬁEAN
6 | Perbedaan skor numerasi Nilai 2,00 214 2.11 APBD & APBN PEh?SmEAN
7 | Indeks iklim keamanan Nitei 64,38 65.02 65.02 136,645,000 AFBD & APBN PENDE’IIIQE;‘IIS(AN
8 | Indeks iklim kebhinekaan Nitai 63,4 64.03 64.03 136,545,000 APBD & APBN PENDIBIKAN
9 | Indeks iklim inklusivitas Nitai 54,0 55.45 55.45 136,545,000 APBD&APEN | oo lliaS
1o | Keculaupan formas! guru " 17,5 17.68 17.68 APBDEAPBN | peiriios,
11 | Indeks distribusi guru % 0,39 0.39 0.39 APBD & APBN FENDL;?IS}EAN
12 | Proporsi PTK bersertifikat % 58,52 59.11 59.11 APBD & APBN th?é?I[}:\lme
13 | Proporsi PTK penggerak® % 8 8.08 8.08 APBD & APBN Pep%?;\lﬁm

.

43



Penerima Pencapalan SPM (2024)
Indikator Kinerja / Jenis . Sumber Instansi
No Layanan SPM A Inisiasi Pendanaan Pelaksana
DINAS
3 | Pendidilmn Kesetaraan APBD & APBN PENDIDIKAN
— DINAS
1 | Angka partisipasi kasar APBD & APEN PENDIDIKAN
— DINAS
2 | Angka partisipasi sekolah 2,563,500,000 APBD & APBN PENDIDIKAN
— DINAS
3 | Kemampuan literasi APBD & APBN PENDIDIKAN
4 | Kemampuan numerasi APBD & APBN PE[VIID[!'PTI;;&AN
—— DINAS
5 | Perbedaan skor literasi APBDBAPBN | peNDIDIKAN
i . DINAS
6 | Perbedaan skor numerasi APBD & APBN PENDIDIKAN
- DINAS
7 | Indeks iklim keamanan APBD & APBN PENDIDIKAN
- - DINAS
8 | Indeks iklim kebhinekaan APBD & APEN PENDIDIKAN
—— DINAS
9 | Indeks iklim inklusivitas APEBD & APBN PENDIDIKAN
Kecukupan formasi guru DINAS
10 | koo APBD & APBN PENDIDIKAN
——— DINAS
11 | Indeks distribusi guru AFED & APBN PENDIDIKAN
: : DINAS
12 | Proporsi PTK bersertifikat APBD & APBN PENDIDIKAN
- . DINAS
13 | Proporsi PTK penggerak APBD & APBN PENDIDIKAN
P s (2025) Pencapaian SPM (2026)
tor Somber Inatansd P ima Muta lﬁi e ” .
No Kinexja / Jenis Satuan Penerima Mutn Pendana Tal Realisaal Reoalisasl Anggara Fend Pelak
Layonnn BFM Loyanan Realisasl Layanan Realisasi Anggaran an ? h[:uu L;Ihsar :
Dasax Dasar
AFBD & DINAS
Pendidikan APBD & DINAS 8522 ss77
1 | Apak Usia Diai orang 5468 5523 APBN PENDIDIKAN APEN PENDIDIKAN
i ' APBD & DINAS
L s | o | 02193 s | one w2 | s | ooz ER
sekolah
e APBD & DINAS
2 | partsipast % AR | penpiaan - APBN PENDIDIKAN
murni
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Pencapalon SPD (2026)

Pencapalan SPM-(2025)
Indikator Sumber Inisi Sumber Instansi
Instansi Penerima Muta
No Kinerja / Jenis Satoan Peperima Mutn Pendana, Pelal Reali asi Pendacaan Pelaksana
Layanan SPM Layanan Realisasi Layanan Realisasd Anpgaran an Lnn! 1 hmmn Realisasi Anggaran
Dasar Dasar
Peningkatan
proporsi jumlah APBD & DINAS
satuai . ' 457,672,966
3 | yang % 73.44 7344 | asadv550 APBDE | erDRAN 74.16 74.18 APBN PENDIDIKAN
mendapatkan
minimal
akreditasi B
Proporsi guru
PAUD dengan AFBD & DINAS
kualifilast APBD & DINAS 75.17 7517
4 Serjana % 74.44 7444 1.152.('.;’14.7 APBN PENDIDIKAN 1,167,271,867 APEN PENDIDIKAN
(S1)/Diploma
empat {D-IV}
Rasio pengawas APBD & DINAS
5 | sckolah untuk % 510 510 i e 818 518 APBN | PENDIDIKAN
PAUD
Kecukupan a9 APBD & DINAS
6 | formasiguru % £8.38 68,39 APERE | penomean 63.08 69.06 APBN PENDIDIKAN
ASN
APBD & DINAS
Indeks distribusi APBD & DINAS 103.00 103.00
7 guru % 102.00 102.00 APBN PENDIDIKAN APBN PENDIDIKAN
APBD & DINAS
Proporsi PTK APBD & DINAS 40.14 40,14
8 bersertifikat % 39.75 39.75 APBN PENDIDIKAN AFBN PENDIDIKAN
APBD & DINAS
Proporsi PTK APBD & DINAS 4.12 412
9 penggerak® % 408 4.08 APBN PENDIDIKAN APBN PENDIDIKAN
AFBD & DINAS
Pendidiktan APBD & DINAS
2 D arang APBN PENDIDIKAN APEN FENDIDIKAN
APBD & DINAS
APBD & DINAS
&0 orang APBN PENDIDIKAN APBN PENDIDIKAN
APBD & DINAS
Angka APBD & DINAS 11
1 portisipasi kasar % 1 1,4?(}6992, APBN PENDIDIKAN 606,912,021 APBN PENDIDIKAN
Angka APBD & DINAS
2 | partisipast % 11,491,092, '}A';E";?q& PENDS’;‘% 11,606,012,021 ‘APBN PENDIDIKAN
sekalah 100
APBD & DINAS
Kemampuan - APBD & DINAS 3 E
31 nerasi Milat 60,954,908 APBN | PENDIDIKAN 667,564,457 APBN FENDIDIKAN
APBD & DINAS
Kemampuan . AFBD & DINAS
4 | numerasi it 850,954,908 APEN | PENDIDIKAN 667,564,457 APBN PENDIDIKAN
APBD & DINAS
Perbedaan skor . APBD & DINAS
5 literasi MNital APBN PENDIDIKAN APBN PENDIDIKAN
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Pencapainn SPM (2025)

Pencupalan SPM (2026)

Indikator Sumber Somber Instansi
Instansl Penerima Mutn
No Kinerja / Jenis Satuan Penerima Mutn Pendana Tok Pend Pelak:
Layanan SPM Layanan Realisasi Layanan Realisasi Anggaran an I.ans:n;n Realisasi Layanan Renlisasi Anggaran
Dasur Dasar
AFPBD & DINAS
Perbedaan skor . APBD & DINAS 17.06 17,06
6 | jamerast Niloi 16.89 16.89 i PENDIDIKAN - APBN PENDICHKAN
A i ' APBD & DINAS
Indeks iklim . APBD & DINAS 68.44 6844
7 | e on Nilert 67.78 67.78 5,51‘;6?20,5 APEN PENDIDIKAN 5,569,160,802 APBN PENDIDIKAN
o APBD & DINAS
Indeks iklim APBD & DINAS 70.85 70.85
8 | pebminelasn % 7017 70.17 5,51:;13)20.5 APBN PENDIDIKAN 5,569,160,802 APBN PENDIDIKAN
APRD & DINAS
Indeks iklim APBD & DINAS 56.66
9 | inidusivitas % 56.11 56.11 5,5149.‘?20,5 APaN PENDIDIKAN 5,569,160,802 APBN PENDIDIKAN
Kecukupan APBD & DINAS
APBD & DINAS 2318 2318
10 ?;;mi gury % 2285 2295 APBN PENDIDIKAN APBN PENDIDIKAN
] R APBD & DINAS
Indeks distribusi APBD & DINAS 0.42 042
1| % 0.42 0.42 APEN PENDIDIKAN APBN PENDIDIKAN
) APED & DINAS
Praporsi PTK APED & DINAS 41.04 41.04
12 | e kat % 4064 4064 APEN PENDIDIKAN APEN PENDIDIKAN
APED & DINAS
Proporsi PTK APBD & DINAS 2.27 927
13 | egerakt % 9.18 918 APEN PENDIDIKAN APBEN PENDIDIKAN
] APED & DINAS
APED & DINAS 8441 8525
SMP PN PENDIDIKAN i APBN PENDIDIKAN
T, APED& DINAS
Angka APBD & DINAS 20,994,015,006
1 feipasi 1 20,748?2,153, APBN PENDIDIKAN APBN PENDIDIKAN
Angka, APBD & DINAS
2 | partisipast 20,766,153, gty e N 83.83 5a.93 20.994,015,008 APBN PENDIDIKAN
sekolah 472
APBD & DINAS
Kemampuan APBD & DINAS 53.75 53.75 1,153,216,725
3 | titerasi 11417587 APBN. | PENDIDIKAN APBN PENDIDIKAN
AFED & DINAS
Kemampuan APBD & DINAS 32,80 32.80 1,153,216,7256
4 | e rerast 1,145,595,7 APEN PENDIDIKAN APBN PENDIDIKAN
5 | Pexbedaan skor APBD & DINAS 10.38 1038 A;:?;N& PEB?[I)T[?I?QQN
literasi APBM PENDIDIKAN :
6 | Perbedaan skor APBD & DINAS 215 215 A:PB:N& PEI\?ISTS?(AN
numerasi APBN PENDIDIKAN
| tnceke i APBD & DINAS 6631 66,31 139,269,555 ‘“:fSN& PEI‘?I;TDAISKAN
keamanan 137,910,450 APBN PENDIDIKAN
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FPencapalan SPH [2025) Pencapaian SPBI (20226)
Indikator Sumber Inisi Sumber Imstansi
Instansi Penerima Muta
No Kinerja [ Jenis Satuan Penerima Mnta Inisiasi Pendana asi Pendansan Pelaksana
Layanan SPM Layanan Realizasl Layanan Realisasi Anggaran an Pelaksana Lat.’yman Realisasi Laganan Realisesi Anggaren
Dasar Dasar asar
Keculkupan APBD & DINAS
i APBD & DINAS
10 | formasiguru % APBN PENDIDIKAN
ASN APBN PENDIDIKAN
APBD & DINAS
Indeks distribusi APBD & DINAS
| e * APBN | PENDIDIKAN APBN PENDIDIKAN
AFBD & DINAS
Proporsi PTK APBD & DINAS
1 bersertifikat # APBN PENDIDIKAN APBN PENDIDIKAN
. AFBD & DINAS
Proporsi PTK APBD & DINAS
13 | henggeraks % areN. | PENDIDIKAN APEN PENDIDIKAN
Tabel 3.2
Renaksi Penerapan SPM Urusan Kesehatan Kota Baubau Tahun 2024-2026
1;;“"‘“ Pencapalan SPM {2024)
Indikator Kinerja / ¢ Y Sumber
No Jenis Layanan SPM Sa Tahun Penerima Realisasi Mutu Re " An Inisiasi Pendanaan Instansi Pelaksana
2023 Layanan Dasar Layanan Dasar gEar
Pelayanan kesehatan Ibu )
! | hamil Orang 2671 3303 2208 I 376,428,000 APBD DINAS KESEHATAN
1 Vaksin Tetanus Difteri (Td) Vaksin 1382 ] 3303 2208 APBN DINAS KESEHATAN
Tablet tambah darah
2 (180 tablet x jumtah ibu Tablet 2671 594540 397440 APBN DINAS KESEHATAN
hamil)
Alat deteksi resiko Iby Hamil
3 | ': Test kehamilan Paket 17 53 53 APEN DINAS KESEHATAN
Alat deteksi resiko Ibu Hamil
4 | . pemeriksaan HB Paket 17 107 107 APBN DINAS KESEHATAN
Alat deteksi resiko Ibu Hamil
5 : Pemeriksaan Golongan Paket 17 7 27 APBN DINAS KESEHATAN
Darah
Alat deteksi resiko Ibu Hamil
: Pemeriksaan Glukoprotein
3] Urin Paket 17 435 33 APBN DINAS KESEHATAN
(proyeksi pengadaan 15%
dari jumlah ibu hamil)
Alat deteksi resiko Jbu Hamil
7 | : Hepatitis B Paket 17 53 53 APBN DINAS KESEHATAN
8 A‘l‘;:‘ :.;Isetek& resiko Ibu Hamil Paket 17 107 107 APBN DINAS KESEHATAN
o | Aa\feteksiteskolbubiaml | pojet 17 107 107 APBN DINAS KESEHATAN
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No

Indikator Kinerja /
Jenis Layanan SPM

Penerima
Layanan

Tahun
2023

Pencapalan SFM (2024)

10

Kartu ibu/rekam medis ibu

Paket

2671

i1

Buku kesehatan lbu dan
Anak (KIA)

Buku

2671

12

Media KIE

Paket

17

13

Gel USG

{untuk Puskesmas yang
memitiki alat USG) (proyeksi
pengadaan 1/15 dari jumiah
ibu hamil)

Botol

14

Tenaga medis -
Dokter/dokter spesialis
obstetri dan ginekologi;
{angka ideal : dengan rasio
1:2500 penduduk untuk
dokter umum dan rasio
1:16000 untuk dokter
spesialis kebidanan)”

Qrang

41

15

Tenaga kesehatan : Perawat

Qrang

181

16

Tenaga kesehatan : Bidan
(angka ideal : dengan rasio
1:1000 penduduk)

Orang

160

17

Tenaga kesehatan : Tenaga
Kefarmasian

Orang

58

18

Tenaga kesehatan : Tenaga
Gizi

Orang

51

19

Kunjungan 6 kali ibu hamil
selama periode kehamilan
(K6)

(Satu kali pada trimester
pertama, Dua kali pada
trimester kedua, Tiga kali
pada trimester ketiga)

Orang

Mutu
Layunan Dasar

Realisasi

Sumber
Pendanaan

Instansi Pelalisana

3303

2208

APBN

DINAS KESEHATAN

2641

221,700,000

APBD

DINAS KESEHATAN

34

34

APBN

DINAS KESEHATAN

178

178

APBN

DINAS KESEHATAN

41

1

AFPBN

DINAS KESEHATAN

181

181

APBN

DINAS KESEHATAN

160

160

APEN

DINAS KESEHATAN

58

58

APBN

DINAS KESEHATAN

51

51

APBN

DINAS KESEHATAN

3303

2170

12,814,000

APBN

DINAS KESEHATAN

Pelayanan Kesehatan [bu
Bersalin

Orang

2689

Formulir partograf

Formulir

2689

Kartu ibu (rekam medis)

Paket

2689

Buku Kesehatan [bu dan
Anak (KIA)

(Terintegrasi dengan ibu
hamil, sesuai kebutuhan bifa
belum dapat pada masa
kehamilan)

Buku

2689

Media KIE

Paket

17

Tenaga medis :
Dokter/dokter spesialis
obstetri dan ginekologt
(angka ideal : dengan rasio
1:250Q penduduk untuk

Orang

4

3203

2145

71,484,000

APBD

DINAS KESEHATAN

APBN

DINAS KESEHATAN

3293

2145

APBN

DINAS KESEHATAN

2641

2641

APBD

DINAS KESEHATAN

34

APBN

DINAS KESEHATAN

#

M

APEN

DINAS KESEHATAN
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Penerima

Pencapaian BFM (2024)

Layanan
Indikator Kinerja / Sumber
No Jenis Layanan SFM Satuan Dasarl Penerima Realisasi Mutu Realisasi An Inisiasi Pendanaan Instansi Pelaksana
20 ;; Layanan Dasar Layanan Dasar e
dokter umum dan rasio
1:16000 unfuk dokter
spesialis kebidanan)
Tenaga kesehatan : Bidan
6 {angka ideal ; dengan rasio Orang 181 160 160 APBN DINAS KESEHATAN
1:1000 penduduk)
Tenaga kesehatan ; Perawat
7 {angka ideal : dengan rasio Qrang 160 181 181 APBN DINAS KESEHATAN
1:885 penduduk)
Tenaga kesehatan : Tenaga
8 Kefarmasian Orang 58 58 58 APBN DINAS KESEHATAN
g | fenagakesehatan :Tenoda | grang 51 51 51 APBN DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan Bayi
3 Baru Lahir Orang 2725 130,327,000 APBD DINAS KESEHATAN
Vaksin hepatitis B dosis .
1 tunggal (prefilled syringe) Vaksin 2725 APBN DINAS KESEHATAN
2 | Vitamin K1 injeksi Ampul 2725 APBN DINAS KESEHATAN
3 Salep/ietes mata antibiotik Orang 2725 APBN DINAS KESEHATAN
4 Formulir bayi baru lahir Formufir 2725 APBN DINAS KESEHATAN
Buku Kesehatan Ibu dan
5 Anak (KIA) Buku 2725 221,700,000 } APBN DINAS KESEHATAN
Media Promosi Komunikasi
6 Informasi dan Edukasi (KIE) Paket 17 APBN DINAS KESEHATAN
Tenaga medis ;
7 Dokter/Dokter Spesialis Orang 82 APBN DINAS KESEHATAN
Anak
8 Tenaga kesehatan : Bidan Orang 160 APBN DINAS KESEHATAN
9 Tenaga kesehatan : Perawat Qrang 181 APBN DINAS KESEHATAN
Tenaga kesehatan : Tenaga
10 Kefarmasian Orang 58 APBN DINAS KESEHATAN
Tenaga kesehatan : Tenaga
11 | Promosi Kesehatan dan fimu Orang 17 APBN DINAS KESEHATAN
Perilaku
12 | [oragakesehatan:Tenaga | grang 51 APBN DINAS KESEHATAN
13 | Kader Kesehatan Orang 185 APBN DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan
4 Balita Orang 6314 16212 10362 35,223,900 APBD DINAS KESEHATAN
Kuisioner Pra Skrining
Perkembangan (KPSP) atau
1 instrumen standar lain yang Dokumen 6314 16212 10362 APBN DINAS KESEHATAN

berlaku
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Penerima

Pencapalan BPM (2024)

Layanan
No ‘Il.lndﬂmtor Kinerja / Satunn - Inisiasi Sumber Instansi Pelaksana
enis Layanan SPHM Mutu Pendanaan
Tahun Realisasl Anggaran
Layanan Dasar
2023
Formullir Deteksi Dini
2 Tumbuh Kembang Anak Formulir 8314 16212 10362 APBN DINAS KESEHATAN
{DDTK)
Buku Kartu Ibu dan Anak
3 (KIA) Orang 68314 16212 10362 221,700,000 - APBD DINAS KESEHATAN
4 Vitamin A Biru Kapsu/ 2080 2101 2101 APBN DINAS KESEHATAN
5 Vitamin A Merah Kapsul 15878 16212 16037 APBN DINAS KESEHATAN
& E‘{éés'“ imunisasi dasar. Vaksin 6314 6377 6377 AFBN DINAS KESEHATAN
ggﬁg‘?g{;‘;"isaﬁ dasar: Vaksin 6314 14843 10362 APBN DINAS KESEHATAN
8 Vaksin imunisasi dasar. IPV Vaksin 6314 14843 10362 APBN DINAS KESEHATAN
Vaksin munisasi dasar: OFT | vaksin 6314 14843 10362 APBN DINAS KESEHATAN
Vaksin imunisasi dasar. .,
10 Campak - Rubella Vaksin 6314 14843 10362 APEN DINAS KESEHATAN
Vaksin imunisasi lanjutan : .
11 DPT -HE -Hib Vaksin 6314 14843 10362 APBN DINAS KESEHATAN
Vaksin imunisasi lanjutan : .
12 Campak - Rubella Vaksin 6314 14843 10362 APBN DINAS KESEHATAN
Jarum suntik dan Bahan N
13 Habis Pakai (BHP) Unit 6314 14843 10362 APBN DINAS KESEHATAN
4 Peralatan Anafilaktik Pake! 17 17 17 AP DINAS KESEHATAN
15 Formula Terapi Gizi Buruk Paket 17 17 17 APB DINAS KESEHATAN
16 | Tenaga medis : Dokter Orang 79 79 79 APBEN DINAS KESEHATAN
17 | Tenaga kesehatan : Bidan QOrang 160 160 160 APBN DINAS KESEHATAN
18 | Tenaga kesehatan : Perawat Orang 181 181 181 APBN DINAS KESEHATAN
19 | renagakesehatan :Tenaga | opng 51 51 51 APBN DINAS KESEHATAN
20 Guru PAUD Orang 384 384 384 APBN DINAS KESEHATAN
21 Kader Kesehatan Orang 165 165 165 APBN DINAS KESEHATAN
Pelayanan kesehatan pada
5 usia pendidikan dasar Orang 10321 1,235,470,000 APBD DINAS KESEHATAN
Form pencatatan/Buku
1| raport kesehatanku Buky 10321 APBN DINAS KESEHATAN
Form pencatatarvBuku
2 pemantavan kesehatan Buku 10321 APBN DINAS KESEHATAN
Kuesioner skrining
3 Kkesehatan Dokumen 10321 APBN DINAS KESEHATAN
Formulir rekapitulasi hasil
pelayanan kesehatan usia ;
4 sekalah dan remaja di dalam Fommulir 204 APBN DINAS KESEHATAN
sekolah
Formulir rekapitulasi hasil
5 | Pelayanan kesehatan usia Formulir 204 APBN DINAS KESEHATAN

sekolah dan remaja di fuar
sekolah
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Penerima

Pencapaian SPM {2024)

Layanan
Indikator Kinerja / Sumber
No Jenis Layanaz SPM Satuan 'Il:.:a.:ar Penerima Realisasi Mutu Re An Inisiasi Pendanaan Instansi Pelaksana
202“: Layanan Dasar Layanan Dasar e
Tablet Tambah Darah pada
remaja putri kelas 7-8 dan
B usia 12-17 tahun diluar Tablet 4883 9733 9733 APBN DINAS KESEHATAN
sekolah
Alat Pemeriksaan Hb Alat 17 34 34 APBN DINAS KESEHATAN
sff’tfi’ b sasaran remaja Strip 4418 4460 4460 APBN DINAS KESEHATAN
Media promosi kesehatan Pathet 17 34 34 APBN DINAS KESEHATAN
Vaksin Campak Rubsla, DT,
Td untuk pelaksanaan Bulan .
10 Imunisasi Anak Sekolah Vaksin 3157 28637 17447 APBN DINAS KESEHATAN
(BIAS)
Tenaga medis:
i Dokter/Dokler gigi Orang 89 89 a9 APBN DINAS KESEHATAN
12 | Tenaga kesehatan ; Bidan Orang 160 160 160 APBN DINAS KESEHATAN
13 Tenaga kesehatan : Perawat Qrang 181 181 181 APBN DINAS KESEHATAN
14 | foenagakesehatan :Tenage | grang 51 51 51 APBN DINAS KESEHATAN
Tenaga kesehatan ; Tenaga
15 Kefarmasian Orang 58 58 58 APBN DINAS KESEHATAN
Tenaga kesehatan : Tenaga
16 Kesehatan Masyarakat Orang 171 171 171 APBN DINAS KESEHATAN
Tenaga non kesehatan
17 | terfatih atau mempunyai Crang 0 0 0 APBN DINAS KESEHATAN
kualifikasi tertentu : Guru
Tenaga non kesehatan
terlatih atau Mempunyai
18 | Kualifikasi tertentu ; Kader Orang 165 165 165 APBN DINAS KESEHATAN
Kesehatan/dokter kecil/ peer
conselo
Pelayanan Kesehatan Pada "" ) mTTTTT
6 Usia Produktif Qrang 45884 106673 _—_“_ __!‘ I T X 13,592,000 APBD DINAS KESEHATAN
Pedoman dan media ‘
1 Komunikasi, Informas, Pedoman 17 34 34 APBN DINAS KESEHATAN
Edukasi (KIE)
2 Alat : Alat ukur berat badan Unit 17 34 34 APBN DINAS KESEHATAN
3 Alat : Alat ukur tinggi badan Unit 17 17 17 APBN DINAS KESEHATAN
4 Alat - Alat ukur lingkar perut Unit 17 34 34 APBN DINAS KESEHATAN
5 Alat : Tensimeter Unit 17 34 34 APBN DINAS KESEHATAN
[ Alat ; Glukometer Ynit 17 17 17 APBN DINAS KESEHATAN
Alat: Alat Ukur Lingkar .
7 Lengan Atas (LILA) Unit 17 17 17 APBN DINAS KESEHATAN
8 Alat: Alat Pemeriksa Hb Unit 17 17 17 APBN DINAS KESEHATAN
9 Reagen pemeriksaan Hb Unit 17 17 17 APBN DINAS KESEHATAN
10 | Kit Opthaimologi Komunitas Lnit 17 17 17 APBN DINAS KESEHATAN
Kuesioner PUMA (Deteksi
11 dini PPOIK) Dokumen 0 [i] 0 APBN DINAS KESEHATAN
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Penerima
Layanan

Pencapaian SPM (2024)

Sumber

Indikator Kinetja /
No Satuan Dasar Inisiasi Instansi Pelaksana
Jenis Layanan SPM Penerima Mutu Pendanaan
';a:;; Layanan Dasar Realisasi Layanan Dasar Realisasi Anggaran
12 | Alat Pelayanan KB Unit APBN DINAS KESEHATAN
a. Set Pemasangan dan
Pencabutan Alat Kontrasepsi Unit 17 17 17 APBN DINAS KESEHATAN
Dalam Rahim (AKDR)
b. Set Pemasangan dan .
Pencabutan Implan Unit 17 17 17 APBN DINAS KESEHATAN
¢. Vasectomi Set Unit 0 1 1 APBN DINAS KESEHATAN
13 | Alat: Tes strip gula darah Unit 17 17 17 APBN DINAS KESEHATAN
14 | Alat: Lancet Unit 17 17 17 APBN DiNAS KESEHATAN
15 [ Alat: Kapas alkehol Unit 17 17 17 APBN DINAS KESEHATAN
16 Alat: KIT IVA Tes Unit 17 17 17 APBN DINAS KESEHATAN
Set Pemasangan dan P
17 Pencabutan AKDR Unit 17 17 17 APBN DINAS KESEHATAN
Set Pemasangan dan .
18 Pencabutan Implan Unit 17 17 17 APBN DINAS KESEHATAN
Formulir pencatatan dan
pelaporan apiikasi Sistemn
19 Informasi Penyakit Tidak Dokumen 204 208 206 APBN DINAS KESEHATAN
Menular (SIPTM)
20 | vaksin Tetanus Difteri (td) Ampul 5036 5086 5086 APBN DINAS KESEHATAN
21 Tenaga medis : Dokter Orang 79 79 79 APBN DINAS KESEHATAN
22 | Tenaga kesehatan : Bidan Orang 160 160 160 APBN DINAS KESEHATAN
23 | Tenaga kesehatan : Perawat Orang 181 181 181 APBN DINAS KESEHATAN
24 (Ts?;_‘iaga kesehatan : Tenaga Orang 51 51 51 APEN DINAS KESEHATAN
Tenaga kesehatan ! Tenaga
25 Kesehatan Masyarakat Qrang 171 171 171 APBN DINAS KESEHATAN
Kader kesehatan terlatih dan
28 | mempunyai kualifikasi Orang 165 165 165 APEN DINAS KESEHATAN
tertentu
Pelayanan Kesehatan Pada
7 Usia Lanjut Orang 12217 7.411,000 APBD DINAS KESEHATAN
Alat pemeriksaan deteksi
dini: alat ukur berat badan,
1 alat ukur tinggi badan, alat Paket 17 APBN DINAS KESEHATAN
ukur lingkar perut, lingkar
lengan atas, dan tensimeter
Glukometer (atat
2 pemeriksaan gula darah) Paket 17 APBN DINAS KESEHATAN
3 Alat pemeriksaan kolesterol Paket 17 APBN DINAS KESEHATAN
Ba_hannmedis l_-labis Pakai:
4 | st uji pemeriksaan gula Paket 17 APBN DINAS KESEHATAN

darah dan kolesterol, lancet,
kapas alkchol
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Penerima

Pencapalan SPM (2024)

Lay
Indikator Kinerja / g . Sumber
No Jenis Layanan SPM Batuan 1]1::3: Penerima Realisasi Mutu Realisasi Angg Inisiasl Pendanaan Instansi Pelaksana
202“; Layanan Dasaxr Layanan Dasar
Instrumen skrining lansia
sederhana (SKILAS),
fnstrumen aktivitas
5 kehidupan sehari-hari Paket 17 17 17 APBN DINAS KESEHATAN
{AKS/Activity daily living
{ADL Barthel)
Buku kesehatan lansia atau
6 aplikasi pencatatan terkait Buku 12217 14484 12417 APBN DINAS KESEHATAN
lainnya
7 Media KIE Paket 17 34 34 APBN DINAS KESEHATAN
8 Tenaga medis : Dokter Orang 79 79 79 APBN DINAS KESEHATAN
9 Tenaga kesehatan : Bidan Orang 160 160 160 APBN DINAS KESEHATAN
10 | Tenaga kesehatan : Perawat Qrang 181 181 181 APBN DINAS KESEHATAN
11 | lenagakesehatan: Tenaga | Grang 51 51 51 APBN DINAS KESEHATAN
Tenaga kesehatan : Tenaga
12 Kesehatan Masyarakat Orang 171 171 171 APBN DINAS KESEHATAN
Kader kesehatan tetdatih dan
13 mempunyai kualifikasi Orang 165 165 165 APEN DINAS KESEHATAN
tertentu
Pelayanan Kesehatan ST
8 Penderita Hipertens] Qrang 14194 22,093,000 APBD DINAS KESEHATAN
Pedoman pengendalian
Hipertensi dan media
1 Komunikasi, Informasi, Paket 17 34 34 APBN DINAS KESEHATAN
Edukasi {(KIE)
2 Obat Hipertensi Paket 14194 28835 18020 APBN DINAS KESEHATAN
3 Tensimeter Unit 17 17 17 APBN DINAS KESEHATAN
Formulir pencatatan dan
4 | pelaporan Aplikasi Sehat Aplikasi 17 17 17 APBN DINAS KESEHATAN
Indonesiaku (ASIK)
5 Media promosi kesehatan Paket 17 34 34 APBN DINAS KESEHATAN
5 Tenaga medis ; Dokter Orang 79 79 79 APBN DINAS KESEHATAN
7 Tenaga kesehatan : Bidan Qrang 160 160 160 APBN DINAS KESEHATAN
8 | Tenaga kesshatan : Perawat Orang 181 181 181 APBN DINAS KESEHATAN
o | fenegakesehatan:Tenaga | grang 51 51 51 APBN DINAS KESEHATAN
Tenaga kesehatan : Tenaga
10 | promosi kesehatan dan ilmu Orang 17 17 17 APBN DINAS KESEHATAN
perilaku
Tenaga kesehatan ; Tenaga
1 Kefarmasian Orang 58 58 58 APBN DINAS KESEHATAN
Tenaga kesehatan : Tenaga
12 Kesehatan Masyarakat Orang 171 17 171 APBN DINAS KESEHATAN
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Penerima

Pencapaian SPM {2024)

Layanan
Indilsator Kinerja [ Satuan D Sumber Ins i Pelal a
Jenis Layanan SPM Tahun Mutu Realisasi Angg; Pendanaan
2023 Layanan Dasar Layanan Dasar
Pelayanan Kesehatan YR T
Penderita Diabetes Melitus | 9" 2659 N ;_‘_ i 216,759,000 APBDI/APBN DINAS KESEHATAN
Obat Diabetes Melitus Paket 2659 2665 2612 APBN DINAS KESEHATAN
Fotometer atau Glukometer Unit 17 17 17 APBN DINAS KESEHATAN
Reagen Glukosa atau Stip
Tes Gula Darah, Kapas Unit 17 17 17 APBN DINAS KESEHATAN
Alkohel, Lancet
Formulir pencatatan dan
pelaporan, aplikasi Sistem
Informasi Penyakit Tidak Formulir 204 208 206 APBN DINAS KESEHATAN
Menular {SIPTM), ASIK,
SIMPUS
Pedoman dan media
Komunikasi, Informasi, Paket 17 34 34 APBN DINAS KESEHATAN
Edukasi {KIE}
Sarana dan Prasarana Unit 17 17 17 APBN DINAS KESEHATAN
Tenaga medis : Dokter Orang 79 78 79 APBN DINAS KESEHATAN
Tenaga kesehatan : Bidan Orang 160 160 160 APBN DINAS KESEHATAN
Tenaga kesehatan ; Perawat Crang 181 181 181 APBN DINAS KESEHATAN
Tenaga kesehatan: Tenaga | grang 58 58 58 APBN DINAS KESEHATAN
;:’s‘:ﬁgt';ﬁﬁ;g‘aa’:;kg‘i"aga Orang 171 171 171 APBN DINAS KESEHATAN
AN hasyarax:

onaga keschatan : Tenaga | g 51 51 51 APBN DINAS KESEHATAN
Tenaga kesehatan : Teknis
Medis (ATLM) Orang 53 53 53 APBN DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan
Orang Dengan Gangguan Orang 280 82 371.000 APBD DINAS KESEHATAN
Jiwa (ODGJ) Berat e
Buku Pedoman Diagnosis
Penggolongan Gangguan
Jiwa (PPDGJ lIlj atau Buku
Pedoman Diagnosis Buku 17 17 17 APEN DINAS KESEHATAN
Penggolongan Gangguan
Jiwa terbaru (bila sudah
tersedia)
Penyediaan Psikofarmaka Jenus 4 10 10 APBN DINAS KESEHATAN
Penyediaan formulir skrining
kesehatan jiwa dan/ atau Formulir 280 278 278 APBN DINAS KESEHATAN
penyediaan melalul aplikasi
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Penerima

Pencapaian SFM (2024)

Layanan
Indikator Kinerja / Sumber
No Jenis Layanan SPM Satuan 'R:l:ar Penerima Realisas] Mutn Re Inisiasi Pendanaan Instansi Pelaksana
202';‘ Layanan Dasar Layanan Dasar alisasi Angga
Penyediaan formulir
pencatatan dan pelaporan .
4 melalui sistem informasi Formufir 17 17 17 APBN DINAS KESEHATAN
kesehatan
Media Komunikasi, ; -“'_'——'
5 Informasi, Edukasi (KIE) Media 17 ‘ 34 34 APBN DINAS KESEHATAN
8 | Tenaga kesehatan : Dokter Orang 79 ) ] 79 79 APBN DINAS KESEHATAN
Tenaga kesehatan : Tenaga
kesehatan yang memiliki
7 kompetensi dan Qrang 17 17 17 APBN DINAS KESEHATAN
kewenangan di bidang
kesehatan jiwa
Tenaga lain yang terlatih di
8 | bidang kesehatan jiwa. Orang 17 17 17 APBN DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan
14 | Orang Terduga Orang 4442 4235 3080 406 362,000 APBD DINAS KESEHATAN
Tuberkulosis LN e
Media KIE (Leaflet, Lembar
Balik, Poster, Banner) Paket 17 17 17 APBN DINAS KESEHATAN
Reagen Zn TB Kit 4235 3080 APBN DINAS KESEHATAN
Masker bedah dan Masker Paket 4235 3080 APBN DINAS KESEHATAN
Pot dahak, Kaca slide,
Bahan Habis Pakai (Qil
4 Emersi, Ether Alkohol Lampu Paket 7 17 APBN DINAS KESEHATAN
Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi),
Rak pengering
5 Katrid tes cepat molekule Test 17 17 APBN DINAS KESEHATAN
Formufir pencatataFormulir
pencatatan dan pelaporann
6 | dan pelaporan aplikasi Formulir 17 17 17 APBN DINAS KESEHATAN
Sistem Informasi Penyakit
Tidak Menular (SIPTM)
Pedoman/Standar
Operasional Prosedur (SOP) Dokumen 17 17 17 APBN DINAS KESEHATAN
Tuberkulin Vial 27 205 205 APBN DINAS KESEHATAN
Tenaga medis : Dokter/
9 dokter spesialis penyakit Orang 81 81 81 APBN DINAS KESEHATAN
dalamV/ dokter spesialis pan
10 | Tenaga kesehatan : Perawat Crang 181 181 181 APBN DINAS KESEHATAN
Tenaga kesehatan ; Tenaga
11 Kefarmasian Orang 58 58 58 APBN DINAS KESEHATAN
Tenaga kesehatan : Tenaga
12 Kesehatan Masyarakat Orang 171 171 171 APBN DINAS KESEHATAN
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Indikator Kinerja /
Jenis Layanan SPM

Penerima
Layanan

Tahun
2023

Pencapalan SPM (2024)

Penerima

Layanan Dasat Re 1

13

Tenaga kesehatan : Analis
Teknik Laboratorium Medik
(ATLM)

Orang

53

14

Tenaga kesehatan :
Radiografer

Orang

15

Kader Kesehatan

Orang

175

Mutu
Layanan Dasax

Realisasi

Anggaran

Inisiasi

Sumber
Pendanaan

Instansi Pelaksana

53

53

APEN

DINAS KESEHATAN

APBN

DINAS KESEHATAN

178

APBN

DINAS KESEHATAN

12

Pelayanan Kesehatan
Orang Dengan Rislko
Terinfeksi Virus Yang
Melemahkan Daya Tahan
Tubuh Manusla (Human
Immuneodeficiency Virus)

orang

4375

Media KIE (Lembar Balik,
Leaftet, Poster, Banner)

Media

17

Tes cepat HIV (RDT)
pertama

Test

17

Bahan Medis Habis Pakai,
Handschoen, Alkohol Swab,
Plester, Lancet/Jarum Steril,
Jarum Spuit yang
sesuatVacutainer dan Jarum
Sesuai

Paket

17

Alat tulis, Rekam medis yang
berisi nomor rekam medis,
Nomor fasilitas pelayanan
kesehatan pelaksana,
Nomor KTPINIK

Paket

17

Tenaga medis :
Dokter/dckter spesialis
penyakit dalam/dokter
spesialis kulit dan kelamin

Orang

84

Tenaga kesehatan : Bidan

Orang

160

Tenaga kesehatan : Perawat

Orang

181

Tenaga kesehatan : Ahli
Teknologi Laboratorium
Medis (ATLM)

Orang

§3

164,733,000

APED

DINAS KESEHATAN

APBN

DINAS KESEHATAN

APBN

DINAS KESEHATAN

APBD

DINAS KESEHATAN

APBN

DINAS KESEHATAN

APBN

DINAS KESEHATAN

APBN

DINAS KESEHATAN

Tenaga kesehatan ; Tenaga
kesehatan masyarakat

Orang

171

10

Tenaga non kesehatan
TerlativMempunyai
Kualifikasi tertentu:
pendamping dan
penjangkauan

Orang

17

APBN

DINAS KESEHATAN

APBN

DINAS KESEHATAN

APBN

DINAS KESEHATAN

APBN

DINAS KESEHATAN
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Pencapalan SPM (2026)

Pencapaian SPM [2025)
Indikator Sumber Inisi Sumber Instansl
Instansi Penerima Muta
No Kinerja f Jenis Satoan Peperima Mntun Inisiasi Pendana asl Pendanaan Pelaksana
Layanan SPM Lo Re La " An. an Pelaksana Layanan Realizasi Hﬂuﬁumh Realisasi Anggaran
Pelayanan h DINAS
1 | Keschatan ibu Orang 380,192,000 APBD | oS 3368 3368 383,994,203 APBD KESEHATAN
hamil TAN
L | veksin Tetanus Vksin 2336 APBN DINAS 3289 3389 APBN KESEHATAN
Difteri (T} aksi KESEHATAN
Tablet tambah DINAS
darah DINAS 606485 606485 APBN
2 | (180 tabletx Tablet 600480 APBN | |ropuaTan KESEHATAN
jumtah ibu hamily
Alat deteksi DINAS
3 | reskolbuHamil: | Orang 54 apeN | | LDINAS 54 5 APBN KESEHATAN
Test Kehamilan
Alat deteksi DINAS
4 | reskotouHamil: | Paket 108 APBN | oS 109 109 APBN KESEHATAN
Pemeriksaan HB
Alat deteksi DINAS
resiko Ibu Hamil : DINAS 27 27 APBN
5 | Pemerkszan Paket 7 APBN | \rermmTan KESEHATAN
Golongan Darah
Alat deteksi
resiko |bu Hamil :
Pemeriksaan DINAS
Glukoprotein Urin DINAS 409 409 APEN
6 (proyeksi Pakel 405 APBN KESEHATAN KESEHATAN
pengadaan 15%
dari jurnfah ibu
hamil}
Alat deteksi DINAS
7 | reskalbuMamil: | Paket 54 APBN | eorasan 54 54 APBN KESEHATAN
Hepatitis B
Alat deteksi DINAS
8 | reskolbuHami: | Paket 108 APBN | e oNAS 108 108 APEN KESEHATAN
Sifilis
Alat deteksi ) DINAS
o | reskotouHami: | Paket 108 APEN | oS , 109 103 APBN KESEHATAN
HN 3
10 Kartu ibufrekam Pakel 4398 APBN DINAS I 3369 3369 APBN XmmU.nmﬂWw.)Z
medis ibu KESEHATAN 7
Buku kesehatan o DINAS
11 | IbudanAnak Buku 3396 243,670,000 APED DINAS %69 3369 256,083,500 APBD KESEHATAN
{KIA) KESEHATAN )
DINAS
. DINAS ; 34 34 APBN
12 Media KIE Patket M APBN KESEHATAN - KESEHATAN
Gel USG T s
(untuk DINA
DINAS 182 182 APBN
13 Puskesmas yang Botol 180 APEN KESEHATAN
memiliki alat KESEHATAN
USG) {proyeksi
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No

Indikator
Kinerja / Jenis
Layanan SPM

Peacapaian SPM (2025)

pengadaan 1115
dari jurnfah ibu
hamil)

14

Tenaga medis:
Dokter/dokter
spesialis obstetri
dan ginekologi;
{angka ideal :
dengan rasio
1:2500 penduduk
untuk daiter
umum dan rasio
1:16000 untuk
dokter spesialis

kebidanan)”

Orang

Tenaga
kesehatan ;
Perawat

Orang

16

Tenaga
keseghatan :
Bidan
(angka iceaf :
dengan rasio
1:1000
penduduk)

OEWM }

17

Tenaga
kesehatan ;
Tenaga
Kefarmasian

Orang

Realisasi

Bumber
Pendana

Pencapalan SPH {2026)

Instansi
Pelaksana

Realisasi

Realisasi

asi

Somber

Instansi

o]

]
r

41

41

APEN

DINAS
KESEHATAN

41

APBN

DINAS
KESEHATAN

19

181

APBN

DINAS
KESEHATAN

181

APBN

DINAS
KESEHATAN

160

APBN

DINAS
KESEHATAN

160

APBN

DINAS
KESEHATAN

58

APBN

DINAS
KESEHATAN

58

APBN

DINAS
KESEHATAN

18

Tenaga
kesehaten :
Tenaga Gizi

QOrang

19

Kunjungan & kali
ibu hamil selama
periode
kehamilan {K&)
(Satu kali pada
trimester
pertama, Dua kali
pada Wimester
kedua, Tiga kali
pada {rimester
keliga)

Orang

51

51

APBN

DINAS
KESEHATAN

51

APBN

DINAS
KESEHATAN

3336

333 13,454,700

APBN

DINAS
KESEHATAN

3369

14,127,500

APBN

DINAS
KESEHATAN

Pelayanan
Kesehatan [bu
Bersalin

Orang

Formulir partegraf

Formulir

72,198,840

APBD

DINAS
KESEHATAN

72,921,000

APBD

DINAS
KESEHATAN

APBN

DINAS
KESEHATAN

APEN

DINAS
KESEHATAN

Kartu ibu (rekam
medis)

Pakel

3326

3326

DINAS
KESEHATAN

APBN

DINAS
KESEHATAN
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No

Indilkator
Kinerja [ Jenis
Layanan 8P

Pencapaian SPM (2025)

Buku Kesehatan
Ibu dan Anak
(KIA)
(Terintegrasi
dengan iy hamil,
sesual keputuhan
bila belum ¢apat
pada masa
kehamilan)

Buky

Media KIE

Paket

Tenaga medis :
Dokter/dokier
spasialis cbstetri
dan ginekalog?
{angka ideal :
dengan rasio
1:2500 penduduk
untuk dokter
umum dan rasio
1:16000 untuk
dokter spesialis
kebidanan)

Orang

Tenaga
kesehatan :
Bidan

(angka ideal :
dengan rasio
1:1000
penduduk)

Orang

Realisasl

Inisinsi

Sumber
Pendana

Pencapaian SPM (2026)

Instansi
Realisasi

Muatu
Layansn

Realisasi

asi

Sumhber
Pendanaan

Pelaksana

3326

APBD

DINAS
KESEHATAN

3360

APBD

DINAS
KESEHATAN

APBN

DINAS
KESEHATAN

APEN

DINAS
KESEHATAN

a1

41

APBN

DINAS
KESEHATAN

41

a1

APBN

DINAS
KESEHATAN

160

160

DINAS
KESEHATAN

160

160

APBN

DINAS
KESEHATAN

Tenaga
kesehatan :
Perawat

{angka ideal :
dengan rasio
1:985 penduduk)

Crang

Tenaga
kesehatan
Tenaga
Kefammasian

Orang

Tenaga
kesehatan ©
Tenaga Gizi

Qrang

181

APBN

DINAS
KESEHATAN

181

kil

AFBN

DINAS
KESEHATAN

58

APBEN

DINAS
KESEHATAN

58

APBN

DINAS
KESEHATAN

51

51

DINAS
KESEHATAN |

51

51

APBN

DINAS
KESEHATAN

Pelayanan
Kesehatan Bayi
Baru Lahir

Crang

Valsin hepatitis B
dosis tunggal
(prefiled syringe)

Vaksin

131,630,000

APBD

DINAS
KESEHATAN

APBN

DINAS
KESEHATAN

132,947,000

AFPBD

DINAS
KESEHATAN

APBN

DINAS
KESEHATAN
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Pencapaian 8PM (2025)

Pencapalan SPM (2026)

Indikator Snmber Instan=l Penerima Muntu Inist Samb L 1
No Kinesja { denis Satusn Fenerima Mutm Inisiasi Pendana e ” Lot asi Pendanaan Pelaksana
Layanan SPM Renlisasi Layanan Realisasl an Dasar Dasar
Dasar Dasar
P 138 APBN DINAS
DINAS
2 Vitamin K1 injeksi Amput f 138 138 APBN KESEHATAN KESEHATAN
DINAS
APBN
Salepfietes mata DINAS 3534 KESEHATAN
3| anfibiotik Orang 5499 499 APBN | yFSEHATAN
DINAS
" . APBN
Formulir bayi . DINAS 3534 KESEHATAN
4| para ¥ Formulir 3499 3499 APBN KESEHATAN
DINAS
Buku Kesehatan DINAS 3534 APBN
5 Ibu dan Anak Butku 3499 3499 APBN KESEHATAN KESEHATAN
(KIA)
Media Promosi DINAS
6 Komunikasi Paket a4 34 APBN DINAS 34 APBN KESEHATAN
Informasi dan KESEHATAN
Edukasi (KIE)
. DINAS
Tennaga medis ; DINAS a2 APBN
7 Dokter/Dokter Crang 82 a2 APBN KESEHATAN KESEHATAN
Spesialis Anak
DINAS
Tenaga DINAS 160 APBN
8 kesehatan : Orang 160 160 APBN KESEHATAN KESEHATAN
e DINAS
Tenaga DINAS 181 APBN
9 kesehatan : Orang 181 181 APBN KESEHATAN KESEHATAN
Perawat
Tenaga DINAS
APBN
kesehatan ; DINAS 58 KESEHATAN
10 | Tenaga Orang 58 58 APBN KESEHATAN
Kefarmasian
Tenaga DINAS
kesehatan : DINAS 17 AFBN
11 Tenaga Promesi Qmang 17 17 APEN KESEHATAN KESEHATAN
Kesehatan dan
:_r::aI;:nlaku RS 51 APBN DINAS
12 kesehatan : Orang 51 51 APBN KESEHATAN KESEHATAN
Tenaga Gizi DINAS
DINAS 165 APBN
13 Kader Kesehatan Orang 165 165 APBN KESEHATAN KESEHATAN
DINAS
Pelayanan DINAS APBD
4 Kesehatan Orang APBD KESEHATAN { 71,152,000 KESEHATAN
Balita
Kuisioner Pra
Skrining DINAS
Perkembangan DINAS APBN
1 (KPSP) atay Dokumen APBN KESEHATAN KESEHATAN
instrumen

standar lain yang
berlaku
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Pencapalan 8FM [2025)

Pencapalan SPM {2026)

Indiktator Sumb . . Peonodd Nate Inisl Sumber Instansl
No Kinerja f Jenis Satean Penerima Mutn Inisiasi Pendana ey ¥ asi d Pelak n
F ¥ Reatizasi Layanan Reslisasl
Layanan SPM Layanan Realisasi Layanan Realizasl an Dasar Daaar
Dasar Dasar
Formulir Deteksi 15141 15141 APBN DINAS
Dini Tumbuh . DINAS 4
2 | Roenbone Ancie Formulir 14951 14991 APBN | \eeriatan KESEHATAN
{DOTKY
DINAS
Buku Kartu bu DINAS 15141 15141 APED
3| Ay Orang 14991 14391 APED | LecBNATAN KESEHATAN
: DINAS
- DINAS H 2143 2143 APBN
4 | vitamin A Biu Kapsul 2122 2122 APBN | \rornatan KESEHATAN
' DINAS
) DINAS 12898 12608 APEN
5 | vtaminAMerah | Kapsul 8550 8550 APEN | pemtetan KESEHATAN
Vaksin imunisast i . APBN DINAS 6505 6505 APBN Kes?elm?m
& | dasarnBCG Vaksin Ba41 634 KESEHATAN
Vaksin imunisasi DINAS
7 | dasar: Polio Veksin 14891 14091 APEN | edmintan 18141 15141 AFEBN KESEHATAN
Tetes
o | vaksnimunisasi | o 14581 14001 APEN DINAS 15141 15141 APBN AN
dasar: IPV aksin KESEHATAN
Vaksin imunisasi DINAS
9 | dasen DPTHB- | veksin 14891 14991 APEN | | cemaTan ” 1814 514 AFBN KESEHATAN
Hib
Vaksin imunisasi DINAS
10 | dasar; Campak- | Vaksin 14891 14991 APBN DINAS 15141 15141 APBN KESEHATAN
KESEHATAN
Rubella
Vaksin imunisasi : 4 DINAS
11 | tonjutan: DPT- Vabsin 14981 14091 areN | S 1514 15141 APBN KESEHATAN
HE -Hib
Weksin imunisasi DINAS
lanjutan: . DINAS 15141 15141 APBN
12 | Vaksin 14991 14891 APBN | SN KESEHATAN
Rubella
Jarum suntlk dan DINAS
13 | Bahan Habis Unit 14891 14991 apeN | S 15141 15141 APBN KESEHATAN
Pakai (BHP)
' DINAS
Peralatan CINAS 17 17 APBN
TR [ Aaerawid Paket 17 17 BPEN | ety _ KESEHATAN
- DINAS
Formula Terapi DINAS 17 17 APBN
15 | Lo Faket 17 17 APBN | poEiaTan KESEHATAN
DINAS
Tenaga medis ; DINAS 79 79 APBN
16 | o Orang 79 79 APBN | cEsEHATAN KESEHATAN
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Peacap SPM (2025) Pencopalan SPM {2026}
Indikntor Sumber Inisi Sumb I i
Instonsi Penerima Mutn
No Kinerja f Jenis Satuan Penerima Muata Inisiasi Pendana Pelak La R asl Pend Pelak
Layanan 5PM Layanan Realiznal Layanan Realisnsi Angparan on ° Dmﬂﬂ ¢ t :Dl Re Anggaran
Dasgar Dasar
Tenaga DINAS
17 | kesehatan: Orang . 160 180 APBN | alhhS 160 160 APBN KESEHATAN
Bidan ;i
Tenaga ’ 181 a DINAS
18 kesehatan ; Orang 181 181 APEN KESDE’:Q'STAN 18 APBN KESEHATAN
Parawat
Tenaga B DINAS
19 | Kosehatan: Orang . 51 51 PN | oS 51 5 APBN KESEHATAN
Tenapga Gz
- DINAS
384
20 | Guuraup Oreng 384 384 APBN | | onntS N 364 APBN KESEHATAN
1 DINAS
165 65
21 | Kader Kesehatan | Orang 165 165 YV __L ! APBN KESEHATAN
Pelayanan
o | wes o pada o so23 . APED DINAS 28213 29213 $06,000,000 APBD Egém?m
usla pendidikan and 600,000,000 KESEHATAN
dasar
ggn"tr:'alatanrﬁuku DINAS 20213 26213 APBN DINAS
1 faport Bukur 28523 28923 APBN KESEHATAN KESEHATAN
kesehatanku
g:rr::alalantBuku DINAS 20213 20213 APBN DINAS
2 pemantauan Buky 28923 28923 APBN KESEHATAN | KESEHATAN
kesehatan
Kuesiener 3 DINAS
3 | skining Dokumen 26923 28923 mEN | OIS I 221 213 APBN KESEHATAN
kesehalan ] ]
Formulir
rekapitulasi hasi DINAS
pelayanan 06 206
4 | kesehatanusia | Formufr 206 206 APBN | e aiNAS 2 APBN KESEHATAN
sekolah dan
remaja di dalam
sekolah
Formulir
rekapitulasi hasil DINAS
pelayartan 206
5 | kesehatanusia | Fommuil 206 206 wen | DINAS 206 APBN KESEHATAN
sekolah dan
remaja di luar
sekolah
Tablet Tambah
Darah pada DINAS
remaja putri kelas DINAS 9733 9733 APBN
[ 7.0 dan usia 12- Tablet o733 9733 APBN KESEHATAN KESEHATAN
17 tahun diluar
sekoleh
;| MatPemeriksaen | . o4 a1 APEN DINAS 34 34 APBN mgémim
Hb @ KESEHATAN
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Poncapaian SPM {2026)

Pencapailan SPM {2025)
Indikator Somber . . = = Mata Sumber Instonsi
No | Kinegja f Jenis | Satuan Muntn Inislasi Pendana y - Pendanaan Pelaksana
Layanan SPM Layugen Renltsnai Anggaran an Pelaksana Layanan Realisasi Layanan Realisasi Anggnran
Dasar
Strip Hb sasaran DINAS
8 | remajaputrikelzs | Stap 4505 4505 e | oS 4550 4550 APEN KESEHATAN
7
DINAS
Media promosi DINAS 34 34 APBN
8 | kesehatan Pakat e s APBN | (ESEHATAN KESEHATAN
Veksin Campak
Rubelz, DT, Td DINAS
untuk
10 | pelaksanaan Vaksin 28923 28923 APBN | oS 23 a3 APEN KESEHATAN
Bulan Imunisasi
Anak Sakolah
(BIAS)
Tenaga medis DINAS
11 | Dokter/Dokter Orang 89 89 APEN | S 8 83 APBN KESEHATAN
gigl
Tenaga DINAS
12 | Xesehatan: Orang 160 160 APBN | eiinnS 180 160 APBN KESEHATAN
Bidan
Tenaga DINAS
13 | kesehatan: Orang 181 181 aeeN | DINAS 181 181 APBN KESEHATAN
Perawat
Tenaga DINAS
14 | Kesehatan: Orang 51 51 APBN | oS s 51 APBN KESEHATAN
Tenaga Gizi
Tenaga DINAS
kesehatan : DINAS 58 58 APBN
15 Tenaga Orang 58 58 APBN KESEHATAN KESEHATAN
Kefarmasian
e DINAS
kesshatan :
16 | Tenaga Orang 171 71 APBN | OIS m e APBN KESEHATAN
Kesehatan
Masyarakat
Tenaga non S
kesehatan terialin DINA
17 | ateumempunyai | Orang 0 0 APBN | NS 0 0 APBN KESEHATAN
kualifikes?
tertantu : Gur
Tenaga non
kesehztan lerfatih
atau Mempuryai DINAS
Kualifikasi DINAS 185 165 APBN
18 | fertentu : Kader Orang 165 163 APBN | (ESEHATAN KESEHATAN
Kesehatan/cokter
kecilf peer
consela
Peloyanan DINAS
DINAS 108817 108817 APBD
[} E:E:l;mr:‘ :tzia:a Crang 107740 107740 200,000,000 APBD KESEHATAN KESEHATAN
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alan
Pencopalan BPM {2025) Pencap: 8PM |2026)
Indikator Sumber Inla} Sumber Instansi
Instansi Penerima Mutu
No Kinerja / Jenls Satuan Mnta Tnlslnsi Pendana P La asl d Pelak
elaksana yanan Realisasi Layanan Realisa=l
Layanan SPM Layanan Realisasi an D D
Dasar
Pedcman dan DINAS
media A
1| Komunikasi, Pedoman 3 34 APEN DINAS # u AFBN KESEHATAN
" KESEHATAN
Informasi,
Egukasi (KIE)
Alat ; Alat ukur Uni a4 APBN DINAS a4 24 APEN KESI;:!NAS
2 | beratbadan it 34 KESEHATAN HATAN
DINAS
Alat : Alat ukur . DINAS 7 17 APBN
3 tinggi badan Unit 17 17 APBN KESEHATAN KESEHATAN
DINAS
Alat : Alat ukur ’ DINAS 4 34 APBN
4 lingkar perat Unit 34 34 APBN KESEHATAN I -] KESEHATAN
DINAS
e . DINAS 34 34 APBN
5 Aal ; Tensimeter Unit 34 2] APBN KESEHATAN KESEHATAN
DINAS
, . DINAS h 7 17 APBN
6 Alat : Glukometer Unit 17 17 APBN KESEHATAN KESEHATAN
Alat; Alat Ukur 1 DINAS
7 | Lingkar Lengan Unit 17 17 APBN | (oINS 7 7 APEN KESEHATAN
Alas {LILA)
DINAS
Alat: Alat . DINAS 17 17 APBN
8 Pemeriksa Hb Uit 17 7 APBN KESEHATAN KESEHATAN
: DINAS
Reagen . DINAS 17 17 APBN
9 | pamerksaan Hb Unit 17 17 AFBN KESEHATAN KESEHATAN
DINAS
Kit Opthalmalogi . 1 DINAS 17 17 APBN
e — IR o | w2t SN e
Kuesioner PUMA ' o ] o DINAS
11 | (Deteksidini Dokumen 0 o APBN DINAS 0 APEN KESEHATAN
KESEHATAN
PPOK)
I DINAS
Alat Pelayanan . DINAS APBN
12 Unit APBN KESEHATAN KESEHATAN
a. Sot
Pemasangan dan 7 17 DINAS
Pencabutan Alat y DINAS APBN
Koatyasepsi Lt 17 7 APBN | peRHATAN KESEHATAN
Dalam Rahim
(AKDR)
b. Sel
DINAS
Pamasangan dan . DINAS 17 17 APBN
Pencabutan Unif 17 17 APBN KESEHATAN KESEHATAN
Implan
DINAS
p DINAS 1 1 APBN
¢. Vasectomi Set Unit 1 1 APBN KESEHATAN KESEHATAN

65




99

[0
isaEny
NVLYHISI NYLYHISDL | g gy ol g9l Bues iehunduial | oz
SYNIO NBdv =218 =218 SVYNIO uBp Yiepa)
UBBYSSTY JOPER
LG
uejEyasay
NYIYHISTH NYLYHASDI | nggy L2 (! BuRID wBeus) | 52
SYNICT Nadv b} 171 SYNIO : ugjeyasay
wBeual
1719 Bbeua),
NY.LVHISTH NVLVHESEN | gy 15 is Bueip tUsayeseN | 2
SVNIO NBdV 34 81 SYNIO pBouaj
MRl
NYLYHISIN WYLVHISTE | gy 18l 1t fuein ‘umjoyasey | E£Z
SYNIO NAdV 18 el SVNIg ebeus)
NYLYHISDN - NYIVHISD! | gy o8t ogt Buein ueosy | 2z
SYNIa o9l ost S¥NIQ pfeun)
NYIYHISIH Japeq
z<.wﬂ:zw% > Nady 62 6l SYNIO Ngdv 6L 6L bum0 rspowebeuay |
NV.LVH NYIVYHISD Py veq
quwnmmz Nl o s SYNIO NEdv LELS i£18 indury snuma) usyen | OF
TALdIS) Enua
¥eplL weluag
ISEULQIN]
NYLYHISTN NYLVHISDN | g gy a0z 80z vawmpog | wamgsewids | 6L
SYNIid NEdV ] ¥4 o] 14 SYNIQ usjoderad
uep uzjeleauad
j Jnuuod
uejduw)
NYAYHISTY NYIVHISTA NadY 11 it [ Hun wengeauad uep | @l
SYNIQ NEdY i Ll SYNIQ ueBussslad 198
HOMY
NY1VHISIN NYLYHISTH NEQY L 2 wmn uemgeauad uep | 21
SYNIO NEdY i I SVNIQ 18 uebuesewad 108
NVAYHISIN .
z«ﬁﬁ:zw%mx NIy o n Svnia Nady 1L p1 . i s8] WAL IDi ety | 91
NYL NYIVHISTA |oyox[e
YHISIN ey " m SYNIT NAdY b 2 i sedey ey | 5t
SVNIO
NYLYHISTA .
Ewﬁw%mz NEdY 0 n Swia NEdv 2l 2 - pn wous e | vl
NVLYM NVLVHISTN i yeizp gnb
353N NEdY I n SYNIO Nadv Ll yit Hrt dnssel ey | B
SWNIQ
e FeBB(]
ToERQ Fesugg
e IseEey womeioy 15UsHeay meaeAw] Mds memele
erRsg weemEpUag o biinl Lt HMMM“”A Lk L) Hﬂﬂﬂhﬂﬂ- EmES{ERg puad ] mupy s wenyeg | sywep [ ufseupy | oN
Lk o | qumg Fepul — ) " squmg JO3UHIPT]
lozoz) ds wupedvouag szoz] Mg wopedusnad




Pencopalan SPM {2026
Pencapaian 8PM [2025) ¢ U
Indikator Sumber T 1 Teneri Mata Inisl Bamber Instansi
No Rinerja / Jenis Batnan Penerlma Muata Ini=insi Pendana Pelak La Realisasi La: Real asi Pendanaan Pelaksana
Layanan SPM Layanan Realisas] Layanan Realisas] Anggaran an Dasar Dagar
Dasar Dasar
DINAS
Pelayanan DINAS 14775 14775 50,500,000 APBD
7 | KeschatanPada | Orang 14629 14629 50,000,000 APBD | krSEHATAN KESEHATAN
Usla Lanjut e
Alal pemeriksaan
deteks! cini: alat
ukur berat badan
vintpirar DINAS
alat ukr tinggl 17 17 APEN
1| badan, atat ukur Paket 17 17 APBN xmmcm_ﬁw ~ KESEHATAN
lingkar pendt,
¥ingkar iengan
atas, dan
tensimeter
DINAS
Glukomoter {alat DINAS 17 17 APBN
2 pemeriksazan gula Paket 17 17 APBN KESEHATAN KESEHATAN
darah)
DINAS
17 17 APBN
Alat pemeriksaan 1 APBN DINAS KESEHATAN
a kelesterel Pakst 7 7 KESEHATAN
Bahan medis
Habis Pakai: strip DINAS
py 7 17 APBN
uji permeriksaan APBN DINAS KESEHATAN
4 gula darah dan Paket 17 7 KESEHATAN
kelesterol, lancet,
kapas alkohot
Instrumen
skrining lansia
sederhana
(SKILAS), DINAS
instrumen DINAS 17 17 APBN
5 aktivitas Paket 17 17 APBN KESEHATAN KESEHATAN
kehldupan sehari-
hari (AKS/Activity
daily living (ADL
Barthal)
Buku kesehatan DINAS
lansta atau 14775 14775 APBN
8 | apikasi Buku 14629 12541 APBN | caliaS KESEHATAN
pencatatan terkait
e DINAS
34 34 APBN
7 | Meda ke Paket 34 34 APBN | poin E KESEHATAN
DINAS
Tenaga medis : DINAS 79 79 APBN
8 | pone Orang 79 79 APBN KESEMATAN KESEHATAN
. DINAS
Tenaga DINAS 180 160 APBN
9 kesehatan - Qrang 160 160 APBN KESEHATAN KESEHATAN
Bidan
DINAS
Tenaga 181 181 APBN
10 | kesohatan: Orang 181 181 APEN | | marins L KESEHATAN
Perawat
DINAS
Tenaga DINA 51 5t APEN
1" kesshatan : Crang 5 51 APBN xmwm_xbm,)z KESEHATAN
Tenega Gizi
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Pencapalan SPM (2025)

Pencapalan SPM (2026)

e e seell BT bt | Sumber | Lo
No Kinerja / Jenis Satuan Penerima Muata Inislasi Pendann Pelak An ¥ F
Layonan SPM Layanan Realisasl Layanan Realisasl Anggaran an
Dasar Dasar
Tenaga
DINAS
kasanatan: DINAS O APBN
12 | Tenaga Orang 171 17 APEN KESEHATAN KESEHATAN
Kesehatan
Masyarakat
Kader kasehatan
" DINAS
terlatih dan DINAS APBN
13 mempunyai Orang 165 185 APBN KESEHATAN KESEHATAN
kualifikasi
terterty
Pelayanan 000 DINAS
Kesehatan DINAS 60,600, APBD KESEHATAN
& | Penderita Orang 20123 29123 60,000,000 APBD | L eeEpnTAN
Hiportensi
Pedcman
pengendalian DINAS
Hipertensi dan DINAS APBN
1 media Paket <X 24 APBN KESEHATAN KESEHATAN
Komunikasi,
Informasi,
Edukasi (KIE) T
DINAS APBN KESEHATAN
2 Obat Hipertensi Paket 29123 29123 APBN KESEHATAN
DINAS
DINAS APBN
3 Tensimater Unit 17 17 APBN KESEHATAN KESEHATAN
Formulir
pencatalan dan DINAS
DINAS APBN
pelaporan ikasi 17 APBN KESEHATAN
4| Apikasl Sahat Aplikasf 7 KESEHATAN
ndonesiales
(ASIK)
DINAS
Medi osi DINAS APBN EHATA
5 | kosnaean Paket s i APBN | (ESEHATAN KESEHATAN
DINAS
edis + DI APBN
6 | Lemegameds: Orang 78 79 APBN | paiNAS KESEHATAN
DINAS
Tenaga DINAS APBN
7 kesehatan : Orang 160 160 APBN KESEHATAN KESEHATAN
Bidan S
Tenaga DINAS APBN
8 kesehatan : Orang 181 181 APBN KESEHATAN KESEHATAN
Perawat
DINAS
Tenaga DINAS APEN
9 kesehatan : Orang 51 5 APBN KESEHATAN KESEHATAN
Teraga Gizi
Tenaga DINAS
APBN
kesehetan : APBN DINAS KESEHATAN
10 | Tenapa promosi Orang 7 7 KESEHATAN
kesehatan dan
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Pencapalan 8PM {2025 Peacupalan SPM (2026)
Indikator Somber P ry——) Hata Inisl Samber lnstaosy
Ko | Kinerjn / Jenis | Satman Penerima Mutu Inisias] Pendana, it 5 i ‘ asi Pendanaan Pclaksana
Layonan SPR Layanan | Reslisasl | Layoman | Reolisasi | Anggnran ax . Dasar b g ?
Dasar Dasar
ilmes penilaku
Teraga
DINAS
kesehatan : DINAS 58 &8 APBN
" 1 Tenaga Orang 58 58 APBN | (ESEWATAN KESEHATAN
Kefarmasian
Hmam%mmE: DINAS
esel :
: DINAS 171 171 APBN
12 Tenapa QOrang 171 171 APBN KESEHATAN KESEHATAN
Kesahatan
Masyarakat
5 Kesohatan o 2602 2602 | APBO/ DINAS 221.116.000 apaorapEN | | ONAS
Penderita "3 218,927,230 APBN KESEHATAN 118
Diabotes Melitus
- DINAS
Obat Diabetes DINAS APBN
1 Mefitus Paket 2692 2692 APEN KESEHATAN KESEHATAN
DINAS
Fotometer atau " DINAS APBN
2 Glukometer Unit 17 17 APBN KESEHATAN KESEHATAN
Reagen Glukosa
atau Strip Tes DINAS
3 | Guie Daran, Unit 17 17 apBN | OMAS APBN KESEMATAN
Kapas Alkohol, i
Lancet
Formuliz
pencatatan dan
pelaporan,
4 | opikasi Sistem Formufir 205 206 APBN DINAS APBEN KESEHATAN
Informasi KESEHATAN
Panyakit Tidak
Menular (SIPTM),
ASIK, SIMPUS
Padoman dan
media DINAS
§ | Komunikas, Paket 34 34 APEN [ NS APBN KESEHATAN
Informasi,
Edukasi (KIE)
DINAS
Sarana dan " DINAS APBN
8 | Prasarana Uit 17 7 APBN | KESEHATAN KESEHATAN
. DINAS
Tenaga medis : DINAS APBN
7 | Dokter Orang 79 ” APBN | KESEMATAN KESEHATAN
Tenaga DINAS
. DINAS APBN
B wﬂmnm_m: : Crang 160 160 APBN KESEHATAN KESEHATAN
Tenaga DINAS
. DINAS 181 181 APBN
9 Wwwmﬂwﬁ_ma : Qrang 181 181 APBN KESEHATAN KESEHATAN
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Pencapalan BPM (2026]
Pencopalon BPM {2025) ([ )
Indikntor Sumber Instan=si Penerima Muta

KLI-:-ﬂ:iﬂ / g;l;:ﬂ Satuan Penerima Mutu Inislasi Pendana Pclaksana Layanan Realisasi Layanan Realixasi Anggaran
yanan

Inisi Sumber Instansl
agl Pendanaan Pelaksana

Layanan Realisast Layanan Realizasi Anggaran an Dosar Dosar

Dasar

10

Tenaga
kesehztan :
Tenaga
Kefarmasian

Orang

11

Tenaga
kesehatan :
Tenaga
Kesehatan
Masyarakat

Orang

12

Tenaga
kesehatan :
Tenega Gizi

QOrang

Tenaga
kesehatan :
Teknis Medis
(ATLM)

Crang

Dasar

50

DINAS
KESEHATAN

171

7

APBN

DINAS
KESEHATAN

51

51

DINAS
KESEHATAN

APEN

DINAS
KESEHATAN

10

Pelayanan
Kesehatan
Crang Dengan
Gangguan Jiwa
[ODGJ) Berat

Crang

Buku Pedoman
Diagnosis
Penggolongan
Gangguen Jiva
(PPDGJ ) atau
Buku Pedaman
Diagnesis
Penggolongan
Gangguan Jiwa
terbarv (bila
sudah tersedia)

Buku

Penyediaan
Psikofarmaka

Jenus

Panyediaan
formui skrining
kesehatan jiwa
dan/ atau
penyediaan

Farmutir

Penyediaan
formulir
pencatatan dan
pelaporan melalui
sistem Informasi
kesehatan

Formudir

58

DINAS
KESEHATAN

7

17

APBN

DINAS
KESEHATAN

5

51

APBN

DINAS
KESEHATAN

53

APBN

DINAS
KESEHATAN

APBD

DINAS
KESEHATAN

282

DINAS
KESEHATAN

APBD

DINAS
KESEHATAN

APBN

DINAS
KESEHATAN

17

17

DINAS
KESEHATAN

17

APBD

DINAS
KESEHATAN

APBN

DINAS
KESEHATAN

10

10

APBD

DINAS
KESEHATAN

282

282

APBN

DINAS
KESEHATAN

17

17

APBN

DINAS
KESEHATAN

Media
Komunikasi,
Informasi,
Edukasi (KIE)

Media

APBN

DINAS
KESEHATAN

APBN

DINAS
KESEHATAN
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Pencapalan BPM (2025)

Pencapalan SPM (2026)

Indikator Saumber R Inh;l Sn:nbu “h:nian.si
Ko | Kinetja / Jenis | Satwan | Penerima Motn Inisiasi Pendana | Lojopoonn Realisasi Anggaran as ¥
Layanan SPM Layanan Realisasl Layanan Realisasl Angparan an
Dasar Dasar
DINAS
Tenaga DINAS 79 APBN
6 kesehatan : Orang 79 79 APBN KESEHATAN KESEHATAN
Doktar
Tenaga
kesehetan :
Tenaga
DINAS
kesshatan yang DINAS 17 APBN
7 rnemilili Orang 17 17 APBN KESEHATAN KESEHATAN
kompetensi dan
kewenangan di
bidang kesehatan
_jiwa
i DINAS
Tenaga lain yang DINAS 17 APEN
[:] teriatih di b;pang Orang 17 17 APBN KESEHATAN KESEHATAN
kesehaian jiwa.
Pelayanan DINAS 4320 4320 T 41,453,000 APBD DINAS
Keschatan e KESEHATAN
1 | Orang Terduga Orang 4277 azr 410,426,000 APBD | KESEHATAN !
Tuberkulosis i
Media KIE DINAS
34 34 APBN
{Leaflel, Lembar APBN DINAS KESEHATAN
T | Batik, Poster, paket 17 17 KESEHATAN
Banner) o
] A
DINAS 4320 4320 APBN
2 Reagen Zn TB it _- ‘ 4277 4277 APBN KESEHATAN KESEHATAN
DINAS
4320 4320 APBN
Masker badah APBN DINAS KESEMATAN
3 | ganMaskerngs | Foket . a7t 42 KESEHATAN
Po! dahak, Kaca
slide, Bahan
Habis Pakai (Oil DINAS
. 17 17 APBN
Emersi, Ether APEN DINAS KESEHATAN
4 | Aot Lampu Paket 7 7 KESEHATAN
Spirtus/Bunsen,
OseiLidi), Rak
n{ering _k
DINAS
. ! 17 17 APBN
Kalrid tes cepat APBN DINAS KESEHATAN
5 | motekuie Test .. 7 7 KESEHATAN
Formulir
pencatataFormul}
r pencatatan dan DINAS
pelaporann dan DINAS 17 17 AFBN
6 peleparan Formulir 17 17 APBN KESEHATAN KESEHATAN
aplikasi Sistem
Informasi
Penyakit Tidak
Menular (SIPTM)
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Tabel 3.3
Renaksi Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Kota Baubau Tahun 2024-2026

Penerima Pencapaian SPH (2024)
Layanan
Indikator Kinerja / Sumber Instansi
Batuan Dasar Inisins]
Jenis Layanan SPM Penerima Mutu Pendnnaan Pelaksana
T;:;; La: D Renlisasi Layanan D Realisasi Anggaran
Fenyediaan Kebutuhan DINAS
Pokok Air Minum Orang 1880 1880 1880 7,499,429,000 APBD & APBN PUPR
Secharl-hari -
Jaringan Perpipaaan
Ukuran kuantitas Air
Minum, Jumlah Rumah
Tangga yang

mendapatkan akses
terhadap Air Minum
melalui SPAM jaringan
perpipaan terlindungi Rumah DINAS
sesuai dengan kebutuhan | Tangga 150 470 470 7,499,429,000 APBD & APBN PUPR
pokok minimal sehari-
hari sejumlah 60
literforang/ hari (enam
puluh liter per orang per
hari) sama dengan 4
galon melalui SPAM

Ukuran kualitas Air
Minum, Jumlah Rumah
Tangga yang
mendapatkan akses
terhadap Air Minum
melalui SPAM jaringan
perpipaan terlindungi
sesuai dengan ketentuan Rumah DINAS
peraturan perundang- Tangga 150 470 470 APBD & APBN PUPR
undangan yang
menyelenggarakan
urusan Kesehatan yaitu
tidak keruh, tidak
berwarna, tidak berasa,
tidak berbusa, tidak
berbau

Bulan Jaringan
Perpipaan
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Indikator Kinerja /
Jenis Layanan SPM

Satuan

Penerima
Layanan

Tahun
2023

Pencapalan SPM (2024)

Ukuran kuantitas Afr
Minum, Jumlah Rumah
Tangga yang
mendapatkan akses
terhadap Air Minum
melalui SPAM bukan
jaringan perpipaan
terlindungi sesuai dengan
kebutuhan pokok
minimal sehari-hari
sejumlah 60

literforang/ hari (enam
puluh liter per orang per
hari) sama dengan 4
galon melalui SPAM

Rumah
Tangga

Penerima
Layanan Dasar

Ukuran kualitas Air
Minum, Jumlah Rumah
Tangga yang
mendapatkan akses
terhadap Air Minum
melalui SPAM bukan
jaringan perpipaan
terlindungi sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
yang menyelenggarakan
urusan Kesehatan yaitu
tidak keruh, tidak
berwarna, tidak berasa,
tidak berbusa, tidak
berbau

Rumah
Tanggd

Penyedlaan Pelayanan
Pengolahan Air imbah
Domestik

Orang

2400

1328

Ukuran kuantitas
penyediaan pelayanan
pengolahan Air Limbah
Domestik, setiap rumah
memiliki minimal 1 {satu)
akses pengolahan Air
Limbah Domestik

Rumah
Tangga

600

Ukuran kualitas
penyediaan pelayanan
akses aman terhadap
fasilitas buang air besar

Rumah
Tangga

300

Mt Inisiasi Su.;nlser Instansi
utu Pendanaan Pelaksana
Reallsasi Layanan Dasar Realisasi Anggaran
DINAS
4] 0 -
APBD & APBN PUPR
o o _ DINAS
APBD & APBN PUPR
1328 10, R DINAS
943,255,000 APBD & AFBN PUPR
332 332 54716 DINAS
, ;627,000 APBD & APRN PUPR
218 218 3,592,81 DINAS
92,816,000 APBD & APBN PUPR
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No

Indikator Kinerja /
Jenls Layanan SPM

Satuan

Pencapaian SPM [2024)

individual bagi
masyarakat yang
bermukim di wilayah
perdesaan dengan
kepadatan penduduk
minimal 25 ({dua puluh
lima) jiwa per hektar
dan/atau di seluruh
wilayah perkotaan
dimana bangunan atas
dilengkapi kloset leher
angsa dan bangunan
bawah dilengkapi tangki
septik sesuai standar
dengan lumpur tinja
disedot secara berkala,
minimal tiga tahun sekali,
serta dibuang dan diolah
ke IPLT; dan sambungan
rumah yang terkoneksi ke
SPALD-T

Ukuran kualitas
penyediaan pelayanan
akses layak merupakan
fasilitas buang air besar
bapi masyarakat yang
bermukim di wilayah
perdesaan dengan
kepadatan penduduk
kurang dari 25 (dua
puluh lima) jiwa per
hektar dimana bangunan
atas dilengkapi kdoset
leher angsa dan
bangunan bawah dapat
menggunakan tangki
septic sesuai standar
maupun lubang tanah
atau cubluk kembar

Rumah
Tangga

300

it g Ly s ] iy ooy 1 i S A i

Inisiasi Sumber Instansi
Mutu Pendanaan Pelaksana
Layanan D Realisasi Anggaran
114 114 1,878,812,000 APBD & APBN ‘gg}‘;;s
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Indikator
Kinerja f Jenis
Laysnan SPM

Satnan

Pencapainn SPM (2025)

Penerima
Layanan
Dasarx

Realisasi

Penyedinan
Kebutohan
Pokalk Alc
Minam Scharl-
hasi

Jaringan
Pexplpacan

Ukuran
kuantitas Air
Minum, Jumlah
Rurmnah Tangga
yang
mendapatkan
akses terhadap
Afr Minum
melalui SPAM
jaringan
perplpaan
terlindungi
sesuai dengan
kebutuhan
pakok minimal
sehari-hari
sejumiah 60
liter /orang/ hari
{enam puluh
liter per orang
per hari) sama
dengan 4 galon
melalui SPAM

Rumah
Tangga

Ukuran kualitas
Air Minum,
Jumlah Rumnah
Tangga yang
mendapatkan
akses terhadap
Air Minum
melalui SPAM
jaringan
perpipaan
terlindungl
scsuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan yang
menyelenggarak
an urusan
Kesehatan yaitu
tidak keruh,
tidak berwarna,
tidak herasa,
tidak berbusa,
tidak berbau

Rumah
Tangga

248

Muta
Layanan
Dasar

Realisasi

Anggaran

Somber
Pendana

Pelaksann

Pencapalon SPM (2026}

Penerimn

Layanan
Dasar

Realisaxi

62

APBD &
APBN

|

APBD &
APBN

DINAS
PUPR

DINAS
PUPR

62

APBD &
APBN

DINAS
PUPR

|
%
|

Mutu
Layanan
Dasar

174 174

Realisasi

Sumber
Pendan

Instansi
Pelaksana

2,776,385,000

_ |

2,776,385,000

AFBD &
APBN

APBED &
APBN

DINAS
FUPR

DINAS
FUPR

174 174

APBD &
AFBN

DINAS
PUPR
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No

Indikator
Kinerja / Jeais
Layanan 8PM

Batnan

Pencapalan SPM [2025)

Bukan Jaringan
Perpipacn

Ukuran
kuantitas Air
Minum, Jumlah
Rumah Tengza
yang
mendapatkan
akses terhadap
Alr Minum
metalui SPAM
bukan jaringan
perpipaan
terlindungi
sesual dengan
kebutuhan
pokok minfmal
sehar{-harf
sejumlah 60
liter/orang/hari
[enam puluh
titer per orang
per hari] sama
dengan 4 galan
melalui SPAM

Rumah
Tangga

Ukuran kualitas
Alr Minom,
Jumlah Rumah
Tangga yang
mendapatkan
akses terhadap
Alr Minum
melalui SPAM
bukan jaringan
perpipaan
terlindungi
sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan yang
menyelenggarak
n urusan
Kesehatan yaitu
tidak keruh,
tidak berwarna,
tidak berasa,
tidak berbusa,
tidak berbau

Rumah
Tangga

Penyedinon
Pelayanon
Pengolnhan Alr
Hmbah
Domestlk

Penerima
Layanan
Dazar

1068

Pencapaian SPM (2026)

Sumber L N im=
Inisinsi Pendana Pelak l:m
Realisasi an l;asax
APBD & DINAS
o APBN PUPR
APBD & DINAS
0 APBN PUPR
AFBD & DINAS 1068
1068 8,402,000, APBN PUPR

Reallsasi

1068

Somber L 1
Muta Inisiosi Penden P
Layanan Realisasi Anggaran oan
Dasar
0 o APBD & DINAS
- APBN FUPR
APBD & DINAS
2760 2160 - APBN PUPR
APBD & DINAS
16,883,032,00 APEN PUPR

[}
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No

Indikator
Kinerja / Jeais
Layanan SPM

Satnan

Ukuran
kuantitas
penyedizan
pelayanan
pengolahan Air
Limbah
Domestik, setlap
rumah memilild
minimal 1 (satu)
akses
pengolahan Air
Limbah
Domestik

Rumah
Tangga

Ukuran kualitas
penyediaan
pelayanan akses
aman terhadap
fasilitas buang
air besar
individual bagi
masyarakat yang
bermukim di
wilayah
perdesaan
dengan
kepadatan
penduduk
minimal 25 (dua
puluh lima) jiwa
per hektar
dan/atan di
seluruh wilayah
perkotaan
dimana,
bangunan atas
dilengkapi kioset
leher angsa dan
Pbangunan
bawah
dilengkapi tangki
septik sesual
standar dengan
lumpur tinja
disedot secara
berkala, minimal
tiga tahun
sekali, serta
dibuang dan
diolah ke IPLT;
dan sambungan
rumah yang
terkoneksi ke
SPALD-T

Rurnch
Tangga

Ukuran kualltas
penyediaan
pelayanan akses
layak

merupakan

M e e e e 2 e

Pencapalan SPM (2026)

Pencapalan SPM (2025)
Sumber
Instans] Penerima
Mutn Inislnai Pendana Pelaksann Layanan
Layanan Realisas] Angparan an Dasar
Dasar
APBD & DINAS
267 267 4,201,000, APBN PUPR
000
APBD & DINAS
0 0 - APBN FUPR
APBD & DINAS
267 267 4.2% :),gﬂoa APBN PUPR

Realisasi

Sumber 1
Mutu Pendan P":B] 1 a
Layanan Realisasi Anggaran aan
Dasar
APBD & DINAS
690 690 8,441,516,000 APBN PUFR
APBD & DINAS
345 348 3,013,258,000 APEN PUFR
APED & DINAS
345 345 5,428,258,000 APBN FUFR
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Indikator
Kinerja / Jenls Batunan
Layanan S8FM

Pencapalan BPM (2025) Pencapalan 8PM {2026)

fasititas buang
air besar bagl
masyarakat yang
bermukim di
wilayah
perdesaan
denpgan
kepadatan
pendudulk
kurang dari 25
{dua puluh lima)
Jjiwa per helaar
dimana,
bangunan atas
dilengkapi klosct
leher angsa dan
bangunan
bawah dapat
menggunakan
tanghl septic
sesuai standar
maupun lubang
tanah atau
cublule kembar

Sumber Instans Penerl Mata Inisiasi

Muta Inisiasl Pendana P La
elaksana yanan Realisasi Layanan Reallsnsi Anggaran
Realisasi l.sg!anan Reealisasi Anggaran on, Dasax D
say agax

Samber
Pendan
ean

Tabel 3.4
Renaksi Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Baubau Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja /
Jenis Layanan SPH

Pencrima Pencapalan SPM (2024)
Layanan
Dasar
Tahun
2023

Sumber

Penerima Mutu Pendanaan
Realisasi alisasi Anggaran
Layanan Dasar © Layanan Dasar Re

Instansi Pelaksana

Penyediaan &
Rehaobiitasi Rumah yang
Layalk Huni Bagi Korhan
Bencana
Konbupaten/Kota

Terjadi Bencana
[Lampirkan SK Ber )

Rehabilitasi rumah bagi
korban bencana

64,135 64776 0 ; 292,831,200 AFBD

' l _ 64,776 o 99,760,000 APED

DISPERKIMTAN

DISPERKIMTAN

Pembangunan kembali
rumah bagi korban
bencana

64,776

DISPERKIMTAN

Pemukiman kembali bagi
korban bencana

Rumah

0 II 64,776 0 0 APBD

DISPERKIMTAN
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Indikator Kinerja /
Jenis Layanan SPM

Satuan

Pencrima
Layanan
Dasar
Tahun
2023

Pencapaian SPM (2024)

Bantuan akses rumah
sewa, layak huni bagi
korban bencana

Tidak Terjad! Bencana
{Lampirkan Form 4Al,
4B6, 4B7, 4C3)

Melakukan pengumpulan
data, perhitungan
kebutuhan, dan
perencanaan kebututhan
sesuni dengan
nomenklatur
program/kegiatan/ sub
kegiatan (dilalkukan
dengan mengunggah
dokumen form dan/atau
dokumen

pendukung lainnya)

Rumah

Jumlah
kab/ kota

Penerima
Layanan Dasar

64,776

Realisasl

Mutu
Layannn Dasar

Realisasi

Anggaran

Inisiasi

Sumber
Pendanaan

Instans] Pelaksana

64,776

64,776

APBD

APBD

DISPERKIMTAN

DISPERKIMTAN

Fasilitasi Penyediaan
Rumah Yang Layak Huni
Bagi Masyarakat Yang
Terkena Relokasi Program
Pemerintah Dacrah
Kabupaten/Kota

a) pengurangan kawasan
kummuh di bawah 10 Ha;
b} penyesuaian
perutnahan dengan
Rencana Tata Ruang
Wilayah; c) pengurangan
perumahan yang berada
pada kawasan bukan
fungsi permukiman; d)
pengurangan perumahan
yang berada di
daerah/tempat yang
berpotensi menimbulkan
bahaya; dan/atau €)
pengurangan perumahan
yang berada di daerah
rawan bencana

orang

|
i

Ada Relokas] Program
Pemcrintah

64,776

APBD

DISPERKIMTAN
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Indikator Kinerja /
Jenis Layanan SPM

Fasilitasi penggantian
Hak Atas Penguasaan
Tanah dan/atau
Bangunan

a. Penilaian oleh tim
penaksir (appraisal);

Satuan

Rumah

Penerima
Layanan
Dasar
Tahun
2023

Pencapalan SPM (2024)

b. Proses sosialisasi
kepada masyarakat; dan

Rumah

c. Proses penggantian
untung sesuai tahapan
yang diatur dalam
Rencana Aksi

Rumah

Bantuan akses Rumah
Sewa_Layak Huni

Tidak Ada Relokasi
Program Pemerintah

Melakukan pengumpulan
data, perhitungan
kebutuhan, dan
perencanaan kebutuhan
sesuai dengan
nomenklatur
program/kegiatan/sub
kegiatan (dilakukan
dengan mengunggah
dokumen form dan/atau
dokumen

pendukung lainnya)

Rumah

Jumlah
kab/ kota

64,776

Layanan Dasar

Mutu

Realisasi

Inisiasi

Instansi Pelaksana

DISPERKIMTAN

DISPERKIMTAN

DISPERKIMTAN

64,776

APBD

DISPERKIMTAN

|

DISPERKIMTAN

Indileator
Kinerja f Jenia
Loynnan SPM

Satean

Pencapaian SPM (2025)

Penierima

Realisasi

Muotu
Layanon
Dasar

Penyediaan &
Rehablitasi
Rumeah yang
Layak Honl
Hogl Korban
Bencana
Kabupaten/
Kota

orang

Terjodl Bencana
{Lamplrikan BK
Bencona)

65,417

Reallsasi

Somber
Pendanann

Instans{
Pclaksonn

Pencapainn SPM (2026)

Penerima

Dasar

Roalisasi

292,831,20 0
o

APED

DISPERKI
MTAN

66,058

Angparan

Snmber
Pendanann

Instonsi
Pelaksana

292,831,200

APBD

DISPERKI
MTAN
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Indikator
Kinexja [ Jenis
Layanun SPM

Satuan

Pencapalan S8PM (2025]

Penerima

Dasax

Rehabilitasi
rumah bagi
korban bencana

Rumah

Pembangunan
kembali rumah
bagl korban
bencana

Rumah

Pemukiman
kembali bagi
korban bencana

Rumuaoh

Bantuan akses
rumah sewa
layak huni bagi

korban bencana

Tidak Texjadd
Bencaann
{Lampirksen
Form 4Al, 4B6,
487, 4C3)

Rumah

Melakukan
pengumpulan
data,
perhitungan
kebutuhan, dan
perencanaan
kebutuhan
sesual dengan
nomenklatur
program/kegiata
n/sub kegiatan
{dilalukian
dengan
mengunggah
dolcumen form
dan/atan
daolkumen
pendukung lainn
ya)

Jumlah
kaby/
kota

65,417

Realisasl

Mutu
Layanan
Dasar

Realisasi Anggaran

Pencapalan SPM [2026)

Pendanaan

Pelalsana

Mutu
Layanan

Realisas]

Anggaran

Inisiasi

Sumber
Pendanaan

Pelaksana

65,417

99,760,000

APBD

DISPERKI
MTAN

99,760,000

APBD

DISPERKI
MTAN

65,417

APBD

DISPERKI
MTAN

65,417

DISPERKY
MTAN

65,417

65,417

APBD

APBD

DISPERKI
MTAN

DISPERKI
MTAN

66,058

APBD

DISPERK1
MTAN

APBD

DISPERKI
MTAN

66,058

AFPBD

APBD

DISPERKI
MTAN

DISPERKI
MTAN

Fasllitasi
Penycdiaan
Rumah Yang
Layak Huni Bagi
Masyarakat
Yang Terkena
Relokasi
Program
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota

a) pengurangan
kawasan kumuh
di bawah 10 Ha;
b} penyesuaian

arang

65,417

APBD

DISPERKI
MTAN

66,058

APBD

DISPERKI
MTAN
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No

Indikator
Kinerja f Jends
Layanan 8PM

perumaban
dengan Rencana
Tata Ruang
Wilayah; c)
pCngurangan
perumehan yang
berada pada
kawasan bukan
fungsi
permulkiman; d)
pengurangan
perumaban yang
berada di
dacrah/tempat
yang berpotensi
menimbulkan
bahaya;
dan/atau €)
pengurangan
perumahan yang
berada di daerah
rawan bencana

Ado Relokasi

Program
Pemerintah

Fasilitasi

penggantian Hak
Atas Penguasaan
Tanah dan/atau

Banpgunan

a, Penilaian olch
tim penaksir
(appraisal);

Pcncapalan SPM (2025)

b. Proses
soslalisasi
kepada
masyarakat; dan

Rumah

c, Proses
penggantian
untung sesuai
tahapan yang
diatur dalam
Rencana Aksi

Rumah

Bantuan akses
Rumah Sewa
Layak Huni

Penerima

Layanan Realizasl Loyanan

Mutu
Realisasl Anggaran

63,417

Somber
Pendonaan

Iostansi
Pelaksana

DISPERKI
MTAN

Pencupalan SPM [2026)

Tidnk Adn
Relokasi

Program
Pemerintah

65,417

APBD

DISPERKI
MTAN

65,417

APBD

DISPERKI
MTAN

66,058

Bluto

66,058

Instonsi
Pelaksona

DISPERK]
MTAN

66,058

APBD

DISPERKI
MTAN

APBD

DISPERKI
MTAN

66,058

84



Pencapalan SPM {2025) Pencapaian SPM (2026)
Indikator

Sumb Inctanal rf Sumber Instansi
Kinerja / Jenis | Satusn |  Penerima Mutn Inisiasi P, Muta Infslesl | . o7 st
Layanan SPM Laganan Reallsasi Layanan Reallsas Anggaran Pendanaan Pelakanna Lan;yn-m Realisas] Layanan Reaolisasi Anggaran
Dasar Dosar or Daszar

Melakulmn
pengumpulan
data,
perhitungan
kebutuhan, dan
perencanaan
kebutuhan
sesuai dengan
nomenklatur Jumlah

program/keglata | kab/ 65417 o 65.417 0 o 0 APBD DISPERKI | ¢ gsg
n/sub kegiatan kota ' 1 MTAN

{dilakukan
dengan
mengunggah
dokumen form
dan/atau
dokumen
pendukung lainn
ya)

DISPERKI
66,058 0 APED MTAN

Tabel 3.4
Renaksi Penerapan SPM Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Baubau Tahun 2024-2026

Penerima Pencapaian SPM (2024)
Layanan
Indilkator Einccin / Sumbe:
Satuan Dasar Penerima Inieinsi amber
Jenis Layanan SPM Mutu Pend. Instans] Pelakaana
Tahun Layanan Realisasl Realisasl Anggaran ndanaan
2023 Dasar Layanan Dasar
Pelayanan Ketentraman
dan Ketertiban Umum orang 1824 1842 1842 1,469,996,100
(TRANTIBUM) 802,867,975 APBD SATPOL PP
Standar sarana prasarana

Satpol PP datam rangka
mendukung penegakan
perda dan perkada

{jumlah dan kualitas barang
dan jasa : perlengkapan
perorangan, kendaraan unit 35 316 316 - APBD SATPOL PP
operasional jenis
offtoad/jeep, kendaraan
operasional jenis truk kecil,
kendaraan operasional roda
dua, gedung kanter,
perlengkapan operasional)
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Indikator Kinezja /
Jeals Layanan SPM

Penerima
Layanan

Tahun
2023

Pencapaian SPM (2024)

Penerima

Realisasi

Mutu

Layanan Dasar Re: al

Sumber
Pendanaan

Instansi Pelaksana

Standar Operasional
Prosedur (SOP) Satpol PP
dalam rangka penegakan
perda dan perkada*

(SOP penegakan Perda,
Tibumtranmas, pelaksanaan
penanganan unjuk rasa dan
kerusuhan massa,
pelaksanaan pengawalan
pejabat/orang-orang penting,
pelaksanaan tempat-tempat
penting, pelaksanaan
operasional patroli)

dokumen

10

10 10

APBD

SATPOL PP

Standar peningkatan
kapasitas anggota Satpol PP
dan anggota Perlindungan
masyarakat dalam rangka
penegakan perda dan
perkada/PNS yang telah
lulus diklat dasar Satpol PP**
dan satlinmas yang telah
mengikutl peningkatan
kapasitas SDM™*

(jumiah dan kualitas
personil/SDM Satuan Polisi
Pamong Praja, Penyidik
Pegawai Negeri Sipll/PPNS,
Satuan Perindungan
Masyarakat/Satlinmas)

orang

70

70 70

APBD

SATPOL PP

Standar pelayanan yang
terkena dampak gangguan
Trantibum akibat penegakan
hukum pelanggaran Perda
dan Perkada terhadap
pelayanan keruglan material
(berkoordinasi dengan
perangkat daerah yang
membidangi kependudukan,
aset, pekerjaan umum,
perumahan permukiman)
dan pelayanan pengobatan
(betkoordinasi dengan
kesehatan) dalam bentuk
dokumen yang sah dan legal

dokumen

APBD

SATPOL PP

Warga negara yang
memperoleh pelayanan
kerugian materil
(kerusakan akibat
penegakan pelanggaran
Perda dan Perkada, rusak

orang

APBD

SATPOL PP
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IndiEkator Kinezja /
Jenis Layanan SPM

Satuan

Penerima
Layanan

Tahun
2023

Pencapaian SPM {2024)

Penerima
Layanan
Dasar

Realigasl

Mutu

Layanan Dasar Realisasi

Anggaran

Inisiasi

Sumber
Pendanaan

Instansi Pelaksana

ringan, rusak sedang, rusak
berat}

Warga negara yang
memperoleh pelayanan
pengobatan

(pertolongan pertama yang
terkena cidera fisik ringan
akibat penegakan Perda dan
Perkada dan ditindaklanjuti
dengan membawa ke rumah
sakipusat kesehatan
masyarakat bila terkena
cidera fisik sedang dac/atau
berat}

orang

APBD

SATPOL PP

Pelayanan Informasl
Rawan Bencana
(KEBENCANAAN)

orang

108950

108950

1702

55,127,000

APBD

BPBD

Pemetaan terhadap
Iokasi/daerah rawan
bencana melalui
penyusunan dokumen Kajian
Risiko Bencana

(tersedianya KRB dalam
bentuk dokumen yang
sahflegal)

dokumen

APBD

BPBD

ldentifikasi dan pemetaan
terhadap warga negara di
kawasan rawan bencana

orang

108950

108950 1702

55,127,000

APBD

BPBD

Melakukan sosialisasi,
Komunikast, Informasi dan
Edukast (KIE) rawan
bencana

(tatap muka dengan
penduduk di daerah rawan
bencana, melalui media
sosial dan wahana
multimedia)

orang

108950

108950 108950

31,689,000

APBD

BPBD

Penyediaan dan
pemasangan rambu
evakuasi dan papan
informasi publik KIE per jenis
bencana

unit

20

20 20

15,196,000

APBD

BPBD
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Indikator Kinezrja /
Jenis Layanan SPM

Penerima
Layanan

Tahun
2023

Pencapalan SPM (2024)

Penerima,

Layanan
Dasar

Realizasi

Mutu

Layanan Dasar Realisas

Anggaran

Inlsiasi

Bumber
Pendanann

Instansi Pelaksana

Pelayanan Pencegaban
dan Keslapslagaan
Terhadap Bencana

orang

113

2113

160

175,020,000

APBD

BPBD

Sarana prasarana
penanggulangan bencana
(seperti : tenda komando,
mobil rescue, dapur umunt,
tenda posko kesehatan, air
sanitasi, .... dil)

unit

93

APBD

BPBD

Peningkatan kapasitas
personil/fSumber Daya
Manusia (SDM)

(terlatihnya aparatur yang
menangani sub-urusan
bencana dan Warga Negara
yang berada di kawasan
rawan bencana)

orang

160

320 160

175,020,000

APBD

BPBD

Pelayanan Penyelamatan
dan Evakuasi Korban
Bencana

orang

33,849,000

APBD

BPBD

Aktivasi sistem komando
penanganan darurat
bencana

{teflaksananya koordinasi
sistem komando oleh
pusdalops penanggulangan
bencana dalam penyiapan
petugas penanganan darurat
bencana)

pasko

31,680,000

APBD

BPBD

Pendataan terhadap warga
yang terkena/menjadi korban

‘bencana

orang

10 10

8,000,000

APBD

BPBD

Melakukan respon cepat
darurat bencana
(penyediaan dokumen kaji
cepat dan penetapan status
darurat bencana)

dokumen

11,180,000,0

APBD

BPBD

Respon Cepat kejadian luar
biasa (KLB) penyakitwabah
zocnosis prioritas

(tespon secara cepat setiap
hasil penetapan status KLB

kurang dari 24 jam)

fayanan

11,295,000.0

APBD

BPRD

Pelaksanaan pencarian,
perfolongan evakuasi korban
bencana

layanon

11,374,000.0

APBD

BPBD
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Indikator Kinerja /
Jenis Layanan SPM

Penerima
Layanan

Tahun
2023

Pencapalan SPM {2024)

Pcnerima
Layanan

Realisasi

Mutu
Layanan Dasar

Realisasi

Anggaran

Inislasi

Sumber
Pendanann

Instansi Pelaksansa

Pelayanan Penyelamatan
dan Evakuas! Korban
Kebakaran (DAMKAR)

orang

385

385

2,031,036,000

APBD

DAMKAR

Tingkat waktu tanggap
(response time) 15 menit
sejak diterimanya
informasliflaporan sampai
tiba di fokas! dan siap
memberikan layanan
penyelamatan dan evakuasi
{Layanan Pemadarsan,
Penyelamatan dan Evakuasi
oleh Dinas Damkar dan
Penyelamatan danfatau
kelompek refawan pemadam
kebakaran/redkar)

layanan

14

14

15,382,000

APBD

DAMKAR

Prosedur operasional
penanganan kebakaran,
penyelamatan dan evakuasi
(seperti SGP MKKG,
Pemadaman di Pemukiman,
... dst)

dokumen

APBD

DAMKAR

Sarana prasarana pemadam
kebakaran

(pos damkar & mobil damkar
sebagai contoh : mobil
damkar, kapal damkar, mobil
Penyelamatan, mobil tangki
air, mobil komando, ... dll.),
penyelamatan dan evakuast
(helm petugas
Penyelamatan, jaket, ... dil}

unit

126

126

1,590,000,000

APEBD

DAMKAR

Kapasitas aparatur
pemadam kebakaran dan
penyelamatan/Sumber Daya
Manusia

{umlah aparatur SDM
damkar yang tefah mengikuti
pelatihan, minimat
pemadam)

ordng

22

22

408,642,000

APBD

DAMKAR

Pelayanan pemadaman,
penyelarnatan dan evakuasi
bagi warga negara yang
menjadi korban kebakaran
{korban jiwa langsung)

layanon

23

23

APBD

DAMKAR
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Indikator Kinerja /
Jenis Layanan SPM

Satnan

Penerima
Laysnan

Tahun
2023

Pencapaion SPM (2024)

Penerima
Layanan

Realisasi

Mutu

Layanan Dasar

Realisasi

Anggaran

Sumber
Pendanaan

Instansi Pelaksana

Pelayanan penyelamatan
dan evakuasi bagi warga
negara yang terdampak

kebakaran

(korban Jiwa yang

mengalami luka fisik,
hilangnya nyawa, mengalami
trauma, serta dampak sosial

akibat kebakaran)

fayanan

50

50

16,012,000

APBD

DAMKAR

No

1ndilator
Kinerja f Jenis
Layuanan SPM

Satuan

Peacapaian BPM (2025]

Penerima

Layonaen
Dasar

Reallsasi

Muta

Loayanan
Dasar

Realisasl

Sumber
Pendana

Pencapaian SPI (2026)

Pelnkaana

7

Dasar

Realisas]

Muta

Layanan
Dassr

Recalisasi

Sumber

Pendana Ins

Pelnkaann

Pelayanan
Ketentraman dan
HKetertiban Umum
[TRANTIBUM)

crang

1860

1860

1,763,995,3
20

1,469,991
o0

APBD

SATPOL PP

1878

1878

2,116,794,384 | 1,763,995,320

APBD SATPUOL PP

Standar sarana
praséarana Satpol
PP dalam rangka
mendukung
penegakan perda
dan perkada
{jumiah dan
kualitas barang
danjasa:
perlengkapan
perorangan,
kendzraan
cpesasional jenis
offroad/jeep,
kendaraan
operasional jenis
truk kezil,
kendaraan
oparasional reda
dua, gedung
kantor,
perlengkapan

unit

316

316

APBD

SATPOL PP

316

36

APBD SATPOL PP

operasicnal)
Standar
Operasional
Prosedur (SOP)
Satpol PP dalam
rangka penegakan
perda dan
perkada®

{SOP penegaken
Perda,
Tibumtranmas,

dokumen

10

APBD

SATPOL PP

10

APBD SATPOL PP

pelaksanaan

20




No

Indikator
Hinetja / Jenls
Layanan SPM

Satuan

Pencapaian 8PM (2025)

Penexlnn

Layanan
Dasar

Realisasl

Mntu
Layonan
Dasar

Reslisasl

Anggaran

S8umber
Pendana

Instansi
Pclahsana

Pencapnion SPM (2026)

Penerima
Layanan
Dasar

Realisasi

Mutu
Layanan
Dasar

Realisasi

Sumber
Pendona

Inctansi
Pelaksana

penanganan unjuk
rasa dan
kerusuhan massa,
pelaksanzaan
pengawalan
pejebatiorang-
orang penting,
peleksanaan
tempat-tempat
penting,
pelaksanaan
operasional
patrol)

Standar
peningkatan
kapasitas anggota
Satpol PP dan
anggota
Perlindungan
masyerakel dalam
rangka peregakan
perda dan
perkada/PNS yang
teleh |ulus diklat
dasar Satpol PP~
dan sallinmas
yang telah
mengikut
peningkatan
kapasitas SOM***
(jum!ah dan
kualitas
personiVSOM
Satuan Pelisi
Pamaeng Praja,
Penyidik Pegawai
Negeri Sipi/PPNS,
Satuan
Petlindungan
Masyarakat/Satlin
mas}

arang

70

70

APBD

SATPOL PP

70

70

AFPBD

SATPOL PP

Standar pelayanan
yang lerkena
dampak gangguan
Trantibum akibat
penegakan hukum
pelanggaran
Perda dan
Perkada terthadap
pelayanan
kerugian material
(berkoordinasi
dengan perangkat
daerah yang
membidangi
kependudukan,
aset, pakerjaan
urmum, perumahan
permukimar) dan

dokumen

APBD

SATPOL PP

APBD

SATPCL PP
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No

Indikntor
Kincxia / Jenls
Layanan SPBT

Satuan

Pencapalan SPM (2025)

Penerima

Dasar

Muta
Layanan
Dasar

Renlisasi

Anggaran

Inisjasl

Pencapalan SPM [2026)

Realisasi

Muta

Layanan
Dasar

Realisasi

Sumber
Pendonn

Ingtansl
Pelaksann

pelayanan
pengobatan
(barkoordinasi
dengan
kesehatan) dalam
bentuk dokumen
_yang sah dan legal

Warga negara
yang mecmperalsh
pelayanan
kerugien materil
{kerusakan akibat
penegakan
pelanggaran
Parda dan
Perkada, rusak
ringan, rusak
sedang, rusak
bersl)

orang

APBD

SATPOL PP

AFRD

SATPOL PP

Warga negara
yang memperoleh
pelayanan
pengebatan
{pertolongan
pertama yang
terkena cidera fisik
ringan akibat
penegakan Perda
dan Perkada dan
ditindaklanjuti
dengan membawa
ka rumah
sakit/pusal
kesehatan
masyarakat bila
terkena cidera fisik
sextang danfatau
berat)

orang

APBD

SATPOL PP

APBD

SATPOL PP

Pelayanan
Informas] Rawan
Bencana
{KEBENCANAAN)

orang

108950

1850

60,000,000

BPED

108950

1950

66,000,000

APBD

BPBD

Pemetaan
terhadap
\okasi/daerah
rawan bencana
melalui
penyusunan
dokumen Kajian
Risiko Bencana
(tersedianya KRB
dalem bentuk
dokumen yang
sah/lsgal)

dokumen

APBD

BFBD

200,000,000

APBD

BPED
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No

Indikator
Kinerja [ Jenis
Layanan SPM

Satuan

Pencapalan BPM [2025)

Penerima

Dasar

Blutn
Layanan
Dasar

Realisasl

Inisiasl

Sumber
Pendana

Instansi
Pelaksana

Pencapaian SPM (2026)

Penerima
Layanan

Realisasi

Muta
Layanpn
Dasar

Realisasi

Sumber
Pendana

Instansl
Pelaksana

Identifikasi dan
pemetaan
terhadap warga
negara di kawasan
rawan bencana

orang

108950

1850

60,600,000

APBD

BPFBD

108950

66,000,000

APBD

BPBD

Melakukan
sasialisasi,
Komunikasi,
Informssi dan
Edukasi (KIE)
rawan'bencana
{tatap muka
dengan penduduk
di deerah rawan
bencana, melalui
media sosial dan
wahana

orang

105000

109000

34,858,000

APED

BFBD

109050

1090650

35,206,500

APBD

BPBD

muitimedia)
Penyediaan dan
pemasangan
rambu evakuasi
dan papan
infarmasi publik
KIE per jen's
bencana

unit

30,000,000

APBD

BPED

40

40

45,000,000

APBD

BPBD

Pelayanan
Pencegahan dan
Keslfapslagaan
Terhadap
Bencana

orong

9113

180

190,000,000

APBD

BFBD

9113

200

205,000,000

APBD

BPBD

Sarang prasarana
penanggulangan
bencana

(seperti : tenda
komendo, mabil
rescus, dapur
umum, tenda
posko kesehatan,
air santtasi, ... dil}

unir

APBD

BPBD

120

100

230,000,000

APBD

BPBD

Peningkatan
kapasitas
personifSumber
Daya Manusia
{SDM)
(terlatihnya
aparatur yang
menangani sub-~
urusan bencana
dan Warga Negara
yang bgrada di
kawasan rawan
bencana)

orang

320

180

150,000,000

APBD

BPBD

200

205,000,000

APBD

BPBD
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Indikator
Kinerja / Jenis
Layanan SPM

Satman

Pencapailan 5PN (2025)

Penerima

Dasax

Realisasi

Muta
Layanan
Dasar

Realisasi

Anggaran

Pencapaian SPH (2026)

Pendana

Pelaksana

Layapan
Dasar

Realisasi

Mutun

Layanan
Dasar

Realisasi

Sumber
Pendana

Pelaksana

Pelayanan
Penyelamatan
dan Evakuasl
Korban Bencana

orang

37,500,000

AFPBD

BPBD

42,000,000

APBD

BPBD

Aldivasi sistemn
komando
penanganan
darurat bencana
(terlaksananya
koardinasi sistem
komanda oleh
pusdaiops
penanggulangan
bencana dalam
penyiapan petugas
penanganan
canural bencana)

35,000,000

BPBED

38,500,000

APBD

BPBD

Pendataan
terhadap warga
yang
terkena/menjadi
kerban bencana

orang

12

10,000,000

APBD

BPBD

15

15

12,000,000

APBD

EPBD

Melakukan respon
cepat darurat
bencana
(penyedizan
dokumen kaji
cepat dan
penetapan status
darural bencana)

dekumen

12,500,0G0.
0

BPBD

15,000,000

APRD

BPBD

Respaon Cepat
kejadian [uar biasa
(KLB)
penyakittwabah
zoonosis prioritas
(respan secara
cepat setiap hasil
penetapan status
KLB kurang dari
24 fam)

layanan

12,700,000,
0

APBD

BPBD

15,500,000

APBD

EPBD

Palaksenaan
pencarian,
pertolongan
evekuasi kersan
bencana

layenonr

1

ik

13,000,000,
Q

APBD

BPBED

11

11

16,000,000

APBD

BPBD

Pelayanan
Penyefamatan
dan Evakuasi
Korban
Kebakaran
(DAMKAR)

orang

435

435

2,069,642,0
g

APBD

DAMKAR

490

2,089,642,000

APED

DAMKAR

Tingkat wakiu
tanggap {responss
time) 15 manit
s¢jak diterimanya
informasiflaporan

layanan

23

23

25,000,000

APBD

DAMKAR

23

23

30,000,000

AFBD

DAMKAR
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Indikator
Einerja / Jenis
Layanan SPM

Satnan

Pencapoadan BPM {2025)

Penerima

Dasar

Realisasi

Muta
Laynnan
Dasar

Realisnsi

Anggaran

Inisiasi

Sumber
Pendana

Pencapalan SPM {Z026)

Pelaksana

Realisasl

DMutu
Layanan
Dasar

Realisasl

Pelaksana

sampai tiba di
{okasl gan slap
memberikan
layanan
penyelamaten dan
evakuasi

(Layanan
Pemedaman,
Penyelamatan dan
Evakuasi olgh
Dinas Damkar dan
Penyelamalan
danrfatau kelompek
relawan pemedam
kebekaranfredkar)

Prosadur
aperasional
penanganan
kebakaran,
penyelamatan dan
evakuasi
(seperti SOP
MKKG,
Pemadaman i
Pemukiman, ...
gst.)

dokumen

APBD

DANMKAR

15,000,000

APBD

DAMKAR

Sarana prasarana
pemadam
kebakaran

{pos damkar &
mabif damkar
sabagai contoh :
mobil damkar,
kapal damkar,
mobil
Penyelamatan,
mobil tangki air,
mebil komando, ...
dil.), penyelamatan
dan evakuasi
{heim petugas
Penyelamatan,
jaket, ... dIL)

unit

15

1,590,000,0
00

DAMKAR

20

20

1,590,000,000

APBD

CAMKAR

Kapasilas aparatur
pemadam
kebakzaran dan
penyelamataniSu
mber Daya
Manusia

(jumlzh aparatur
SDM damkar yang
telah mengikuti
pelatihan, minimal
pemedam 1)

orang

20

20

409,642,000

DAMKAR

20

409,642,000

APBD

DAMKAR

Pelayanan
pemadaman,
panyalamatan dan
evakuasi bagi

warga negara

layaran

23

23

25,000,000

APBD

DAMKAR

23

23

30,000,000

APBD

DAMKAR
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No

Pencapaian SPM (2025)

Indikator
Kinerja f Jenis
Layanan SPM

Satuan

Penerima
Layanan
Dasar

Auta

Layanan
Dasar

Realisasi

Realisasi

Sumber
Pendana

Pelaksana

Pencapalan SPM {2026)

Mutn

Layapan
Dasar

Realisasi Realizasi

Anggaren

Snmber

Pend Instansi

Pelalegana

yang menjadi
karban kebakeran
{kerban jiwa
langsung)

Pelayanan
penyelamatan dan
evakuzsi bagi
warga negara
yang terdampak
kebakaran
(karban jiwa yang
mengalami uka
fisik, hilangnya
nyawa, mengalami
trauma, serta
dampak sosial
akibat kebakaran)

fayanon

20,000,000

APBD DAMKAR

26,000,000

APBD DAMKAR

Tabel 3.6

Renaksi Penerapan SPM Urusan Sosial Kota Baubau Tahun 2024-2026

Indilmator Kinerja / Jenis
Layanan SPM

Penerima

Pencapaian SPM (2024)

Layanan
Dasar
Tahun
2023

Penerima

Layanan Dasar

Realigasi

HMutu
Layanan Dasar

Realigasi

Anggaran

Inislasi

Sumber
Pendanaan

Instansi Pelaksana

Rehabilitas! Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas Tedantar di
Luar Panti Sosial

orang

300 0o

417,230,300

APBD

DINAS SOSIAL

Layanan data dan pengaduan

layanan data yang diberikan kepada
disabilitas terfantar untuk diusulkan
masuk dalam data tarpadu
kesejahteraan sosig! (DTKS)

layanan pengaduan merupakan sarana
urntuk menerima dan mepindaklanjuti
informas? berupa pengaduan, keluhan,
dan/atau pertanyaan yang disampaikan
olgh masyarakat kepada dinas sosial
dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial

Orang

300

100

APBD

DINAS SOSIAL

Penyediaan layanan
kedaruratan/layanan reaksi
cepat

layanan kedaruratan/ layanan
reaks! cepat merupakan
tindakan penanganan segera
yang dilzkukan oleh dinas seslal
dan/atau Pusat Kesejahteraan
Soslal kepada penyandang
disabilitas terlantar

Crang

300

100

APBD

DINAS SOSIAL
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Indikator Kinerfa f Jenis
Layanan BPM

Pencrima

Pencapaian 8PM (2024)

Tahun
2023

Penerima
Layanan Dasar

Realisasi

Mutu
Layanan Dagar

Realisasi

Anggaran

Sumber
Pendanaan

Instansi Pelaksana

Penyediaan parmakanan

{layanan yang dilakukan oleh dinas
sosial dan difasilitasi melelui lembaga
yang ditetapkan oleh dinas sastal
dan/atau di Pusat KeseJahteraan Sosial
yang berkedudukan di desa/
kelurahan/inama lain dan disesuaikan
dengan indeks permakanan/orang/her)

Orang

300

100

32,118,000

AFBD

DINAS SOSIAL

Penyedizan sandang

{berupa pembelian pakaian, pembelian
perengkapan mandi, pembelian
kebutuhan Knusus untuk perempuan
dewasa, balita, dan yang mengalami
bedridden, pembellan alas kakidan .
kebutuhan lainnya)

Crang

300

100

APBD

DINAS SOSIAL

Penyediaan alat bantu

{kursi roda, kaca mata, pemeriksaan &
pengukuran, alat bantu dengar, kruk,
fripad, tongkat putih, tongkat penuntun
adapt, regletiziat tufis untuk tuna nefra
dan sesuai dengan kebutuhan
pensrima disailitas)

Orang

300

100

44,201,400

APBD

DINAS SOSIAL

Penyediaan perbekalan kesehtatan
(chat umum, mbangan, pengukur
tinggi badan, termaometer dan lainnya

Orang

300

AFBD

DINAS SOSIAL

sesuai dengan kebutuhan)

Pemberizn bimbingan fistk, mental,
spiitual dan sosial

bimbingan fisik adalah kegiatan untuk
memethara dan meningkatkan
kesehatan jasmani penerima
pelayananfolahragafoutbound/gym
bimbingan menia! dan spiritual adalah
kegiatan yang dilakukan untuk
meningkatian mental dan spiritual
bimbingan sosial adalah layanan
bantuan psikologis yang ditujukan
mengatasi masalah psiososlal agar
dapat meningkatkan keberfungsizn
scstal

(seperti pekerja sosial, alat peraga. alat

Orang

360

450

132,588,900

APBD

DINAS SOSIAL

fulis)

Pemberian bimbingan sostal kepada
keluarga penyandang disabilitas
terlantar

(pembesian bimbingan sosial kepada
keluarga penyandang disabilitas
{erlantar serta masyarakat dilakukan
oleh dinas soslal, dan

difasilitas! mefalul lembage yang

Orang

300

100

77,247,000

APBD

DINAS SOSIAL

ditstapkan cleh dinas sosial di Pusat
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Indikator Einerja / Jenis
Layanan SPM

Penerima
Layanan

Tahun
2023

Pencapaian SPM (2024)

Penerima
Layanan Dasar

Realisasi

Mutu
Layanan Dasay

Realisasi

Anggaran

Inisiasi

Sumber
Pendanaan

Instansi Pelaksana

Kesejahteraan Sosial yang
berkedudukan di desakelurahan/nama
lain, danfatau di lingkungan
keluarga/masyarakat)

Fasilitasi pembuatan Nomor Induk
Kependudykan/Bukti kepemilikan NIX

Crang

300

100

APBD

DINAS SOSIAL

10

Akses ke layanan pendidikan dan
kesehatan dasar

{fasilitasi layanan pendidian sekolah
dan kesehatan dasar
puskesmas/klinik/umah sakit)

Orang

Rl

APBD

DINAS SOSIAL

Pemberian pelayanan penglusuran
keluargafBukii keberadazn keluarga
{pencarian keluarga penyandang
disabilitas ferfantar untuk tujuan
reunifikasi)

Orang

300

100

1,581,000

APED

DINAS SOSIAL

Pembeian pelayanan reunifikasi
keluarga

{pemulangan dan penyatuan kembah
penyandang disabilitzs tedantar
dengan kelvarga yarg dapat
memberikan perawatan danfatau
pendampingan sehingga berada di
lingkungan yang ferindurgi}

Orang

300

100

10,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

l.ayanan rujukan

(layanan yang diberikan kepada
penyandang disabilitas tefantar yang
membutuhkan [ayaran lebih lanjut dan

layanan lainnya)

Orang

00

91

119,484,060

APBD

DINAS SOSIAL

Rehabilitasi Sesial Dasar Anak
Terlantar di Luar Panti Sesial

orBng

10

50

50

151,602,000

APBD

DiNAS SOSIAL

Layanan data dan pengaduan

layanan data yang diberikan kepada
disabilitas tertantar untuk dirsulkan
masuk dalam data terpadu
kesejahteraan sosial {DTKS)

layanan pengaduan merupakan sarana
untuk menerima dan menindzklanjuti
informasi berupa pengaduan, keluhan,
dan/atau pertanyaan yang disampaikan
cleh masyaraka kepada dinas sosial
dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial

Orang

APED

DINAS SOSIAL

Penyediaan layanan
kedaruratanfayanan reaksi cepat
layanan kedaruratantayanan reaksi
cepat merupakan tindakan
penanganan segera yang dilakukan
¢leh dinas soslal dan/atau Pusat
Kesejahteraan Sosial kepada anak
ferlantar

Orang

50

APBD

DINAS SOSIAL
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Indikator Einerja [ Jenis
layanan SFN

Penerima
Layanan

Tahun
2023

Pencapaian SPM (2024)

Penerlma
Layapan Dasar

Realisasl

Mutu
Layanan Dasar

Anggacan

Inigiasi

Sumber
Pendanaan

Instansi Pelaksana

Penyediaan permakanan
{tayanan yang ditakukan oleh dinas
sostal dan difasiltasi melalui lembaga
yang ditetapkan oleh dinas soslal
dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial
yang berkedudukan di
desakelurahanfnama lain dan
disesuaiken dengan indeks
pemmakanan/orang/hari)

Crang

10

50

32,118,000

APBD

DINAS SOSIAL

Penyediaan sandang

{berupa pembelian pakaian, pembelian
pestengkapan mandi, pembelian
kebuluhan khusus untuk perempuan
dewasy, balita, dan yang mengalami
bedridden, pembelian alas kaki dan
kebutuhan lainnya)

Grang

10

§0

APBD

DINAS SQSIAL

Penyediaan perbekalan kesahatan
{abal umum, Embangan, pengukur
tinggt badan, termometer dan lainnya
sesuai dengan kebutuban)

Orang

APBD

DINAS SOSIAL

Pemberian bimbingan fisik, mental,
spiriluat dan sosial

bimbingan fisk adalah kegiatan untuk
memelihara dan meningkatkan
kesehatan jasmani penerima
pelayananiolahragafoutboundfgym
bimbingan mental dan spiritual adalah
kegiatan yang dilakukan untik
meningkatkan mental dan spirtuel
himbingan scsial adalah layanan
bantuan psikologs yang ditujukan
mengatasi masalah psikesosial agar
dapat meningkatkan keberfungsian

sosial
{seperti pekerja sosial, lat peraga, alal
_ulis)

Orang

50

APBD

DINAS SOSIAL

Pemberian himbingan sosial kepada
keluarga anak ledantar

{pemberian bimbingan sostal kepada
kefuarga anzk terlantar serta
masyarzkat dilakukan gleh dings
sosial, dan

ditasifiasi melslui lembaga yang
ditetapkan oleh dinas scsial di Pusal
Kesejahteraan Sosial yang
berkedudukan di desakelershaninama
lain, danfatau di lingkungan

keluarga/masyarakat)

Orang

10

50

APBD

DINAS SOSIAL

Fasilitasi pembuatan Nomor [nduk
¥ependudukan/Bukii kepemiikan NiK

Orang

10

51

APED

DINAS SOSIAL
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Indikator Kinerja / Jenis
Layanan SPM

Penerima
La;

Pencepalan 8FM (2024)

Tabun
2023

Penerlma

Realizasi

Mutu
Layanan Dasar

Realisasi

Anggaran

Inisiasi

Sumber
Pendanaan

Instansi Pelaksana

Akses ke layanan pendidikan dan
kesehatan dasar

{fasilltasi Jayanan pendidikan sekolah
dan kesehatan dasar
puskesmas/kinikiumah sakif)

Qrang

10

52

APBD

DINAS SOSIAL

Pemberian pelayanan penelusuran
keluarga/Bukti keberadaan kelvarga
(pencarian keluarga anak tevantar
uniuk tufuan reunifikasi)

Crang

10

50

APBD

DINAS SOSIAL

Pemberian pelayenan reunifikast
keluarpa

(pemulangan dan penyatuan kembali
anzk tedantar dengan keluarga yang
dapat memberikan perawatan dan/atau
pendampingan sehingga berada di

lingkungan yang terindungi)

Orang

10

50

APBD

DINAS SOSMAL

12

Layanan rujukan

(layanan yang diberikan kepada anak
testantar yang membutuhian layanan
lebih lanjut dan layanan [ainnya)

Orang

160

91

119,484,000

APBD

DINAS SOSIAL

Rehabilitasi Soslal Dasar Lanjut Usia
Tesdantar di Luar Pantl Sosial

orang

126

50

50

APBD

DINAS SOSIAL

Layanan data dan pangaduan
layanan data yang diberikan kepada
disabilitas tedantar untuk diusulkan
masuk dalam data terpadu
kese]ahteraan sosial (DTKS)
{ayanan pengadvan merupakan sarana
untuk menerima dan menindaklarjut
informasi berupa pergaduan, keluhan,
dan/atau pertanyaan yang disampaikan
olch masyarakat kepada dinas sostal
dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial

Orang

126

APBD

DINAS SOSIAL

Penyediazn layanan
kedaruratan/layanan reaks! cepat
layanan kedaruratan/layanan reaksl
cepat merupakan lindakan
penanganan segera yang dilakukan
cleh dinas sosial dan/atau Pusat
Kesejahteraan Sosial kepada tanjut
usia terlantar

Orang

126

APBD

DINAS §OSIAL

Penyediaan permakanan

{Tayanan yang ditakukan oleh dinas
sosfal dan difasilltas! me'alui lambaga
yang ditetapkan oleh dinas sosial
dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial
yang barkedudukan di
desatkelurahan/nama lain dan

disesuzikan dengan indeks

Orang

126

APBD

DINAS SOSIAL
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Indikator Kinerja [ Jenis
Layanan SPM

Penerima
Layanan
Dasar
Tahun
2023

Pencapaian SPH (2024)

Penerima
Layanan Dasar

Realisasi

Mutun
Layanan Dasar

Realisasi

Anggaran

Inisiasi

Sumber
Pendanaan

Instansi Pelaksana

permakanan/orang/ari)

Penyedizan sandang

{berupa pembelian pakaian, pambelian
perengkapan mandi, pembelian
kebutuhan khusus untuk perempuan
dewasa, balita, dan yang mengalami
bedridden, pembelian alas kaki dan
kebutuhan lainnya)

Orang

126

APBD

DINAS SOSIAL

Penyediaan afat bantu

{kursi 10da, kaca mata, pemeriksaan &
pengukuran, alat bantu dengar, kruk,
tripod, tongkat putih, tongkat penuntun
adaptif, regletialat tulis untuk tuna netra
dan sesual dengan kebutuhan
penerima disabilitas)

Crang

126

APBD

DINAS SOSIAL

Penyediaan perbekalan kesehatan
{obat umum, imbangan, pengukur
tinggt badan, termometer dan lainnya
sesual dengan kebutuhan)

Orang

126

APBD

DINAS SOSIAL

Pemberian bimbingan fisik, mental,
spiritual dan sosial

bimbingan fisik adalah kegiatan untuk
memelihara dan meningkatkan
kesehatan jasmani penerima
pelayanan/olahraga/outbound/gym
bimbingan mental dan spiritual adalah
kegiatan yang dilakukan untuk
meningkatkan mental dan spiritual
bimbingan sosial adalah layanan
bantuan psikelegis yang ditujukan
mengatasi masalah psikososial agar
dapat meningkatkan keberfungsian
sosial

(seperti pekerja sosial, alat peraga, dlal
tulis)

Crang

126

APBD

DINAS SOSIAL

Pemberian bimbingan sosial kepada
ketuarga lanjul usia terlantar
{pemberian bimbingan sosial kepada
keluarga lanjut usia terlantar serta
masyarakal dilakukzn oleh dinas
sosial, dan

difasifitasi mefalti lembaga yang
ditetapkan cleh dinas sosial di Pusat
Kesejahteraan Sosfal yang
berkedudukan di desafkelurzhanfnama
lain, danfatay di ingkungan
kelugrqafmasyarakat)

Orang

126

APBD

DINAS SOSIAL

Fasilitasi pembuatan Nomor Induk
Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK

Crang

126

10

APBD

DINAS SOSIAL
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Indikator Kinerja / Jenis
Layanan SPFM

Penerima
Layanan

Tahun
2023

Pencapaian SPR (2024)

Penerima
Layanan Dasar

Realisasi

Mutu
Layanan Dasar

Realisasi

Anggaran

Sumber
Pendanaan

Instansi Pelaksana

Akses ke layanan pendidikan dan
kesehatan dasar

{fasilitasi layanan pendidikan sekotah
dan kesehatan dasar
puskesmasi/Kinikiumah sakit)

Crang

26

APBD

DINAS SOSIAL

1"

Pemberian pelayanan penelusuran
keluarga/Bukti keberadaan
keluarga{pencarian keluarga lanjut usia
teslantar untuk tujuan runifikasi)

. Orang

126

APBD

DINAS SGSIAL

12

Pemberian pelayanan reunifikasi
kelarga

{pemulangan dan penyatuan kembali
lanjut usia telantar dengan keluarga
yang dapat memberikan perawatan
dan/atau pendampingan sehingga
berada di lingkungan yang terfindungi)

Orang

126

AFBD

DINAS SOSIAL

13

Layanan rujukan

(layanan yang diberikan kepada fanjut
usia terlantar yang membutukkan
layanan tebin larjut dan layanan
tainnya)

Orang

26

‘APBD

DINAS SOSIAL

Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna
Soslal Khususnya Gelandangan dan
Pengemis di Luar Panti Soslal

orang

18

170

170

APBD

DINAS SOSIAL

Ada Gepenf

l.zyanan data dan pengaduan

layanan data yang diberikan kepada
disabilitas terdantar untuk diusulkan
masuk dalam data terpadu
kesejahteraan sosial {DTKS)

layanan pengaduan merupakan sarana
untuk menerima dan menindaklanjuti
informasi berupa pengaduan, keluhan,
dan/atau pertanyaan yang disampaikan
oleh masyarakat kepada dinas sosial
dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial

Orang

APED

DINAS SOSIAL

Penyediaan layanan
kedaruratanfiayanan reaksi cepat
layanan kedaruratanfiayanan reaksi
cepat menipakan findakan
penanganan segera yang dilakukan
oleh dinas sosial danfatau Pusat
Kesejahleraan Sosial kepada
gelandangan dan pengernis

Orang

APBD

DINAS SOSIAL

Penyediaan permakanan

{layanan yang dilakukan olsh dinas
sosial dan difasilitasi melalui lembaga
yang ditetapkan oleh dinas sosial

Orang

50

APBD

DINAS SOSIAL
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Indilator Kincrja / Jenis
Layanan SPM

Penerima
Layanan
Dasar
Tahun
2023

Pencapaian 8PM (2024)

Penerima

Realisasi

Futu
Layanan Dasar

Realisasi

Anggaran

Sumber
Pendanaan

Instansi Pelaksana

dan/atau di Pusat Kesejahterazn Sesial
yang berkedudukan di
desaskelurahan/nama lain dan
disesuaiken dengan indsks
pemmakanan/orang/hari)

Penyediazn sandang

(berupa pembelian pakaian, pembelian
perlengkapan mandi, pembelian
kebutuhan khusus untuk perempuan
dewasa, balita, dan yang mengalami
bedridden, pembelian alas keki dan
kebutuhan lainnya)

Orang

-APBD

DINAS SOSIAL

Penyediaan perbekalan kesehatan
{cbat umum, fimbangan, pengukur
tinggi badan, termometer dan lainnya

sesual dengan kebutuhan)

Orang

-APBD

DINAS SOSIAL

Pemberian bimbingan fisik, mental,
spiritual dan sasial
bimbingan fisik adalah kegiatan untik
memelihara dan meningkatkan
kesehatan jasmani penesima
pelayanan/olahraga/outhoundigym
bimbingan mental dan spiritual adalah
kegtatan yang dilakukan untuk
meningkatkan mental dan spirtual
bimbingan sosial adalah layaran
bantuan psikologis yang ditujukan
mengatasi masalah psikososial agar
dapat meninglatkan keberfungsian
sosial
{seperti pekerja sosial, alat peraga, alat
_tuls)

Crang

-APBD

DINAS SOSIAL

Pembesian bimbingan sosial kepada
keluarga gelandangan dan pengemis
(pemberian bimbingan sosial kepada
keluanya getandangan dan pengemis
serla masyarakat dilakukan oleh dinas
sosial, dan

difasilitasi melalul lembaga yang
ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat
Kesejahteraan Sosial yang
berkedudukan di desakelurahan/nama
lain, dan/atay df lingkungan
keluargalimasyarakat)

Orang

-APBD

DINAS SOSIAL

Fasfitasi pembuatan Nomer Induk
Kependudukan, Kartu Tanda
Penduduk, Akta Kelahiran, Surat
Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak /
Bukti dokumen kependudukan

Orang

APBD

DINAS SOSIAL
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Indikator Kinerja / Jenis
Layanan SPM

Satuan

Pencrima
Layanan

Tahun
2023

Pencapaian SPM (2024)

Penerima
Layanan Dasar

Realisasi

Mutu
Layanan Dasar

Realisasi

Inisiasi

Sumber
Pendanaan

Instansi Pelaksana

Ahses ke layanan pendidikan dan
kesehatan dasar

{fasilitzsi layanan pendidikan sekolah
dan kesehatan dasar
puskesmas/dinikirumah sakit)

Crang

50

APBD

DINAS SOSIAL

10

Pembesian petayanan penelusuran
keluarga/Bukti keberadaan keluanga
(pencarian keluarga gefandangan dan
pengemis untuk tujyan reunifikasi)

Orang

-ARBD

DINAS SOSIAL

11

Pemberian pelayanan reunifikasi
keluarga

{pemulangen dan penyatuan kembali
gelandangan dan pengemis dengan
keluarga yang dapat memberkan
perawatan danfatau pendampingan
sehingga berada di lingkungan yang
tedindung)

Crang

APBD

DINAS SOSIAL

Layanan rujukan

{layanan yang diberikan kepada
gefandangan dan pengemis yang
membutuhkan layanan lebih lanjul dan
layanan lainnya)

Crang

-APBD

DINAS SOSIAL

TidakAda Gepeng (Lamplrkan Surat
Keterangan TTD KDH dan lakukan
Tahapan Penerapan SPM

Perlindungan dan Jaminan Soslal
Pada Saat dan Setelah Tanggap
Darurat Bencana Bagl Korban
Bencana Daerah Kabupaten/Kota

orang

2708

2500

2500

165,867,000

-APBD

DINAS SOSIAL

Terjadl Bencana

Penyediaan permakanan
(penyediaan permakanan secara
keseluruhan untuk kerban bencana
alam, bencana sosial den bencana
non-alam dalam bentuk bahan
makanan dan makanan stap saji
danfalau makanan [2innya sesuai
kebutuhan)

Orang

150

150

141

17,867,000

-APBD

DINAS SOSIAL

Penyedigan sandang

{pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan
kebutuhan khusus perempuan dewasa,
pakaian anak laki-Jaki dan perernpuan,
pakaian seragam sekolah anzk laki-
laki, pgkaian seragam sekolah anak
perempuan, pakaian [zinnya sesuai
kebutuhan, selimut, danfatzu Kidware
dan penyediaan lainnya sesual dengan
kebutuhan)

Orang

100

148,000,000

APBD

DINAS SOSIAL
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No

Indikator Kinerja / Jenis
Layanan SPM

Penexima
Loyanan

Tahun
2023

Pencopaian SPM (2024)

Penerima
Layanan Dasar

Mutu
Layanan Dasar

Reallsasi

Sumber
Pendanaan

Instansi Pelaksana

Penyediaan tempat penampungan
pengungsi

(tenda pengungsi, tenda keluarga,
tenda dapur umum, tenda gulung,
tenda lagistik, veltbed, matras/tikar/alas
tidur, dan/atau kelengkapan tempat
penampungan sementara lainaya
sesuai kebutuhan)

Unit

220

20

APBD

DINAS SOSIAL

Penanganan khusus bagi kelompak
rentan

{menspakan bantuan khusus yang
diberikan kepada Lanjut Usia, ibu
hami!,IPenyandang Disehilitas, dan
Anak seperti popok, susu, loilet khusus
disabllitas dsh.)

Orang

-APBD

DINAS SOSIAL

Pelayanan dukungan Psikososial
(upayafdukungan yang dilakukan cleh
individy, kelompokkomunitas diluar diri
datam sebuah interaksi sosial dalam
kehidypan sehari-hari yang penuh
kasih sayang, ¢inta, perindungan dan
membantu penyesuaian dirl terhadap
masalah/situasi sulit yang dhadapi,
seperti terap! kejiwaan, edukasi anak,
hiburanfrauma heafing, dsb.)

Orang

-APBD

DINAS SOSIAL

Melakukan pengumpulan data,
perhitungan kebutuhan, dan
perencanaan kebutuhan sesuai dengan
nomenklatur program/kegiatan/sub
kegiatan (dilakvkan dengan
mengunggah dokurmnen form danfateu
dokumen pendukung lainnya)

Jumlah
kab/kota

APBD

DINAS SOSIAL

Tidak Terjadi Bencana (100%
dengan catatan melakukan 3
tahapan)

Mefakukan pengumpulan data,
perhitungan kebutuhan, dan
perencanaan kebutuhan sesuel dengan
romenklatur program/egiatan/sub
kegialan (dilakukan dengan
mengunggzh dokumen form dan/atau
dokumen pendukung lainnya)

Jumiah
kabikota

APBD

DINAS SOSIAL
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Indikntor
Kinexja ) Jenis
Layonan SPM

Satonan

Pencapaian 8PM [2025)

Penerima
Loyanan

Realisasi

L

Mutu

¥
Dasar

Anggoran

Somber

Pencapolan SPM (2026)

Realisasi

Muta
Layanan
Dasar

Realizaal

Pelaksana

Rehahilitas] Sosial
Dasar Penyendang
Disabilitas Terdantar
i Luar Panti.Sosial

orang

470

410

565,300,000

DINAS SOSIAL

410

$65,300.000

APBD

DINAS 50S1AL

Layanan data dan
pengaduan

lyanan data yang
diberikan kegada
disabilitas ferfant
untuk diusukan masuk
dafam data terpadu

sosial
(DKs)
layanan pengaduan
merupzkan sarana
uniuk menerima dan
menindaklanju
Informasi berupa
pengaduan, keluhan,
danfatau peranyasn
yang disampaikan oleh
masyarakat kepada

dinas sosial dan/atan
Pusa? Kesefahteraan
Sosial

470

470

47,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

470

470

47,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

Penyediaan
layanan
kedaruratan/
layanan reaks!
cepat

layanan
kedaturatan/
layanan reaksi
cepat merupakan
tindakan
penanganan
segera yang
dilakukan oleh
dinas soslal
dan/atau Pusat
Kesefahteraan
Saslal kepada
penyandang
disabilitas terlantar

Orang

470

470

47,000,000

DINAS SOSIAL

470

470

47,000,000

DINAS S0SIAL

Penyediaan
permakanan

{1ayanan yang
lakukan oleh dinas
sosial dan difasilitast
melalul lembaga yang
ditetapkan oigh dinas
sosial dan/atau di
Pusal Kessjahterzan
Sesial yang
berkedudukan di
desa/kefurahannama
Lain dan disesuakan

Orang

470

470

47,000,000

APBD

DINAS 30SIAL

470

470

47,000,000

AFBD

DINAS SOSIAL
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Indikntor
Kinexia J Jenis
Layanan SPM

Pencapaian SPM (2025]

Penerima

Dasar

Realisasi

Muin
Layanan
Dasar

Realisasi

Sumber
Pendona

Pencapaian SPM (2026)

Redlisasd

Muatu

Layanan
Dasar

Realisasl

denpan indeks

L4,

Orang

470

470

47,500,000

APBD

DINAS SOSIAL

470

4

47,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

Penyediazan efat baniu
(kursi noda, kaca mata,
pemerksaan &
pergukuran, alat bantu
dengar, kruk, triped,
fongkat putih, tongkat
penunin adzpt,
regletialat iuffs unfuk
tuna nefra dan sesuai
dengan kebutuhan
penertma disablitas)

470

47,000,000

APED

DINAS SOSIAL

470

470

47,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

-9

|| kebuhan)

-

Penyedizan
perbekalan kesehatan
{obat urmum,
fimbangan, pengukur
linga hadan,
termometer dan
lainnya sesual dengan

Orang

470

470

47,000,000

APBD

DINAS S0SIAL

470

47

47,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

Pemberian bimbingan
fisik, menta, spirituzt
dan sesial

bimbingan fisik adalzh
kegiatan untek
memelihara dan
meningkatkan
kesahatan jasmani
penerima
pelayanan/slahragajou
thoundigym
bimbingan mental dan
spisitual adalah
kegiatan yang
dilakukan untuk
meningkatkan mental
dan spiritual
bimbingan sosial
adalah layanan
bantuan psikniogis
yang ditujukan
mengatasi masalah
psikososial agar dapat
meninglatian

Orang

470

470

47,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

470

470

47,000,000

APBD

DINAS SOSIAL
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Indilmtor
Kinerja [ Jenis
Layanan SPM

Satuan

Pencapaian BPM [2025)

Penerima

Dasar

Reallsasi

Mutn
Layanan
Dasar

Realisasi

Somber

Pendatta

Instansl

Pencapaian SPM (2026)

Penerima

Matn

Layanan

Layanan
PDasar

Realisasi

Bumber
Pendanaan

Pelaksana

{sepesti pekana sosial,
alatperaga, nat tulis}

Pemberian bimbingan
sosial kepada keluarga
penyandang disabifias
terlzntar

{pemberizn bimbingan
sosial kepada keluanga
penyandang disablias
terlantar seria
masyarakat tilalukan
oleh dinas sasial, dan
(ifasilftasi melzlui
lembaga yang
ditctapkan olch dinas
sogldl di Pusat
Kesefahteraan Sosial
yapg berkedudukan ¢f
desahkelurahianinama

Crang

470

410

47,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

410

470

47,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

Orang

47

471

47,100,000

APBD

DINAS SOSIAL

an

171

47,100,000

AFBD

DINAS SOSIAL

kesehatan dasar

Oreng

472

472

47,200,000

APBD

DINAS SOSIAL

472

172

47,200,000

APED

DINAS SOSIAL

{pencarian keluarga
penyandang disabiitas
terantar untuk bjvan
reunifkasy

Qrang

470

470

47,000,000

APBD

DINAS S0SIAL

470

470

47,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

-

Pemberian pelayanan
reunifikasi kefuarga

penyandang disabilitas
terlantar dergan
keluarga yang dapat
memberikan
perawalan dan/atau
pendampingan
sehingga berada di
lingkungan yang
terfindungl)

Orang

470

470

47,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

470

470

47,000,000

APBD

DINAS SOSIAL
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°

Indilmtor
Kinerja ) Jenis
Layanan SPM

Poncapalon SPM (2025)

Penerima

Dasar

Realisasi

Kutu
Layanan
Dasax

Realisaxsi

Sumber
Pendana

Pelaksana

Pencapalan SFM [2026)

Penerlma
Layanan
Dasar

Realicasi

Kuta
Laynnan

Dasar

Realisasl

Sumber

Instansi

Leyanan rujdian
{tayanan yang
diberkan kepada
penyandang disabilitas
terantar yang
membutuhkan layanan
lebih lanjut dan
Layanan lainsya)

Grang

10

1,000,000

APED

DINAS SOS!AL

10

1,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

Rehahlitasi Sosial
Dasar Anak Terlantar
o Lear Panti Soslal

56,300,000

APBD

DINAS SOSIAL

56,300,000

APBD

DINAS SOSIAL

Layanan dzia dan
pengaduan

layanan data yang
diberikan kepada
diszhifitas terdantar
untuk diusuikan masuk
delam data lerpadu
kesejahteraan sosial
{DTKS}

layenan pengaduan
merupakan sarana
untuk menerima dan
menindaklanjuti
informasd berupa
pengaduan, keluhan,
dan/atau pedianyaan
yang disampaikan oleh
masyarakat kepada
dinas sosial danfateu
Pusat Kesejehteraan
Sosial

Crang

S0

5,000,000

APBD

DINAS S08IAL

50

5,000,000

APBD

DINAS S051AL

Penyediaan layanan
kedaruratanfayanan
reaksi cepat
layanan
kedanuratanfayanan
reaks] cepat
mesupakan ndakan
penanganan segera
yang ditakuken oleh
dinas sostal danvatau
Puszt Kesejahteraan
Sosial kepada anak
terlantay

Orang

50

5,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

50

5,000,000

APBD

DINAS SOS1AL

Penyediaan
penmakanan
{layananyang
dllakukan o'eh dinas
sosial dan difastitasi
melalui lembaga yang
ditetapkan clsh dinas
sosial dan/etzu di
Pusat Kesejahteraan
Sosial yang

Orang

50

50

5,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

50

§,000,000

APBD

DINAS SOSIAL
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Indikator
Rinerja [ Jenis
Layanan SPM

SBatnan

Pencapainon 8P (2025)

Penerima

Layanan
Dasar

Realizasi

Muotn

Loyanan
Dasax

Realisasi

Samber
Pendana

Instansi
Pelakaana

Peficapalan SPM (2026)

Penerima

Dasar

Realisasi

Mntu
Layanan
Dasar

Realisasi

Sumbex
Pendanann

Pelaksann

desakelwahaninama
lain dan disesuakan
dengan indeks
permakananforanphar
[}

-

|| leinnya)

@

Penyediaan sandang

pembelian kebutuhan
khursies untuk
perempuan dewasa,
balita, danyang
mengalami bedridden,
pembefian alas kaki
dan kebutuhsn

50

5,000,000

APBD

RINAS S0SIAL

50

5,000,000

APBD

DINAS S051AL

Penyediaan
perbekalan kasehatan
{obal umum,
fimbangan, penguker
tinggf badan,
termometer dan
fainnya sesua dengan

Orang

50

5,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

S0

5,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

Pemberian bimbingan

fisik, mental, spiritual

dan sosial

bimbingan fisik adalah

kegfatan unfuk

memelihara dan
ningketkan

mengatasi masalah
psikososial agar dapat
meningkalan
keberfurgsian sosia
{sepesti pekara sosial,
alatperaga, alat tulis)

Crang

50

5,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

50

5,000,000

APED

DINAS SOSIAL

Femberian bimbingan
sosial kepada keluarga
anak tedantar
{pemberian bimbingan
sosial kepada kehiarga
anak terlantar serta

masyarakat efiakukan

Crang

50

5.000,000

AFBD

DINAS SOSIAL

50

5,000,000

APBD

DINAS SOSIAL
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Indikator
Kiner{a J Jenis
Layanan SPM

Poucapaian S8FM [2025)

Penerima

Dasar

Realisasi

Mot
Layanan
Dasar

Realisasi

Somber
Pendana

Pencapaian SPM {2026)

Realisasi

Mutu
Layanan
Dasar

Realisasl

oleh dinas seslal, dan
difashitasl melaui
lembaga yang
ditetapkan olah dinas
sostal di Pusat
Kessjahteraan Sosfal
yang berkeduwdukan b
desakelurahan/nama
Lain, dan/ztar i
linglungan

ehuargatmasyatakat)

Fasilitasi pernbuatan
Nomor Induk
Kependudukan/Bukti
kepemilkan NIX

Orang

51

51

5,100,000

APBD

DINAS SOSIAL

51

3

5,100,000

AFBD

DINAS S0SIAL

Akses ke [ayanan
pendidikan dan
kesehatan dasar
{farsilitasi layanan
pendidikan sekotah
dan kesehatzn dasar
puskesmas/kfinl/ruma

Orang

52

5,200,000

APED

DINAS SOSIAL

52

52

5,200,000

APBD

DINAS SOSIAL

O -

|| tujuan reunifikasi)

h sakif)

Pemberian pelayanan
penelusuran
keluarga/Bukii
keberadaan kelearga
{pencarian keluarga
anak ferlantar untuk

Orang

50

5,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

50

5,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

Pemberian pelayanan
reunifikas] keluarga
{pemmdangan dan
penyatuan kembali
anak terlantar dengan
keluarga yang dapat
memberikan

perawatan danfatau
pendampingan
sehingga berada di
lingkungan yang

Orang

50

5,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

50

5,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

tedindungl)

Layanan nddkan
{iayanan yang
diberikan kepada anak

Crng

10

1,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

10

1,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

Rehabilitasl Sogial
Dasar Lanjut Usla
Terantar dl Luar

Panti Soslal

56,000,000

APBD

DINAS 508IAL

56,000,000

APBD

DINAS 50SIAL
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e 2

Indikator
Kinerfa [ Jenis
Layonan SPH3

Pencapainn SPM [2025)

Penerima

Dasar

TRealisasl

Mutn
Layanan
Dasar

Realizasl

Anggaran

Sumber
Pendana

Pencapalan GPM [2026]

Pelaksana

Layanan

Realisasi

Mota
Layanan
Dasar

Realisagl

Inici Somber Instanal

Lzyanan data dan
pengaduan
layanan data yang
tiberkan kepada
disabilitas terantar
untuk dlusuikan masuk
dalam data terpadu
kesejahterazn sosial
(DTKS)
layanan pengaduan
merupakan sarana
untuk menedma dan
menindaklznjut
informasi berupa
pengaduan, keluhan,
danfatau perlanyaan
yang disampaskan oleh
kepada
dinas soslaf danfatau
Pusat Kesejahteraan
Sosial

Crang

50

5,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

50

5.000,000 APBD DINAS SOSIAL

Penyediaan layanan
kedaruratanfiayanan

merupakan ndakan
penanganan segem

yang diakikan oleh

dinas soslal danfatau
Pusat Kesejahteraan
Sosial kepada lanjut

usia terlantar

Orang

50

5,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

50

5,000,000 APBD DINAS SOSIAL

Penyediaan
permakanan

(layanan yang
dilakukan aleh dinas
sosial dan difasilitasl
melaluilembaga yang
ditetapkan olgh dinas
sosial danfatau di
Pusat Kesefahteraan
Sosial yang
berkedudukan di
desakelurahan/nama
lain dan disesuakan
dengan indeks
permakananforang/har
i}

Qrang

50

5,000,000

APED

DINAS SCSIAL

50

5,000.000 AFBD DINAS SOSIAL

Panyediaan sandang
(berupa pembelizn
pakaian, pembelian
pertengkapan mandi,
pembetian kebutuhan
Khusys unituk
perampuan dewasa,
balita, dan yang

Crang

&0

5,000,000

APBD

DHNAS SOSIAL

50

5,000,000 APBD DINAS SOSIAL

mengalami bedridden,
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LR

Indikator
Kinerja / Jenis
Layanan SPM

Satuan

Pencapalan SPM (2025)

Penerima

Dasar

Realisasi

Mutua

Layanan
Dasar

Realisasi

Samber
Pendona

Pencopolan SPM (2026)

Penerlmn
Layanan

Realisasi

Mata
Layanan

Realisani

Pendanaon

pembelian alas kekl
dan kebutuhgn
lainnya)

Penyediaan nat bantu
[karsi rodfa, kacamiaty,
.1

pemeriksaan
pengukuran, alat barty
dengar, kruk, tipod,
tonghat puth, tongkat
penuntun adapt,
regled/aat tufis untok
tuna netra dan sesusi
dengan keutuhan
penerma disabalitas)

Orang

5,000,000

APED

DINAS SOSIAL

50

APBD

DiNAS SOSIAL

Penyediaan
perbekalan kesehatan
{obat urum,
timbangan, pengukur
tinggi badan,
termometer dan
lzinnya sesud dengan
¥etiohan)

Crang

5,000,000

APBD

DINAS 505IAL

5,000,000

AFBD

DINAS SOSIAL

Pemberian birmbingan
{fisik, metal, spiritual
dan sosial

bimbingan fisk adalzh
kegiatan untuk
rretmelhara dan
meningkatkan
kesehatan jasmant

penerima
pelayanan/olahragafou
thound/gym

bimbingan mental dan
spiritval adalah

kegiatan yang
dilakukan uniuk
meningkatian mental
dan spirital
bimbingan sosial
adalah layanan
bantuan psikwlogls
yang diujukan

meningkatkan
keberfungsiay sosial
(seperti pekarja sosid,

Orang

5,000,000

APHD

DINAS SOSIAL

5,000,000

APED

DINAS SOSIAL

Pemberizn birbingan
sesial kepada keluaga
lanjut usia tertantar
{permberian bimbingan
sosial kepada keluarga
Lanjut usia terdantar
serta masyarakat
dilakukan cleb dinas

dlatpesaga, gfat sy _

Orang

50

5,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

APBD

DINAS SOSIAL

sosial, dan
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Indikntor
Kinesja f Jenis
Layanan SPM

Pencopaian BFM {2025)

Penerima

Dasar

Realisani

Muta
Layanan
Dasar

Realizasl

Somber
Pendana

Instansi

Pencapaian SPM (2026)

Penerima
L

Reallsas]

Realizasl

Samber
FPendanasn

Instansal
Pelaksana

difasilitasl msialui
lembaga yang
ditetapkan oleh dinas
sosial di Pusal
Kesejahteraan Sosial
yang berkedudukan di
desakelurahan/nama
lain, dan/aiau d
Englamgan
keluamamasyarakaf)

@

Fasilitas pestbuatan
Nomor tndvk
Kependudukan/Bukti
kepemiikan NIK

Omng

10

1,600,000

APBD

DINAS SOSIAL

10

1,000,008

APED

PIMAS SOS1AL

-

Akses ke layanan
pendidikan dan
kesehatan dpsar
{fasilitasi layanan
pendidixan sekofah
dan kesehadan dasar
puskesmasAfinifuma
b sakd

Orang

4,000,000

APED

DINAS SOSIAL

40

4,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

g

Pemberian pelayanan
penelusuran
kelyangaBiukd
keberataan
keluargapencarian
keluargalanjut usia
terlantar untuk bwjuan
reunifikasl)

Orang

50

5,000,000

APED

DINAS SOSIAL

5,000,000

APBD

DINAS SOSI1AL

n —

[

Pemberian pelayanan
reunifikasi keluarga
(pemufangan dan
penyatuan kembal
lanjut usia terdantar
dengan kelizirga yang
dapat memberikan
perawatan danfatau
pendampingan
sehingga berada di
lingkungan yang
terlindunaf)

Crang

50

5,000,000

APED

DINAS SOSIAL

50

5,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

Layananngukan
(iayanan yang

Orang

10

1,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

APBD

DiRAS SOSIAL

Rehabilitas] Sosial
Dasar Tuna Saglal
Khususnya

Gelandangan dan
Pengemis di Luar

Panti Soslal

ormng

170

170

202,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

e

170

202,000,000

APED

DINAS SOSIAL
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Indilntor
Kinerja / Jenis
Layanan SPM

Satoman

Pencapalan SPM [2025)

Penerima
Layenan
Dasar

Realisasi

Mutu
Loayanan
Dasar

Realisas]

Sumber
Pendona

Poncapalan SPM [2026)

Pelaksann

Realisasi

Realisasi

Sumber

L]

pererpuan dewasa,
balitz, dan yang
mengalami bedridden,
pembelian las kaki
dan kebutuhan

|| lainnya)

lainnya sesugj dengan
kebutuhan)

Orang

170

179

17,000,000

APED

DINAS SOSIAL

170

170

17,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

~t

Pemberian himbingan
fislk, mental, spiritual
dan sosial
bimbingan fisik adalah
kegiatan unhuk
memeThara dan
meningiatian
kesehatan jasmani
penerima
pelayananiolahragalou
thound/gym
Bimbingan mental dan
spiritua adalah
kegiatan yang
diakukan urtuk
meningkatkan mental
dan spiritual
adalah layanan
bantuan pskologis
yang diyuken
mengatasi masalzh
psikososic] agar depat
meningkatican
keberfungslan sosial
(seperti pekera sosial,
| _alat peraga, alathuis)

Crang

170

170

17,000,000

APSD

DINAS SOSIAL

170

170

17,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

Pemberian bimbingan
sosial kepada kelizarga
gelandangan dan

pengerds .
(pemberian bimbingan
sosial kepada keluarga
gelandangan dan
pengenis sevta
cilakukan
oleh dinas sosial, dan
difasiitasi melalui

lembaga yang
ditetapkan oleh dinas
sosial di Pusal
Kesejehteraan Sosid
yang berkedudukan di
desa/kelurahan/nama

lain, dan/atau 4

Orang

170

i1

17,000,000

£PBD

DINAS SOSIAL

170

170

17,000,000

APBD

DINAS SOSIAL
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Indikater
Kinerja § Jenis
Layanan SPM

Pencapalan SPM (2025)

Penerima

Dasar

Realisasi

Muto

Layonan
Dasar

Realisasi

Angparan

Sumber
Pendann

Pelaksana

Pencapalan SPM (2026)

Penerima

Dasar

Realiznsl

Realisas]

Anpggaren

Fendanaan

Instansi
Pelakzann

lingkungan
kelyargaimasyarakat)

o

Fasilitasl pembuatan
Nomer Induk
Kependudukan, Katu
Tanda Penduduk, Akta
Kelahiran, Sorat Nikah,
dan/atau Kart
Identitas Anak / Bukti
dokumnen
kependudukan

170

170

17,000,000

APBD

DINAS BOSTAL

170

170

17,000,000

APED

DINAS SOSIAL

©

Akses ke layanan
pendidikan dzn
kesehatan dasar
(fasfitasi layanan
pendidikan sekolzh
dan keschatan dasar
puskesmavkiinikiruma
h sakit}

Omng

150

15,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

150

15,000,000

APBED

DINAS SOSIAL

o -

—-—

|| _reunifikasi)

Pemberian pelayanan
penelusuran
keluarga/Bukli
keberadaan keluama
{pencarian keluarga
gelandangan dan
pengemis uniuk hfuan

Oming

170

170

17,000,000

DINAS SOSIAL

170

170

17,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

Pemberizn pelayanan
reuntfikas! kefuarga
{pemulangan dan
penyatuan kembadi
gelandangan dan
pengemis dengan
keluzga yang dapat
memberikan
perawatan danfztan
pendampingan
sehingga berada di
lingkungan yang

Orang

170

170

17,000,000

APED

DINAS SOSIAL

170

170

17,000,000

APED

DINAS SOSIAL

=

terindungi)

Layanan nujukan
{layanan yang
diberikan kepada
gelandangan dan
pengamiis yang
membutuhkan layanan
lebih tanjut dan

layanan lzinnya)

Crang

170

170

17,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

170

170

17,000,000

APED

DINAS SOSIAL

Tidak Ada Gepeng
{Lampirkan Surat
Keterangan TTD KDH
dan lakukan Tahapan

Penerapan SPM
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LR

Indikator
Kines]a f Jenis
Layannn SFM

Pencapalan SPM (2025}

Penerlma:
Layanan
Dasar

Realisasl

Mutu
Layanan
Dasar

Realisasi

Sumber
Pendena

Instansl
Pelaksana

Pencapalan SPM [2026)

Penerima

Layanan
Dasar

Realisasl

Mutn
Layannn
Dasar

Realisasi

th

Perfindungan dan
Jaminan Sosial Pada
Saat dan Setelah
Tanggap Dorurat
Bencana Bagi
Korban Bencana
Daerah

orang

2500

2500

620,200,000

AFBD

DINAS SOSIAL

2500

2500

620,200,000

AFBD

DINAS SOSIAL

KabupateniKota

Terjadi Bencana

L)

w

Penyediaan

keseluuhanuntuk
korban bencana alam,
bencana sosial dan
bencana nan-alam
dalam bentuk hahan
makanan dan
makanan siap saji
dar/atan makanan
lainnya sesuai
kebutuhan)

Orang

250,060,000

APBD

DINAS 30511

2500

250,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

Penyediazn sandang
(nakaian laki-lakd
dewasq, pakaian dan
kebutuhan khusus
perempuan dewasa,
pakzizn anak lakHaki
dan perempuan,
pakaian seragam
sekolah anak fakiHakj,
pakaian seragam
sekolah anak
perempuan, pakaian
lainnya sesual
kebutuhan, selimu,
danfatau kidware dan
penyedizan lainnya
sesual dengran

kebutuhan)

Orang

2500

250,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

2500

2500

250,000,000

APED

DINAS SOSIAL

Penyediaan tempat
penampungan
pengungsi

{tenda pengungsi,
tenda keluarga, tenda
dapur urmum, ienda
gulung, tenda fogistik,
velthed,

matras/ikaralas tidur,
dan/atau kelengkapan
{empat penampungan
sementarafainnya

tnit

APBD

DINAS SOSIAL

200,000

APBD

DINAS SOSIAL

sesuaikebutuhan)
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Indikator
Kinerjn / Jenls
Layanan SPM

Pencapaian SPH (2025)

Pencrima
Layanan
Dasar

Realisasi

Mutn
Layanan
Dasar

Realisaxi

Anggaran

Sumber
Pendana

Pencapalan SPM (2026)

Pelak:

Realisasi

Mutu

Layanan
Dasar

Realisasl

Pendanaan

Polaksana

Penenganan khusus
bagl kolompok rentan
{menpakan bantuan
khusis yang dibenkan
kepadaLanjut Usia, ibu
hamil, Ponyandang
Disabilites, dan Anak

Orang

1000

100,000,000

APBD

DINAS SOSIAL

1000

100,040,000

APBD

DiNAS SOSIAL

yang dhadapl, sapert
terapi kejfwaan, sdukasl
anak, hiburan/trauma
hedling, dsh.)

Orung

5,000,000

AFBD

DINAS SOSIAL

5,000,000

AFBD

DINAS SOSIAL

Melziuken pengumpulr;
data, paﬂnﬁm

Jumizh

50

5,000,000

DINAS SOSIAL

50

5,000,000

DINAS SQSIAL

Tidak Terjadi Bencana
(100% dangan catstan
malakukan 3 tahapan)

Jumlah
kabola

10,000,000

APED

DINAS SOStAL

10,000,000

AFBD

DINAS SQSIAL
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Berdasarkan Undang-Undang Normor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada
urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman
pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang
ini merupakan bukt keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada
dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematik dan berjenjang mulai dari
RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA
PD dan RKA PD. Sistematik ini dimaksud antar-dokumen saling terkait dan saling
mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti
perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang
yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk
i, Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada sati tatanan teks
perencanaan saja, hamun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada
tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Penerapan
SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada
integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui :

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam
perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.

2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan :

a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan
penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh
Pemerintah Daerah.

b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan,
khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi
pemenuhan kebutuhan dasar.

120



Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu
pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib

Pelayanan Dasar.

Strateg], arah kebijakan dan progam pembangunan daerah, khususnya
dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah
kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah,
khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan
yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan
dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan
dasar.

. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan :

a.

Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan
penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah
dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan
besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pememihan kebutuhan dasar.
Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan
capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan
program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang
disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan
indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah
dapat dilakukan pada saat perumusan :
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a. Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian
dan pemenuhan kebutuhan dasar.

b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan
dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam
pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

¢. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan
Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan
permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebututhan
dasar. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya
dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber
pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

e. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan
indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah

dapat dilakukan pada saat perumusan:

a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya
optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

b. Tyuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan
penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan
dasar.

c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan
dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber
pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

. Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam Penggaggaran Daerah Integrasi

SPM ke dalem perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target

SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD,
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RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKAPD, Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrument rencana pembangunan
tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati
bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan
daerah meliputi:

a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
RKA PD sebelum disepakati dengan DPRD.

c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program
dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.
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BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
PENERAPAN SPM

4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis
Pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga
Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan
pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten /Kota.
Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di
daerah terpenuhi, maka periu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala
setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan
dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan
informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk
mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencaaan
dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauian mencakup esensi
aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila
pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan
pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan
program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola
program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan
evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses
dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan
penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat
berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi
kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan
kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan diakukan untuk
memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan
telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui
bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
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2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan
telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap
pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu
pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan
memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut
berpartisipasi di dalamnya.

3. Penggunaan Sumber Daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan
sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat
dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang
ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak.
Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah
digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.

4. Penyampaian Perkembangan Hasil, pemantuan dilakukan dengan memastikan
bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan
laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan
program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan
bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.

5. Pelaku Kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah
berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan
apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain
kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor dan lainnya
sesuai yang disepakatfi.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam
mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu :

a. Ketaatan/compliance, pemantauan  menentukan apakah  tindakan
administrator, staf dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang
telah ditetapkan.

b. Pemeriksaan/ auditing, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan
yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.

c. Laporan/accounting, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu
“menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat
implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.

d. Penjelasan/explanation, pemantauan menghasilkan informasi yang membantul
menjelaskan  bagaimana akibat kebijjaksanaan dan mengapa antara

perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

125



Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian
akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana
pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan
untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau
tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output.
Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu
periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kota Baubau, maka
indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada
masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang
telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target
indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di crosscheck apa penyebab tidak
tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan
baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau
tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan
hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi
kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

a. Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:

1) Apa sajakebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam
pelaksanaan SPM?

2) Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah
menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?

3) Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemerintah daerah bertentangan
dengan kebijakan atau regulasi diatasnya?

4) Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa
pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:

a) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang
SPM?

b) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah
sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM
pada masing-masing kategori tersebut?

c) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk
memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara
calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?

d) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang
paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
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b. Koordinasi. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

1)

2)

3)

4)

S)

Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?

Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan
penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah
pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan
pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat
masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? dan apa alternatif sclusi
yang mungkin dilakukan?

Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan
pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa
masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam
menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di
level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu
dapat diatasi?

Bagaimeana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah
yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di
level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah
utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

Manajemen Kerja. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja

antara lain:

1)

2)

3)

1)

Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan
melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan
bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan,
proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan
pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan
SPM jadi terhambat?

Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa
masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah
satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana
persoalan tersebut dapat diatasi?

Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai
untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola
pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada
pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?

Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara
pariabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannnya?
Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi
patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah
kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan
berdasarkan alokasi yang ditetapkan?

Bagaimana Kkontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam
melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan
dengan APBD mumi dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait
dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan
anggaran paling besar? dan mengapa?

Apakah ada sumber dana non pemerintah yang dimanfaatkan oleh
Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada
wargarya?

Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah
yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang
terlayani?

Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah dan lembaga non pemerintah, berapa besar
pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing
lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan
menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel

dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM

No [

Jenis Muty | Indikator Presentase

- Layanan La SPM Satuan | Target | Realisasi Capa P |

Dasar

2 1 s 0 4 | 5 6 | 7 8 | 9
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Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan
kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang
disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan
hendaknya evaluasi merupakan bagian yvang tidak terpisahkan, sehingga dapat
dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan
dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi
tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah
evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemnberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai
media untuk belajar dari pengalarman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak
yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun
demikian, stakeholder terkait yang paling merasakan dampak program yang harus
menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa

sgja yang perlu dilibatkan.

4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/Wali Kota
menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM):
https://spm.bangda. kemendagri.go.id

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam
Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM,
anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam wusaha
pemenuhan SPM.

a. Indeks Pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian
SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan

Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;

Z) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan

3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

b. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap
Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?

2) Bagaimana SPM diposisikan?
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3)

4)

5)

Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang
dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab
permasalahan utama SPM?

Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan
Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan,
terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan
pemenuhanSPM?

Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan,
berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

Permasalahan SPM. Bagian ini aken menganalisis permasalahan dalam
melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan
menganalisis terfokus terhadap:

1
2)
3)

Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?

Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk
mengatasi permasalahan tersebut?
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama
diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program
itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada
aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu
telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan
SPM.

Capaian pada tiap bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pada
SPM di lingkungan Pemerintah Kota Baubau masih rendah yang diakibatkan kurang
memahaminya Perangkat Daerah terkait penerapan SPM Daerah terhadap
pemenuhan pelayanan dasar yang dibutuhan masyarakat. Rencana aksi penerapan
SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, yang memuat program,
kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber
pendanaan yang merupaken komitrnen pemerintah daerah dalam rangka
pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan,

5.2 Saran

1. Perlunya penguatan tim penerapan SPM Kota Baubau berkaitan dengan
nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum
pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta
pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

2. Tim penerapan SPM Kota Baubau secepatnya mengoordinasikan rencana aksi
daerah yang diprakarsai oleh bagian pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan
memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD
setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.

3. Perlunya bimbingan kepada tim penerapan SPM Kota Baubau dalam
penyusunan pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021,
pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu;
https://spm.bangda. kemendagri.go.id/pemda/home/login.

4. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui
Kerjasama Corporate Social Responsbility (CSR) dan sumber-sumber lain yang
sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk
percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Lingkungan
Pemerintah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 2024
PJ. WALI KOTA BAUBAU

MUH RAS AR



